GUBERNUR NUSA TENGGARA TIMUR

‘ KEPUTUSAN GUBERNUR NUSA TENGGARA TIMUR
| NOMOR : 250 /KEP/HK /2021

TENTANG

STANDAR OPERASIONAL PROSEDUR ADMINISTRASI PEMERINTAHAN
BIRO ORGANISASI SEKRETARIAT DAERAH
PROVINSI NUSA TENGGARA TIMUR

GUBERNUR NUSA TENGGARA TIMUR,

Menimbang : a. bahwa dalam rangka mewujudkan pemerintahan
yang efektif dan efisien serta untuk meningkatkan
kinerja Aparatur Perangkat Daerah di lingkungan
Pemerintah  Provinsi Nusa  Tenggara  Timur
khususnya pada Biro Organisasi Sekretariat Daerah
Provinsi Nusa Tenggara Timur, diperlukan Standar
Operasional Prosedur Administrasi Pemerintahan

sebagai pedoman dalam pelaksanaan tugas;

b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana
dimaksud pada huruf =z, perlu menetapkan
Keputusan Gubernur tentang Standar Operasional
Prosedur Administrasi Pemerintahan Pada Biro
Organisasi Sekretariat Daerah Provinsi Nusa

Tenggara Timur;

Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 64 Tahun 1958 tentang
Pembentukan Daerah-daerah Tingkat I Bali, Nusa
Tenggara Barat dan Nusa Tenggara Timur (Lembaran
Negara Republik Indonesia Tahun 1958 Nomor 115,
Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia
Nomor 1649);

2. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2009 tentang
Pelayanan Publik (Lembaran Negara Republik
Indonesia Tahun 2009 Nomor 122, Tambahan

| lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5038);




3. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang
Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik
Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan
Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor S587)
sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir
dengan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020
tentang Cipta Kerja (Lembaran Negara Republik
Indonesia Tahun 2020 Nomor 245, Tambahan
Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6573);

4. Peraturan Gubermur Nusa Tenggara Timur Nomor 28
Tahun 2017 tentang Petunjuk Teknis Penyusunan
dan Pelaksanaan Standar Operasional Prosedur
Administrasi Pemerintahan di Lingkungan
Pemerintahan Provingsi Nusa Tenggaera Timur (Berita
Daerah Provinsi Nusa Tenggara Timur Tahun 2017
Nomor 27) sebagaimana telah diubah dengan
Peraturan Gubernur Nusa Tenggara Timur Nomor 44
Tahun 2020 tentang Perubahan Atas Peraturan
Gubernur Nusa Tenggara Timur Nomor 28 Tahun
2017 tentang Petunjuk Teknis Penyusunan dan
Pelaksanaan  Standar Operasional  Prosedur
Administrasi Pemerintahan Di Lingkungan
Pemerintah Provinsi Nusa Tenggara Timur (Berita
Daerah Provinsi Nusa Tenggara Timur Tahun 2020

Nomor 44);
MEMUTUSKAN :
Menetapkan :
KESATU ¢ Standar Operasional Prosedur Administrasi Pemerintahan

Biro Organisasi Sekretariat Daerah Provinsi Nusa
Tenggara Timur.

KEDUA : Standar Operasional Prosedur Administrasi Pemerintahan
Biro Organisasi Sekretariat Daerah Provinsi Nusa

Tenggara Timur sebagaimana dimaksud dalam Diktum

KESATU terdiri atas:

a. SOP Penanganan Surat Masuk;

b. SOP Penanganan Surat Keluar;

¢. SOP Penanganan Nota Dinas;

d. SOP Penerbitan Surat Tugas Dan Surat Perintah
Perjalanan Dinas Pejabat Eselon III, Pejabat Eselon IV
Dan Pejabat Fungsional;




noao oo

SOP Penerbitan Surat Pemberitahuan Kenaikan Gaji
Berkala Pegawai Negeri Sipil;

SOP Pengajuan Surat Usulan Kenaikan Pangkat
Pegawai Negeri Sipil;

SOP Pengajuan Surat Usulan Pensiun Pegawai Negeri
Sipil; : [

SOP Pengajuan Surat Usulan Cuti Pegawai Negeri
Sipil;

SOP Penyusunan Laporan Bulanan, Triwulan,
Semester;

SOP Penyusunan Laporan Tahunan;

SOP Penyusunan Rencana Strategis (RENSTRA);

SOP Penyusunan Rencana Kerja (RENJA);

SOP Penyusunan Rencana Kegiatan dan Anggaran
(RKA);

SOP Pembuatan TOR dan Rancangan Anggaran Biaya
(RAB);

SOP Pengajuan SPP UP/GU/TU/LS;

SOP Pengajuan SPP UP (Uang Persediaan);

SOP Pengajuan SPM UP/GU/TU/LS;

SOP Penyusunan Laporan Kinerja Instansi
Pemerintah (LKIP);

SOP Laporan Keterangan Pertanggungjawaban
(LKPJ);

SOP Penyampaian Bahan Laporan
Pertanggungjawaban Pemerintah Daerah (LPPD};

SOP Penyelenggaraan Bimtek;

SOP Pelaksanaan Monitoring dan Evaluasi;

SOP Pembuatan Laporan Monitoring dan Evaluasi;
SOP Layanan Informasi;

SOP Layanan Konsultasi;

SOP Layanan Penyediaan Narasumber;

. SOP Pelaksanaan Audit Internal Sertifikasi ISO

9001:2015;

. SOP Pelaksanaan Rapat Tinjauan Managemen;
. SOP Persiapan Dokumen/Naskah Dinas;
. SOP Layanan Pengaduan;

SOP Serah Terima Jabatan;
SOP Penyusunan Peraturan Daerah tentang
Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah

Provinsi Nusa Tenggara Timur,




gg. SOP Penyusunan Peraturan Gubernur tentang
Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi
serta Tata Kerja Perangkat Daerah Provinsi Nusa
Tenggara Timur;

hh. SOP Fasilitas Penataan Kelembagaan Perangkat
Daerah Kabupaten/Kota Se Provinsi Nusa Tenggara
Timur;

ii. SOP Penyusunan Dokumen Analisis Beban Kerja
Perangkat Daerah Provinsi NTT;

ij. SOP Penyusunan Peraturan .Gubernur tentang
Analisis Jabatan Perangkat Daerah Provinsi NTT;

kk. SOP Penyusunan Keputusan Gubernur tentang Peta
Proses Bisnis bagi Perangkat Daerah Lingkup
Pemerintah Provinsi NTT;

1. SOP Asistensi Penyusunan Peta Proses Bisnis
Perangkat Daerah Lingkup Pemerintah Provinsi NTT;

mm. SOP Pelaksanaan Review Peta Proses Bisnis;

nn. SOP Pelaksanaan Monitoring dan Evaluasi Peta
Proses Bisnis;

0o. SOP Penyusunan Keputusan Gubernur tentan
Standar Operasional Prosedur Administrasi
Pemerintahan (SOP AP) bagi Perangkat Daerah
Provinsi NTT;

pp. SOP Asistensi Penyusunan SOP AP Perangkat Daerah
Provinsi Nusa Tenggara Timur;

qq. SOP Pelaksanaan Monitoring dan Evaluasi SOP AP
Perangkat Daerah Provinsi NTT;

rr. SOP Pelaksanaan Review Standar Operasional
Prosedur Administrasi Pemerintahan (SOP AP};

ss. SOP [Fasilitasi Pelaksanaan Survey Kepuasan
Masyarakat;

tt. SOP Pengelolaan Pengaduan Masyarakat Melalui
LAPOR! — SP4N;

uu. SOP Asistensi Penyusunan Standar Pelayanan Publik
Perangkat Daerah;

vv. SOP Pelaksanaan Evaluasi dan Penilaian Kinerja Unit

| Penyelenggara Pelayanan Publik;

ww.SOP Penyusunan Laporan Pengukuran Kinerja
Pemerintah Provinsi NTT;

xx. SOP Penyusunan Perjanjian Kinerja {(PK};

yy. SOP Penyusunan Rencana Kinerja Tahunan (RKT);




zz. SOP Penyusunan Road Map Reformasi Birokrasi
Pemerintah Provinsi NTT;

aaa. SOP Pengusulan Perangkat Daerah Menuju Wilayah
Bebas Korupsi (WBK); dan

bbb. SOP Penyelenggaraan Budaya Kerja.

.

KETIGA : Standar Operasional Prosedur sebagaimana dimaksud
dalam Diktum KEDUA adalah sebagaimana tercantum
dalam Lampiran Keputusan ini.

KEEMPAT : Kepala Biro Organisasi Sekretariat Daerah Provinsi Nusa
Tenggara Timur melakukan monitoring dan evaluasi
terhadap pelaksanaan Keputusan Gubernur ini dan
dilakukan secara berkala sekurang-kurangnya 1 (satu)
kali dalam 1 (satu) tahun.

KELIMA : Keputusan Gubernur ini mulai berlaku pada tanggal
ditetapkan.

Ditetapkan di Kupang
pada tanggal 20 9&‘9@\1\94—( 2021
LGUBERNUR NUSA TENGGARA TIMUR/

% VIKTOR BUNGTILU LAISKODAT

Tembusan :
Wakil Gubernur Nusa Tenggara Timur.



LAMPIRAN KEPUTUSAN GUBERNUR NUSA TENGGARA TIMUR
NOMOR 2¢p  /KEP/HK/2021

TANGGAL 2021

STANDAR OPERASIONAL PROSEDUR ADMINISTRASI PEMERINTAHAN

PEMERINTAH PROVINSI NUSA TENGGARA TIMUR

SEKRETARIAT DAERAH
BIRO ORGANISASI

BAGIAN KELEMBAGAAN DAN ANALISIS JABATAN

'Mmor SOP : __ Tahun 2021
Tanggal Pembuatan : 30 Juli 2018
Tanggal Revisi : 23 Agustus 2021

[Tanggal Efektif

Disahkan oleh

Kepala Biro Organisasi
Setda Provinsi Nusa Tenggara Timur, e

N

Dra. FlouriRita Wuisan, M.M.
Pembina Tingkat |
NIP 196606241986022006

Judul SOP

Penanganan Surat Masuk

e
s

Dasar Hukum :

Kualifikasi pelaksana :

1. Peraturan Presiden Nomor 81 Tahun 2010 tentang Grand Design
Reformasi 2010-2025.

2. Peraturan Menteri PAN dan RB Nomor 35 Tahun 2012 tentang Pedoman
Penyusunan dan Penerapan Standar Operasional Prosedur Administrasi
Pemerintahan.

3. Peraturan Gubernur Nusa Tenggara Timur Nomor 80 Tahun 2019 tentang
Tata Naskah Dinas di Lingkungan Pemerintah Provinsi NTT.

4. Peraturan Gubernur Nusa Tenggara Timur Nomor 44 Tahun 2020 tentang
perubahan Atas Peraturan Gubernur Nusa Tenggara Timur Nomor 28
Tahun 2017 tentang Petunjuk Teknis Penyusunan dan Pelaksanaan

Standar Operasional Prosedur Administrasi Pemerintahan di Lingkungan
Pemerintah Provinsi Nusa Tenggara Timur.

1. Pendidikan minimal SLTA.
2. Menguasai Tata Naskah Dinas.

Keterkaitan :

Peralatan/perlengkapan :

SOP Penanganan Surat keluar.

1. ATK.

2. Buku Agenda Surat Masuk.
3. Telepon/Faximili.

Peringatan :

Pencatatan dan pendataan :

Apabila pengelolaan administrasi surat masuk terlambat maka akan berdampak
pada terlambatnya tindaklanjut surat masuk.

Pada Buku Agenda Surat Masuk.




 Mutu Baku

R

1. |Menerima surat masuk, mengagendakan Buku Agenda Surat 5menit |Surat masuk dan
surat dalam buku agenda surat masuk, masuk dan lembar lembar Disposisi
memasang lembar disposisi dan disposisi
meneruskan kepada Kepala Biro Organisasi.

2. |Menelaah, mendisposisi surat masuk dan Surat masuk dan 10 menit  |Surat masuk dan
memberikan petunjuk kepada Kabag yang lembar Disposisi Disposisi
dituju untuk tindaklanjut dan dikembalikan ke
pengadministrasi umum.

3. |Mencatat disposisi karo dan meneruskan ke Surat masuk dan 5menit |Surat masuk dan
kabag yang dituju. Disposisi Disposisi

4. |Menelaah dan mendisposisi surat kepada Surat masuk dan 10 menit  |Surat masuk dan
kasubag untuk ditindaklanjuti dan Disposisi Disposisi
dikembalikan ke pengadministrasi umum.

5. |Menindaklanjuti disposisi kabag terkait surat Surat masuk dan 5 menit |Surat masuk dan
masuk dan memerintahkan Disposisi Disposisi
Pengadministrasi Umum untuk
mendokumentasikan dan mengarsipkan.

6. |Mendokumentasikan dan mengarsipkan Surat masuk dan 1 Jam Dokumen
Surat Masuk Disposisi Tindaklanjut, bukti

dokumentasi




Nomor SOP Tahun 2021

Tanggal Pembuatan 14 Juli 2021

PEMERINTAH PROVINSI NUSA TENGGARA TIMUR

Tanggal Revisi 23 Agustus 2021

Tanggal Efektif

Disahkan oleh Kepala Biro Organisasi
Setda Provj

-

it

i Nusa Tepggara Timur, %~
c

SEKRETARIAT DAERAH Wuisan, M.M.
BIRO ORGANISASI Pembina Tingkat |
BAGIAN KELEMBAGAAN DAN ANALISIS JABATAN NIP 196606241986022006
Judul SOP Penanganan Surat Keluar

Dasar Hukum :

Kualifikasi pelaksana :

1. Peraturan Presiden Nomor 81 Tahun 2010 tentang Grand Design Reformasi
Birokrasi 2010-2025.

2. Peraturan Menteri PAN dan RB Nomor 35 Tahun 2012 tentang Pedoman
Penyusunan dan Penerapan Standar Operasional Prosedur Administrasi
Pemerintahan.

3. Peraturan Gubernur Nusa Tenggara Timur Nomor 80 Tahun 2019 tentang Tata
Tata Naskah Dinas di Lingkungan Pemerintah Provinsi NTT.

4. Peraturan Gubemur Nusa Tenggara Timur Nomor 44 Tahun 2020 tentang
perubahan Atas Peraturan Gubernur Nusa Tenggara Timur Nomor 28 Tahun
2017 tentang Petunjuk Teknis Penyusunan dan Pelaksanaan Standar
Operasional Prosedur Administrasi Pemerintahan di Lingkungan Pemerintah
Provinsi Nusa Tenggara Timur.

1. Pendidikan minimal SLTA.

2. Menguasai Tata Naskah Dinas.
3. Menguasai Komputer.

Keterkaitan : Peralatan/perlengkapan :
SOP Penanganan Surat Masuk. 1. Komputer.
2. ATK
3. Buku Agenda Surat Keluar.
4. Stempel.

Peringatan :

Pencatatan dan pendataan :

Apabila surat keluar tidak diproses sesuai SOP maka akan berdampak pada
terlambatnya tindaklanjut surat keluar.

1. Pada Agenda Surat Keluar.
2. Disimpan sebagai data elektronik dan manual.




. Memefinta pengad msi mum 2

! Disposl i Surat

~ | Disposisi Surat |

Jutbut

untuk menyiapkan bahan kelengkapan masuk/petunjuk masuk/petunjuk
surat keluar atasan atasan
. |Menyiapkan bahan kelengkapan surat Disposisi Surat 30 menit |Bahan
|keluar, menyusun konsep surat keluar |masuk/petunjuk kelengkapan
dan menyerahkan kepada Kasubag. | '—'"—* atasan surat keluar dan
konsep surat
keluar
. |[Mengoreksi konsep surat keluar. Apabila Bahan 20 Menit |Konsep surat
setuju, memaraf dan disampaikan kepada o kelengkapan keluar
Kabag. Apabila tidak setuju dikembalikan -‘-4_— surat keluar dan
kepada pengadministrasi umum untuk konsep surat
memperbaiki. keluar
Ya
. |Mengoreksi konsep surat keluar. Apabila Konsep surat 20 menit |Draf surat keluar
setuju, memaraf dan disampaikan kepada keluar
Kepala Biro. Apabila tidak setuju Yo o
dikembalikan kepada Kasubag untuk
memperbaiki.
. [Menelaah dan mengoreksi draf surat Draf surat keluar | 10 menit |Surat keluar
|keluar. Apabila setuju, diparaf dan
diteruskan kepada Pengadministrasi ‘
umum dan apabila tidak setuju
dikembalikan kepada kabag untuk
diperbaiki.
. |[Mengagendakan, mendistribusikan dan Surat keluar 10 menit |Surat keluar dan
mengarsipkan. dokumentasi




PEMERINTAH PROVINSI NUSA TENGGARA TIMUR
SEKRETARIAT DAERAH
BIRO ORGANISASI
BAGIAN KELEMBAGAAN DAN ANALISIS JABATAN

Dasar Hukum :

Nomor SOP ; Tahun 2021
Tanggal Pembuatan : 30 Juli 2018
Tanggal Revisi 23 Agustus 2021
Tanggal Efektif
Disahkan oleh Kepala Biro Organisasi
Setda Provips{ Nusa Tepggara Timuray—
"Qf
Dra. Flouri Ra Wuisan, M.M.
Pembina Tingkat |
NIP 196606241986022006
Judul SOP Penanganan Nota Dinas

Kualifikasi pelaksana :

1. Peraturan Presiden Nomor 81 tahun 2010 tentang Grand Design Reformasi
Birokrasi 2010-2025.

Peraturan Menteri PAN dan RB Nomor 35 Tahun 2012 tentang Pedoman
Penyusunan dan Penerapan Standar Operasional Prosedur Administrasi
Pemerintahan.

Peraturan Gubernur Nusa Tenggara Timur Nomor 80 Tahun 2019 tentang Tata
Tata Naskah Dinas di Lingkungan Pemerintah Provinsi NTT.

Peraturan Gubernur Nusa Tenggara Timur Nomor 44 Tahun 2020 tentang
perubahan Atas Peraturan Gubernur Nusa Tenggara Timur Nomor 28 Tahun 2017
tentang Petunjuk Teknis Penyusunan dan Pelaksanaan Standar Operasional
Prosedur Administrasi Pemerintahan di Lingkungan Pemerintah Provinsi Nusa
Tenggara Timur.

2

1. Pendidikan minimal SLTA.
2. Menguasai Tata Naskah Dinas.

Keterkaitan : Peralatan/Perlengkapan :
SOP Penanganan Surat Masuk. 1. Alat Tulis Kantor.
2. Komputer.
3. Buku Agenda Surat Masuk.
4. Printer.

Peringatan :

Pencatatan dan Pendataan :

Apabila Nota Dinas Kepala Biro terlambat diproses akan berdampak
pada penyampaian informasi sesuai isi nota dinas.

1. Pada agenda Surat Keluar.
2. Disimpan sebagai data elektronik dan manual.




Pelaksana Mutu Baku
No. Tahap Kegiatan Kepala |Kepala Sub .. | Kepala Biro Keterangan
Bagian | Bagian TU Pengelola Gaji Organisasi Kelengkapan Wakitu Output

1 2 3 4 6 7 8 9 10

1. [Menugaskan Kasubag untuk Surat Masuk, 10 menit  |Disposisi, petunjuk,
menyiapkan Konsep Nota Dinas. Disposisi, Petunjuk penugasan

2. {Menugaskan pejabat pelaksana untuk Surat Masuk, 10 menit  |Disposisi, petunjuk,
menyusun konsep Nota Dinas dan Disposisi, Petunjuk penugasan
menyiapkan kelengkapan bahan nota
dinas.

3. [Menyusun dan menyiapkan konsep Surat Masuk, 1 jam Konsep Nota Dinas &
Nota Dinas beserta kelengkapan Disposisi, Petunjuk bahan kelengkapan nota
bahan nota dinas. dinas

4. |[Menelaah, mengoreksi, memaraf dan Konsep Nota Dinas 10 menit  |Konsep Nota Dinas
mengajukan konsep Nota Dinas Tidak Tiddak
kepada kepala bagian.

5. |[Menelaah, mengoreksi, memaraf dan Konsep Nota Dinas 10 menit  |Konsep Nota Dinas
mengajukan konsep Nota Dinas "
kepada kepala biro.

6. [Menelaah, mengoreksi dan Konsep Nota Dinas 10 menit Nota Dinas
menandatangani Nota Dinas. Tidak

7. |Mengirimkan dan mengarsipkan nota Nota Dinas 5 menit Nota Dinas dan bukti :
dinas. dokumentasi Terkait SOP

Pengarsipan
Dokumen

/Naskah Dinas l




PEMERINTAH PROVINSI NUSA TENGGARA TIMUR
SEKRETARIAT DAERAH
BIRO ORGANISASI
BAGIAN KELEMBAGAAN DAN ANALISIS JABATAN

Nomor SOP Tahun 2021
[ Tanggal Pembuatan 15 Juli 2018
Tanggal Revisi 23 Agustus 2021
| Tanggal Efektif
Disahkan oleh Kepala Biro Organisasi
Setda Provinsi Nusa Tepggara Timur, ae—
Pembina Tingkat |
NIP 196606241986022006
Judul SOP Penerbitan Surat Tugas dan Surat Perintah Perjalanan Dinas Pejabat
Eselon lll, Pejabat Eselon IV dan Pejabat Fungsional

Dasar Hukum :

Kualifikasi pelaksana :

1. Peraturan Presiden Nomor 81 Tahun 2010 tentang Grand Design Reformasi

Birokrasi 2010-2025.

Peraturan Menteri PAN dan RB Nomor 35 Tahun 2012 tentang Pedoman

Penyusunan dan Penerapan Standar Operasional Prosedur Admnistrasi

Pemerintahan.

Peraturan Gubernur NTT Nomor 80 Tahun 2019 tentang Tata Naskah Dinas di

Lingkungan Pemerintah Provinsi NTT.

. Peraturan Gubernur NTT Nomor 32 Tahun 2013 tentang Perjalan Dinas Luar
Daerah Bagi Pejabat Negara, Pimpinan dan Anggota DPRD PNSD, Pegawai Tidak
Tetap Daerah dan Tenaga Sipil Lainnya.

Peraturan Gubernur Nomor 44 Tahun 2020 tentang Perubahan Atas Peraturan
Gubernur Nusa Tenggara Timur Nomor 28 Tahun 2017 tentang petunjuk Teknis
Penyusunan dan Pelaksanaan Standar Operasional Prosedur Administrasi
Pemerintahan di Lingkungan Pemerintah Provinsi NTT

2.

1. Pendidikan minimal SLTA.
2. Menguasai Tata Naskah Dinas.

Keterkaitan : Peralatan/Perlengkapan :
1. SOP penanganan Nota Dinas. 1. ATK.
2. SOP Penerbitan SPT/SPPD Pejabat Eselon Ill, Pejabat Eselon IV, Pejabat|2. Komputer.
Pelaksana Khusus dan Pejabat Fungsional Umum di Lingkungan Sekretariat| 3. Buku Agenda Surat Keluar SPT dan SPPD.
Daerah. 4. Telepon.
5. Printer.
|Peringatan : Pencatatan dan Pendataan :

Apabila pengajuan TOR perjalanan dinas tidak sesuai prosedur akan berdampak pada
keterlambatan penerbitan SPT dan SPPD.

1. Buku Jaga Perjalanan Dinas.
2. Disimpan sebagai data elektronik dan manual.




No.

Pelaksana

Mutu Baku

Tahap Kegiatan

Pengadministrasi
Umum

Kepala Sub
Bagian TU

Kabag Kelembagaan
dan Analisis Jabatan

Kepala Biro
Organisasi

Kelengkapan

Waktu

Qutput

Keterangan

2

: 4

8

9

10

Membuat konsep TOR perjalanan dinas,
Surat Perintah Tugas dan Surat Perintah
Perjalanan Dinas kemudian
menyampaikan ke kasubag.

Disposisi, agenda
kerja

30 menit

Konsep TOR
perjalanan dinas

Memeriksa dan  memaraf TOR
perjalanan dinas, Surat Perintah Tugas
dan Surat Perintah Perjalanan Dinas
yang diajukan. Apabila setuju memaraf|
dan diteruskan kepada Kabag, Apabila
tidak setuju dikembalikan kepada
Bendahara.

Ya

Konsep TOR
perjalanan dinas

5 menit

Konsep TOR
perjalanan dinas

Memeriksa dan Menandatangani TOR
perjalanan  dinas, memaraf Surat
Perintah Tugas dan Surat Perintah
Perjalanan Dinas yang diajukan.Apabila
setuju diteruskan kepada Kepala Biro,
Apabila tidak setuju dikembalikan
kepada Kasubag untuk diperbaiki.

Tidak

Ya

a4

Konsep TOR
perjalanan dinas

5 menit

Konsep TOR
perjalanan dinas

Menelaah, mengoreksi dan
menandatangani Surat Perintah Tugas
dan Surat Perintah Perjalanan Dinas
yang diajukan.

Ya

Tidak

TOR perjalanan dinas,

Konsep SPT dan
SPPD

10 menit

SPT dan SPPD2

Menyerahkan Surat Perintah Tugas dan
Surat Perintah Perjalanan Dinas kepada
ASN yang ditugaskan.

SPT dan SPPD2

5 menit

SPT dan SPPD2




PEMERINTAH PROVINSI NUSA TENGGARA TIMUR
SEKRETARIAT DAERAH
BIRO ORGANISASI
BAGIAN KELEMBAGAAN DAN ANALISIS JABATAN

Nomor SOP Tahun2021
Tanggal Pembuatan 30 Juli 2018
Tanggal Revisi 23 Agustus 2021
Tanggal Efektif
Disahkan oleh Kepala Biro Organisasi
Setda Provipsi Nusa T(jiara Timur, e
Pembina Tingkat |
NIP 19660624 1986022006

Judul SOP Penerbitan Surat Pemberitahuan Kenaikan Gaji Berkala Pegawai

Negeri Sipil

—
—

Dasar Hukum :

Kualifikasi pelaksana :

1. Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2014 tentang Aparatur Sipil Negara.

2. Peraturan Pemerintah Nomor 34 Tahun 2014 tentang Perubahan Keenam Belas Atas
Peraturan Pemerintah Nomor 7 Tahun 1977 Tentang Peraturan Gaji Pegawai Negeri Sipil.
Peraturan Presiden nomor 81 Tahun 2010 tentang Grand Design Reformasi Birokrasi 2010-
2025.

Peraturan Meneteri PAN dan RB Nomor 35 Tahun 2012 tentang pedoman Penyusunan dan
Penerapan Standar Opersional Prosedur Administrasi Pemerintahan.

Peraturan Gubernur Nusa Tenggara Timur Nomor 35 Tahun 2012 tentang Tata Naskah Dinas

di Lingkungan Pemerintah Provinsi Nusa Tenggara Timur.

Peraturan Gubernur Nusa Tenggara Timur Nomor 44 Tahun 2020 tentang Perubahan Atas

Peraturan Gubernur Nusa Tenggara Timur Nomor 28 Tahun 2017 tentang petunjuk Teknis

Penyusunan dan Pelaksanaan Standar Operasional Prosedur Administrasi Pemerintahan di
Lingkungan Pemerintah Provinsi NTT

3.

1. Pendidikan minimal SLTA

3. SOP Pengarsipan Dokumen/ Naskah Dinas

Keterkaitan : Peralatan/Perlengkapan :
1. SOP Penanganan Surat Keluar. 1. ATK.
2. SOP Penanganan Surat Masuk. 2. Komputer.

3. Buku Agenda Surat Keluar SPT dan SPPD.

Peringatan :

Pencatatan dan Pendataan :

1

terlambatnya PNS yang bersangkutan mendapatkan hak gaji sesuai penetapan terbaru.
2. Surat Pemberitahuan Kenaikan Gaji Berkala diterima oleh Biro Keuangan paling lambat 1

bulan sebelum jatuh tempo kenaikan gaji berkala pegawai.

Apabila Surat Kenaikan Gaji Berkala Terlambat diterbitkan maka akan berdampak pada| 1. Buku Jaga Kenaikan Pangkat dan Kenaikan Gaji Berkala.

2. Disimpan sebagai data elektronik dan manual.




Pelaksana Mutu Baku
No. Tahap Kegiatan Kepala Sub Bagian Pengelola |Kabag Kelembagaan| Kepala Biro Keterangan
TU Kepegawaian |dan Analisis Jabatan| Organisasi e - Ot

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10

1. [Menugaskan pengelola kepegawaian untuk Pedoman Peraturan 30 menit |Penugasan,
menginventarisir data PNS yang memenuhi Perundang-undangan arahan dan
syarat kenaikan gaji berkala dan menyusun dan penugasan |petunjuk
konsep surat pemberitahuan kenaikan gaji
berkala.

2. [Menginventarisir data PNS yang memenuhi Penugasan, arahan dan |2 Jam Konsep Surat
syarat kenaikan gaji berkala kemudian menyusun petunjuk PKGB dan
konsep Surat Pemberitahuan Kenaikan Gaji syarat
Berkala (PKGB) dan menyampaikan kepada |kelengkapan
kasubag.

3. [Memeriksa konsep Surat Pemberitahuan Konsep Surat PKGB 10 menit |Konsep Surat
Kenaikan Gaji berkala beserta kelengkapanl ‘ Tidak dan syarat kelengkapan PKGB dan
administrasi lainnya dan membubuhkan paraf - syarat

. kelannkanan

4. IMemeriksa konsep Surat Pemberitahuan Konsep Surat PKGB 10 menit |Konsep Surat
Kenaikan Gaji berkala beserta kelengkapan Tidak Ye dan syarat kelengkapan PKGB dan
administrasi dan membubuhkan paraf syarat

kelenakanan

5. |[Memeriksa konsep Surat Pemberitahuan Konsep Surat PKGB 10 menit |Surat
Kenaikan Gaji berkala beserta kelengkapan - dan syarat kelengkapan Pemberitahuan
administrasi dan menandatangani \ Kenaikan Gaji

Berkala (PKGB)

6. [Membubuhkan Cap dan mengirim Surat Surat Pemberitahuan |1 jam Surat Terkait SOP
Pemberitahuan Kenaikan Gaji berkala kepada Kenaikan Gaji Berkala Pemberitahuan |Penanganan
Kepala Biro Keuangan dan PNS vyang (PKGB) Kenaikan Gaji  [Surat keluar
bersangkutan serta mengarsipkan. Berkala (PKGB) |dan SOP

Pangarsipan
Dokumen/

Naskah Dinas




PEMERINTAH PROVINSI NUSA TENGGARA TIMUR
SEKRETARIAT DAERAH
BIRO ORGANISASI
BAGIAN KELEMBAGAAN DAN ANALISIS JABATAN

Nomor SOP Tahun 2021
Tanggal Pembuatan 30 Juli 2018
23 Agustus 2021

Tanggal Revisi
Tanggal Efektif

Disahkan oleh

Kepala Biro Organisasi
Setda Provinsi Nusa Teﬁra Timur <

./c/_
Dra. Flouri Rita Wuisan, M.M.

Pembina Tingkat |
NIP 19660624 1986022006

Judul SOP

Pengajuan surat usulan kenaikan pangkat Pegawai Negeri Sipil

Dasar Hukum :

Kualifikasi pelaksana :

1. Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2014 tentang Aparatur Sipil Negara.

2. Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1974 tentang Pokok-pokok Kepegawaian.

3. Peraturan Pemerintah Nomor 34 Tahun 2014 tentang Perubahan Keenam Belas Atas Peraturan
Pemerintah Nomor 7 Tahun 1977 tentang Peraturan Gaji Pegawai Negeri Sipil.

4. Peraturan Presiden Nomor 81 Tahun 2010 tentang Grand Design Reformasi Birokrasi 2010-2025.

5. Peraturan Menteri PAN dan RB nomor 35 Tahun 2012 tentang Pedoman Penyusunan dan
Penerapan Standar Operasional Prosedur Administrasi Pemerintahan.

6. Peraturan Gubernur Nusa Tenggara Timur Nomor 80 Tahun 2019 tentang Tata Naskah
Dinas Lingkungan Pemerintah Provinsi Nusa Tenggara Timur.

7. Peraturan Gubernur Nomor 44 Tahun 2020 tentang Perubahan Atas Peraturan Gubernur Nusa Tenggara
Timur Nomor 28 Tahun 2017 tentang petunjuk Teknis Penyusunan dan Pelaksanaan Standar Operasional
Prosedur Administrasi Pemerintahan di Lingkungan Pemerintah Provinsi NTT

1. Pendidikan minimal SLTA.
2. Menguasai Tata Naskah Dinas.

Keterkaitan :

Peralatan/Perlengkapan :

1. SOP Penanganan Surat Masuk.
2. SOP Penanganan Surat Keluar.
3. SOP Pengarsipan Dokumen dan Naskah Dinas

1. ATK.

2. Komputer/Printer.
3. Buku Agenda Surat Keluar SPT dan SPPD.

Peringatan :

Pencatatan dan Pendataan :

1. Apabila penyampaian kelengkapan administrasi usulan kenaikan pangkat terlambat diajukan maka akan
berdampak pada tertunda periode kenaikan pangkat ASN yang bersangkutan.

2. Kelengkapan administrasi usulan kenaikan pangkat diterima oleh BKD paling lambat 3 bulan sebelum

periode kenaikan pangkat pegawai.

1. Buku jaga kenaikan pangklat dan kenaikan gaji berkala.
2. Disimpan sebagai data elektronik dan manual.




Pelaksana Mutu Baku
No. Tahap Kegiatan Kepala Biro Kabag Kelembagaan| Kepala Sub Pengelola Keterangan
Organisasi dan Analisis Jabatan Bagian TU Kepegawaian Kelenokanen b Opiput
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10
1. [Menelaah dan mendisposisi SE Kepala BKD tentang Surat Edaran 15 Menit |Surat Edaran dan Terkait SOP
Usulan Kenaikan Pangkat PNS. Disposisi Penanganan
Surat Masuk
2. |Menelaah disposisi dan menugaskan Kasubag untuk Surat Edaran dan 10 Menit |Surat Edaran, Disposisi
menyiapkan Usulan Kenaikan Pangkat PNS. Disposisi dan petunjuk
3. |Menelaah disposisi dan menugaskan pengelola v Surat Edaran, 10 Menit |Surat Edaran, Disposisi
kepegawaian menyiapkan administrasi usulan kenaikan e e Disposisi dan dan petunjuk
pangkat bagi PNS pada biro organisasi. | Wpetunjuk
4. |Menyusun konsep surat usulan kenaikan pangkat disertai W Surat Edaran, 2 Jam |Konsep surat usulan
lampiran kelengkapan/berkas kenaikan pangkat PNS. Disposisi dan kenaikan pangkat dan
petunjuk lampiran berkas ASN
5. |Memeriksa konsep surat usulan kenaikan pangkat dan nA Konsep surat usulan| 20 Menit |Konsep surat usulan
lampiran berkas PNS. Apabila setuju, memaraf dan kenaikan pangkat kenaikan pangkat dan
menyampaikan ke Kabag Kelembagaan dan Anjab. Ya Tidak dan lampiran berkas lampiran berkas ASN
Apabila tidak setuju, dikembalikan kepada Pengelola ASN
kepegawaian untuk diperbaiki. A
6. |Memeriksa konsep surat usulan kenaikan pangkat dan Konsep surat usulan| 20 Menit |Konsep surat usulan
lampiran berkas PNS. Apabila setuju, memaraf dan b 4 kenaikan pangkat kenaikan pangkat dan
menyampaikan kepada Kepala Biro. Apabila tidak setuju, Ya Tidak dan lampiran berkas lampiran berkas ASN
dikembalikan kepada Kasubag TU untuk diperbaiki. \ ASN
7. |Memeriksa konsep surat usulan kenaikan pangkat dan| , i Konsep surat usulan| 20 Menit |Surat usulan kenaikan
lampiran berkas PNS. Apabila setuju, menandatangani - kenaikan pangkat pangkat dan lampiran
dan diproses lebih lanjut oleh pengelola kepegawaian. Tidak dan lampiran berkas berkas ASN
Apabila tidak setuju, dikembalikan kepada Kabag ASN
Kelembagaan dan Anjab untuk diperbaiki. %
8. |Memproses surat usulan kenaikan pangkat PNS ke BKD Surat usulan 1Jam |Surat usulan kenaikan |Terkait SOP
dan mengarsipkan. kenaikan pangkat pangkat dan lampiran |Penanganan
dan lampiran berkas berkas ASN Surat Keluar
ASN dan SOP
Pengarsipan
Dokumen/

Naskah Dinas '



Nomor SOP Tahun 2021

Tanggal Pembuatan 30 Juli 2018

Tanggal Revisi 23 Agustus 2021

Tanggal Efektif

Disahkan oleh Kepala Biro Organisasi

Setda Provinsi Nusa Tenggara Timur, ss—

PEMERINTAH PROVINSI NUSA TENGGARA TIMUR ";Q)/—

SEKRETARIAT DAERAH
BIRO ORGANISASI Dra. Flouri Rita Wuisan, M.M.
BAGIAN KELEMBAGAAN DAN ANALISIS JABATAN Pembina Tingkat |
NIP 196606241986022006
Judul SOP Pengajuan surat usulan pensiun Pegawai Negeri Sipil

Dasar Hukum : Kualifikasi pelaksana :

1. Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2014 tentang Aparatur Sipil Negara. 1. Pendidikan minimal SLTA.

2. Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1974 tentang Pokok-pokok Kepegawaian. 2. Menguasai Tata Naskah Dinas.

3. Peraturan Pemerintah Nomorn 34 Tahun 2014 tentang Perubahan Keenam Belas Atas
Peraturan Pemerintah Nomor 7 Tahun 1977 tentang Peraturan Gaji Pegawai Negeri
Sipil.

4. Peraturan Presiden Nomor 81 Tahun 2010 tentang Grand Design Reformasi Birokrasi
2010-2025.

5. Peraturan Menteri PAN dan RB nomor 35 Tahun 2012 tentang Pedoman Penyusunan
dan Penerapan Standar Operasional Prosedur Admnistrasi Pemerintahan.

|6. Peraturan Gubermnur Nusa Tenggara Timur Nomor 80 Tahun 2019 tentang
Tata Naskah Dinas di Lingkungan Pemerintah Provinsi Nusa Tenggara Timur.

7. Peraturan Gubernur Nomor 44 Tahun 2020 tentang Perubahan Atas Peraturan
Gubernur Nusa Tenggara Timur Nomor 28 Tahun 2017 tentang petunjuk Teknis
Penyusunan dan Pelaksanaan Standar Operasional Prosedur Administrasi
Pemerintahan di Lingkungan Pemerintah Provinsi NTT

Keterkaitan : Peralatan/Perlengkapan :
1. SOP Penanganan Surat Keluar. 1. ATK.
2. SOP Pengarsipan Dokumen/ Naskah Dinas 2. Komputer/Printer.
3. Buku Agenda Surat Keluar.
Peringatan : Pencatatan dan Pendataan :
1. Apabila Penyampaian Kelengkapan Administrasi Usulan Pensiun Pegawai terlambat| 1. Buku jaga pensiun pegawai.
maka akan berdampak pada tertundanya hak pensiun Pegawai yang bersangkutan. 2. Disimpan sebagai data elektronik dan manual.

2. Kelengkapan administrasi usulan pensiun diterima oleh BKD paling lambat 6 bulan
sebelum jatuh tempo pensiun pegawai.




Pelaksana Mutu Baku
N Tahap Kegiatan ot Ket
o. P Kepala Sub Pengelola Kelembagaan | Kepala Biro eterangan
Bagian TU | Kepegawaian | dan Analisis | Organisasi | Kciengkapan | Waktu iyt
Jabatan
1 2 3 < 6 7 8 9 10
1. |[Menugaskan pengelola kepegawaian Agenda kerja 10 Menit |Disposisi/penug
menyiapkan administrasi usulan pensiun asan
bagi PNS pada biro organisasi.
2. [Menyusun konsep surat usulan pensiun Disposisi/penug 2Jam |Konsep surat
disertai lampiran kelengkapan/berkas asan usulan pensiun
pensiun PNS dan disampaikan kepada dan lampiran
kasubag. berkas PNS
3. |Memeriksa konsep surat usulan pensiun Konsep surat 20 Menit {Konsep surat
dan lampiran berkas ASN. Apabila setuju, usulan pensiun usulan pensiun
memaraf dan menyampaikan ke kabag. dan lampiran dan lampiran
Apabila tidak setuju, dikembalikan untuk berkas PNS berkas PNS
diperbaiki.
Ya
4. |[Memeriksa konsep surat usulan pensiun Konsep surat 20 Menit |Konsep surat
dan lampiran berkas ASN. Apabila setuju, Tidak y usulan pensiun usulan pensiun
memaraf dan menyampaikan kepada Ya dan lampiran dan lampiran
kepala biro. Apabila tidak setuju, berkas PNS berkas PNS
dikembalikan untuk diperbaiki.
5. [Memeriksa konsep surat usulan pensiun Konsep surat 20 Menit |Surat usulan
dan lampiran berkas PNS. Apabila setuju, usulan pensiun pensiun dan
menandatangani dan diproses lebih lanjut - dan lampiran lampiran berkas
oleh pengelola kepegawaian. Apabila tidak berkas PNS PNS
setuju, dikembalikan untuk diperbaiki.
Ya
6. |Memproses surat usulan pensiun PNS ke Surat usulan 1 Jam |Surat usulan Terkait SOP
BKD dan mengarsipkan. pensiun dan pensiun dan Penanganan

lampiran berkas
PNS

lampiran berkas
PNS

Surat Keluar dan
SOP
Pengarsipan
Dokumen/

Naskah Dinas




Nomor SOP Tahun 2021
Tanggal Pembuatan | 30 Juli 2018
Tanggal Revisi 23 Agustus 2021

PEMERINTAH PROVINSI NUSA TENGGARA TIMUR
SEKRETARIAT DAERAH
BIRO ORGANISASI
BAGIAN KELEMBAGAAN DAN ANALISIS JABATAN

Tanggal Efektif

Disahkan oleh

Kepala Biro Organisasi
Setda Provinsi Nusa Tenggara Timure—

Pembina Tingkat |
NIP 19660624 1986022006

Judul SOP

Pengajuan surat usulan cuti Pegawai Negeri Sipil

Dasar Hukum :

Kualifikasi pelaksana :

f

Undang-undang Nomor 5 Tahun 2014 tentang Aparatur Sipil Negara.

1. Pendidikan minimal SLTA.

Peralatan/Perlengkapan :

2. Undang-undang Nomor 8 Tahun 1974 tentang Pokok-pokok Kepegawaian. 2. Menguasai Tata Naskah Dinas.
3. Peraturan Pemerintah Nomorn 34 Tahun 2014 tentang Perubahan keenam belas atas
Peraturan pemerintah Nomor 7 Tahun 1977 tentang Peraturan Gaji Pegawai Negeri Sipil
4. Peraturan Presiden Nomor 81 Tahun 2010 tentang Grand Design Reformasi Birokrasi
2010-2025.
5. Peraturan Menteri PAN dan RB Nomor 35 Tahun 2012 tentang Pedoman Penyusunan
dan Penerapan Standar Operasional Prosedur Admnistrasi pemerintahan.
6. Peraturan Gubernur Nusa Tenggara Timur Nomor 80 Tahun 2019 tentang Tata Naskah
Dinas di Lingkungan Pemerintah Provinsi Nusa Tenggara Timur.
7. Peraturan Gubernur Nusa Tengara Timur Nomor 44 Tahun 2020 tentang Perubahan
Atas Peraturan Gubernur Nusa Tenggara Timur Nomor 28 Tahun 2017 tentang
Petunjuk Teknis Penyusunan dan Pelaksanaan Standar Operasional Prosedur Administrasi
Administrasi Pemerintahan di Lingkungan Pemerintahan Nusa Tenggara Timur.
Keterkaitan :

1.
2. SOP Penanganan Surat Masuk.
3. SOP Penerbitan Surat Izin Cuti ASN di BKD.

SOP Penanganan Surat Keluar.

1. ATK.
2. Komputer/Printer.

3. Buku Agenda Surat Keluar.

Peringatan :

Pencatatan dan Pendataan :

Apabila pengajuan surat usulan cuti ASN tidak sesuai prosedur maka akan berdampak pada
pelanggaran regulasi.

1. Buku kontrol cuti pegawai.
2. Disimpan sebagai data elektronik dan manual.




Pelaksana Mutu Baku
No. Tahap Kegiatan Kete
W B K:::::;:‘;n Knepalal ST:? Kelengkapan Waktu Output .

1 2 3 4 5 6 7 8
1. |Menerima Permohonan Cuti Pegawai yang Permohonan 30 menit |Permohonan

telah mendapat persetujuan pejabat satu Cuti Cuti, lembar

tingkat dan pejabat dua tingkat disposisi

diatasnya,melakukan verifikasi jenis dan sisa

cuti pemohon dan menyampaikan hasil

verifikasi kepada kasubag.
2. |Menelaah hasil verifikasi jenis dan sisa cuti Permohonan 10 menit |Permohonan

pemohon. Apabila sisa cuti yang Cuti, lembar Cuti,

bersangkutan telah habis, dikembalikan Tidak disposisi disposisi

kepada pemohon melalui pengelola

kepegawaian. Apabila sisa cuti yang

bersangkutan masih ada, memerintahkan

pengelola kepegawaian untuk memproses

surat usulan cuti ke BKD. :

a

3. |Memproses surat usulan cuti ke Permohonan 1Jam |Surat usulan

BKD,mengambil Surat Izin Cuti di BKD, Cuti, disposisi cuti ASN

menggadakan untuk arsip dan

menyampaikan Asli Surat Izin Cuti kepada
ASN yang mengajukan permohonan Cuti.




Nomor SOP Tahun 2021
Tanggal Pembuatan 30 Juli 2018
Tanggal Revisi 23 Agustus 2021
 Tanggal Efektif
Disahkan oleh Kepala Biro Organisasi
Setda Provinsi Nusa Tenggara Timur as=
PEMERINTAH PROVINSI NUSA TENGGARA TIMUR
SEKRETARIAT DAERAH Dra. Flouri Rta Wuisan, M.M.
BIRO ORGANISASI Pembina Tingkat |
BAGIAN KELEMBAGAAN DAN ANALISIS JABATAN NIP 196606241986022006
Judul SOP Penyusunan Laporan Bulanan, Triwulan, Semester
Dasar Hukum : Kualifikasi pelaksana :

1. Peraturan Presiden Nomor 81 Tahun 2010 tentang Grand Design Reformasi
Birokrasi 2010-2025.

Peraturan Menteri PAN dan RB Nomor 35 Tahun 2012 tentang Pedoman
Penyusunan dan Penerapan Standar Operasional Prosedur Administrasi
Pemerintahan.

Peraturan Gubernur Nusa Tenggara Timur Nomor 80 Tahun 2019 tentang Tata
Naskah Dinas di Lingkungan Pemerintah Provinsi Nusa Tenggara Timur.
Peraturan Gubernur Nusa Tenggara Timur Nomor 44 Tahun 2020 tentang
Perubahan Atas Peraturan Gubernur Nusa Tenggara Timur Nomor 28 Tahun
2017 tentang Petunjuk Teknis Penyusunan dan Pelaksanaan Standar
Operasional Prosedur Administrasi Pemerintahan di Lingkungan Pemerintah
Provinsi Nusa Tenggara Timur.

2.

1. Pendidikan minimal S1.
2. Memahami sistematika penyusunan laporan.
3. Memahami tata naskah dinas.

Keterkaitan : Peralatan/periengkapan :
1. SOP Penanganan Surat Keluar. 1. ATK
2. SOP Penanganan Surat Masuk. 2. Komputer.

3. Printer.

Perimtan :

Pencatatan dan pendataan :

Apabila Standar Operasional Prosedur penyusunan laporan Bulanan, Triwulan, dan
Semester tidak dipatuhi maka akan berdampak pada ketidaktepatan waktu
penyampaian laporan.

Disimpan dalam bentuk Softcopy dan Hardcopy.




Pelaksana

2

Menugaskan Kasubag Tata Usaha untuk
mempersiapkan konsep laporan.

Agenda Kerja

15 .menit

- Disposisi

Menugaskan analis perencanaan, Evaluasi dan
Pelaporan untuk mengumpulkan bahan atau
data dukung penyusunan laporan dan menyusun
konsep laporan.

Disposisi

15 menit

Disposisi

Mengumpulkan bahan atau data dukung
kemudian menyusun konsep laporan dan
menyampaikan kepada kasubag Tata Usaha.

Disposisi

3 hari

Bahan laporan, disposisi

Memeriksa konsep laporan. Jika setuju
menyampaikan kepada kabag. Jika tidak setuju
dikembalikan kepada analis perencanaan,
evaluasi dan pelaporan untuk diperbaiki.

Tidak

Bahan laporan disposisi

1jam

Konsep laporan, disposisi

Memeriksa konsep laporan. Jika setuju
menyampaikan kepada kepala biro organisasi.
Jika tidak setuju dikembalikan kepada Kasubag
TU untuk diperbaiki.

™ Tidak

Ya

Konsep laporan disposisi

1jam

Draf laporan, disposisi

Memeriksa  draft laporan. Jika setuju
menandatangani dan menyerahkan kepada
Kabag. Jika tidak setuju mengembalikan kepada
Kabag untuk diperbaiki.

Tidak

Ya

Draf laporan.

1jam

Laporan disposisi

Menyerahkan laporan kepada Kasubag TU untuk
didokumentasikan.

Laporan disposisi

10 menit

Laporan disposisi

Menyerahkan laporan kepada analis
perencanaan, evaluasi dan pelaporan untuk
didokumentasikan.

Laporan disposisi

10 menit

Laporan disposisi

Mendistribusikan dan  Mendokumentasikan

Laporan.

Laporan disposisi

20 menit

Laporan bulanan,
triwulan dan semester,
bukti dokumentasi




PEMERINTAH PROVINSI NUSA TENGGARA TIMUR

SEKRETARIAT DAERAH
BIRO ORGANISASI

BAGIAN KELEMBAGAAN DAN ANALISIS JABATAN

Nomor SOP Tahun 2021

Tanggal Pembuatan 30 Juli 2018

Tanggal Revisi 23 Agustus 2021

Tanggal Efektif

Disahkan oleh Kepala Biro Organisasi

Setda Provinsi Nusa Tenggara Timur, qe—

Dra. Flouri*Rita Wuisan, M.M.
Pembina Tingkat |
NIP 196606241986022006

Judul SOP Penyusunan Laporan Tahunan

Dasar Hukum :

Kualifikasi pelaksana :

1. Peraturan Presiden Nomor 81 Tahun 2010 tentang Grand Design Reformasi
Birokrasi 2010-2025.

2. Peraturan Menteri PAN dan RB Nomor 35 Tahun 2012 tentang Pedoman
Penyusunan dan Penerapan Standar Operasional Prosedur Administrasi
Pemerintahan.

3. Peraturan Gubernur Nusa Tenggara Timur Nomor 80 Tahun 2019 tentang
Tata Naskah Dinas di Lingkungan Pemerintah Provinsi Nusa Tenggara Timur.

4. Peraturan Gubernur Nusa Tenggara Timur Nomor 44 Tahun 2020 tentang
Perubahan Atas Peraturan Gubernur Nusa Tenggara Timur Nomor 28 Tahun
2017 tentang Petunjuk Teknis Penyusunan dan Pelaksanaan Standar
Operasional Prosedur Administrasi Pemerintahan di Lingkungan Pemerintah
Provinsi Nusa Tenggara Timur.

1. Pendidikan minimal S1.
2. Memahami sistematika penyusunan laporan.
3. Memahami tata naskah dinas.

Keterkaitan : Peralatan/periengkapan :
1. SOP Penanganan Surat Keluar. 1. ATK.
2 SOP Penanganan Surat Masuk. 2. Komputer.
3 SOP Penyusunan Laporan Bulanan, Triwulan,Semester di Biro Organisasi. 3. Printer.

Peringatan :

Pencatatan dan pendataan :

Apabila Standar Operasional Prosedur penyusunan laporan tahunan tidak dipatuhi
maka akan berdampak pada ketidaktepatan waktu penyampaian laporan.

Disimpan dalam Softcopy dan Hardcopy.




No.|

i '!{epéla Bagian
| Kelembagaan

‘dan Analisis

" Pelaksana

| Perencanaan,

~ Analis

 Kelengkapan

i

AEE e A 3 e T T = Qs

1. |Menugaskan Kasubag TU untuk mempersiapkan Agenda Kerja 15 menit |Disposisi
konsep laporan tahunan. | .

2. |Memerintahkan analis perencanaan, evaluasi| —— Disposisi 15 menit  |Disposisi
dan pelaporan untuk mengumpulkan bahan
penyusunan laporan tahunan dari tiap-tiap

3. |Mengumpulkan dan menyerahkan bahan Disposisi 1 hari Bahan laporan, disposisi
penyusunan laporan tahunan kepada Kasubag
TU.

4. IMengonsep laporan  tahunan  kemudian Bahan laporan, disposisi 1 hari Konsep laporan, disposisi
menyerahkan kepada Kabag.

5. |Memeriksa konsep laporan tahunan. Jika setuju Konsep laporan, 1jam Draf laporan, disposisi
menyampaikan kepada kepala biro organisasi. Tidak disposisi
Jika tidak setuju mengembalikan kepada
Kasubag untuk diperbaiki

6. |Memeriksa draft laporan tahunan. Jika setuju Draf laporan, disposisi. 1jam Laporan, disposisi
menandatangani dan menyerahkan kepada| | Ttidak
Kabag. Jika tidak setuju mengembalikan kepada
Kabag untuk diperbaiki.

7. |Menyerahkan laporan tahunan kepada Kasubag Laporan, disposisi 10 menit |Laporan, disposisi

8. |Menyerahkan laporan tahunan kepada analis Laporan, disposisi 10 menit |Laporan, disposisi
perencanaan, evaluasi dan pelaporan.

9. |Mendistribusikan dan  mendokumentasikan Laporan, disposisi 1 Jam Laporan tahunan Biro

Laporan tahunan.

Organisasi, bukti
dokumentasi

—



PEMERINTAH PROVINSI NUSA TENGGARA TIMUR
SEKRETARIAT DAERAH
BIRO ORGANISASI
BAGIAN KELEMBAGAAN DAN ANALISIS JABATAN

Nomor SOP “Tahun 2021
Tanggal Pembuatan 30 Juli 2018
Tanggal Revisi 23 Agustus 2021
Tanggal Efektif
Disahkan oleh Kepala Biro Organisasi
Setda Provinsi Nusa Tenggara Timur su=—
Dra. Flouri Rita Wuisan, M.M.
Pembina Tingkat |

NIP 196606241986022006

Judul SOP Penyusunan Rencana Strategis (RENSTRA)

|Dasar Hukum : Kualifikasi pelaksana :

1. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional
Pembangunan Nasional.

2. Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2008 tentang Tahapan Tata Cara Penyusunan Pengendalian
dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembanguanan Daerah.

3. Peraturan Presiden Nomor 81 tahun 2010 tentang Grand Design Reformasi Birokrasi 2010-2025.

4. Peraturan Menteri Dalam Nomor 54 Tahun 2010 tentang Pelaksanaan Peraturan Pemerintah Nomor
8 Tahun 2008 tentang Tahapan Tata Cara Penyusunan Pengendalian dan Evaluasi Pelaksanaan
Rencana Pembangunan Daerah.

5. Peraturan Menteri PAN dan RB Nomor 35 Tahun 2012 tentang Pedoman Penyusunan dan
Penerapan Standar Operasional Prosedur Administrasi Pemerintahan.

6. Peraturan Daerah Nomor 1 Tahun 2021 tentang perubahan Atas Peraturan Daerah Provinsi NTT
Nomor 4 Tahun 2019 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Provinsi NTT
Tahun 2018 - -2023.

7. Peraturan Gubemnur Nusa Tenggara Timur Nomor 44 Tahun 2020 tentang Perubahan Atas Peraturan
Gubernur Nusa Tenggara Timur Nomor 28 Tahun 2017 tentang Petunjuk Teknis Penyusunan dan
Pelaksanaan Standar Operasional Prosedur Administrasi Pemerintahan di Lingkungan Pemerintah
Provinsi Nusa Tenggara Timur.

1. Pendidikan minimal SLTA.
2. Menguasai Tata Naskah Dinas.
3. Analisis Perencanaan, Evaluasi dan Pelaporan.

3. SOP Penanganan Surat Keluar.

4. Printer.

3. Telepon/Faximili.

Keterkaitan : Peralatan/Perlengkapan :
1. SOP Penanganan Surat Masuk. 1. ATK.
2. SOP Penanganan Nota Dinas. 2. Komputer.

Peringatan :

Pencatatan dan Pendataan :

Apabila Renstra Terlambat disusun dan disampaiakan kepada Gubernur akan berdampak pada kualitas
nyusunan RENJA, RKA/DPA dan dokumen perencanaan lainnya.

Disimpan sebagai data elektronik dan manual.




Pelaksana Mutu Baku
Analis
. . Kabag Kepala Sub
No. Tahap Kegiatan Kepala_ Bur? Kelembagaan dan| Bagian Tata Perencanaan, Kelengkapan Waktu Output Keterangan
Organisasi : Evaluasi dan
Anjab Usaha
Pelaporan

1. |Menelaah Surat Edaran Gubernur tentang Surat Edaran 15 menit  |Surat Edaran dan
Penyusunan RENSTRA Perangkat Daerah Disposisi
dan mendisposisi kepada Kabag.

2. |Menelaah Surat Edaran Gubernur dan Surat Edaran dan 20 menit |Surat Edaran,
disposisi Karo, selanjutnya mendisposisi Disposisi Disposisi dan
kepada Kasubag TU Biro untuk menyusun petunjuk
konsep RENSTRA Biro Organisasi.

3. |Menelaah konsep Surat Edaran Gubernur Surat Edaran, 10 menit  |Surat Edaran,
dan  disposisi  pimpinan  selanjutnya Disposisi dan petunjuk Disposisi dan
menugaskan analis perencanaan, evaluasi petunjuk
dan pelaporan untuk menyampaikan SE
Gubernur ke setiap Bagian.

4. |Mendistribusi SE Gubernur kepada seluruh Surat Edaran, 2 Minggu  |Surat Edaran
Bagian selanjutnya mengumpulkan dan Disposisi, petunjuk Gubernur, diposisi
mengolah data dari tiap Bagian kemudian dan data yang
menyerahkan kepada kasubag TU. telah diolah

5. [Menyusun  Konsep RENSTRA  Biro Surat Edaran 2 Minggu |Konsep RENSTRA
Organisasi dan menyampaikan kepada Gubernur, diposisi dan Biro Organisasi
Kepala Bagian. data yang telah diolah

6. |Mengadakan Rapat bersama seluruh Bagian Konsep RENSTRA 2 Jam Konsep
untuk membahas Konsep RENSTRA Biro Biro Organisasi RENSTRA,
Organisasi dan menugaskan Kasubag Notulen rapat
untuk menyempurnakan sesuai hasil rapat.

7. [Memperbaiki Konsep RENSTRA Biro Konsep RENSTRA 3 Hari Konsep RENSTRA
Organisasi sesuai hasil rapat, dan Biro Biro Organisasi
menyampaikan kepada Kabag.




Nomor SOP Tahun2021
Tanggal Pembuatan 30 Juli 2018
Tanggal Revisi 23 Agustus 202
Tanggal Efektif
Disahkan oleh Kepala Biro Organisasi
Setda Proyingi Nusa Tenggara Timur, ju<
PEMERINTAH PROVINSI NUSA TENGGARA TIMUR
SEKRETARIAT DAERAH
BIRO ORGANISASI Pembina Tingkat |
BAGIAN KELEMBAGAAN DAN ANALISIS JABATAN NIP 19660624 1986022006
Judul SOP Penyusunan Rencana Kerja (RENJA)

Dasar Hukum :

Kualifikasi pelaksana :

1. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional.

2. Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2008 tentang Tahapan Tata Cara Penyusunanr
Pengendalian dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan Daerah.

3. Peraturan Presiden Nomor 81 Tahun 2010 tentang Grand Design Reformasi Birokrasi 2010
2025

4. Peraturan Menteri PAN dan RB Nomor 35 Tahun 2012 tentang Pedoman Penyusunan dan
Penerapan Standar Operasional Prosedur Administrasi Pemerintahan.

5. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 54 Tahun 2010 tentang Pelaksanaan Peraturan
Pemerintah Nomor 8 Tahun 2008 tentang Tahapan Tata Cara Penyusunan Pengendalian dan
Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan Daerah.

6. Peraturan Daerah Nomor 1 Tahun 2021 tentang perubahan Atas Peraturan Daerah Provinsi
NTT Nomor 4 Tahun 2019 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah
Provinsi NTT Tahun 2018 - -2023.

7. Peraturan Gubernur Nusa Tenggara Timur Nomor 44 Tahun 2020 tentang Perubahan Atas
Peraturan Gubernur Nusa Tenggara Timur Nomor 28 Tahun 2017 tentang Petunjuk Teknis
Penyusunan dan Pelaksanaan Standar Operasional Prosedur Administrasi Pemerintahan di|
Lingkungan Pemerintah Provinsi Nusa Tenggara Timur.

1. Pendidikan minimal SLTA.
2. Menguasai Tata Naskah Dinas.
3. Analis Perencanaan, Evaluasi dan Pelaporan.

Keterkaitan : Peralatan/perlengkapan :
1. SOP Penanganan Surat Keluar. 1. ATK
2. SOP Penyusunan Renstra di Biro Organisasi. 2. Komputer.
3. SOP Penanganan Surat masuk. 3. Telephon/Faximile.
4. Printer.
Peringatan : Pencatatan dan pendataan :

Apabila Penyusunan RENJA tidak sesuai prosedur, maka akan berdampak pada kualitas
penyusunan RKA dan DPA.

Disimpan dalam bentuk Softcopy dan Hardcopy .




- Output
e AR lhl f fl-i'f o P 9 :

1. |Menugaskan kepala sub bagi yusun rencana Agenda Kerja |Disposisi
kerja biro organisasi.

2. |Menugaskan analis perencanaan, evaluasi dan pelaporan untuk = Disposisi 15 menit |Disposisi
mengumpulkan bahan penyusunan renja biro organisasi dari ﬁ
tiap-tiap bagian dan menyerahkan kepada Kasubag TU.

3. |Mengumpulkan dan menyerahkan bahan penyusunan renja biro y Disposisi 3 hari Bahan penyusunan
organisasi kepada Kasubag TU. m rencana kerja biro

organisasi, disposisi

4. [Menyusun konsep rencana kerja biro organisasi dan A Bahan penyusunan 1 minggu |Konsep rencana kerja
menyerahkan kepada kabag. rencana kerja biro biro organisasi, disposisi

organisasi, disposisi

5. |Memeriksa konsep rencana kerja biro organisasi. Apabila setuju 4 Tidak Konsep rencana kerja biro 2 Jam |Draf rencana kerja biro
memberi paraf dan menyampaikan kepada kepala biro organisasi, disposisi organisasi, disposisi
organisasi. Apabila tidak setuju mengembalikan kepada
kasubag untuk diperbaiki. Ya

6. |Memeriksa draf rencana kerja biro organisasi. Apabila setuju Draf rencana kerja biro 2jam |Draf rencana kerja biro
menyampaikan kepada kabag untuk mempersiapkan rapat Tidak organisasi, disposisi organisasi, disposisi
pembahasan draf rencana kerja dan apabila tidak setuju
mengembalikan kepada kabag untuk diperbaiki. Ya

7. |Menugaskan  Kasubag untuk  mempersiapkan  rapat Draf rencana kerja biro 15 Menit |Draf rencana kerja biro
pembahasan draf rencana kerja biro organisasi. organisasi, disposisi organisasi, disposisi

8. |Mengundang para kabag, kasubag dan pejabat pelaksana untuk " Draf rencana kerja biro 15 Menit |Draf rencana kerja biro
mengikuti rapat pembahasan draf rencana kerja yang dipimpin : organisasi, disposisi organisasi, undangan
oleh kepala Biro Organisasi.

9. |Rapat pembahasan draf rencana kerja biro organisasi yang L Draf rencana kerja biro 2 Jam |Draf rencana kerja biro
dipimpin oleh kepala biro organisasi dan menugaskan kasubag > > organisasi, undangan organisasi, notulen rapat
TU untuk menyempurmnakan sesuai hasil rapat. Ejﬁ(—— =

L

10. [Menyempurnakan draf rencana kerja sesuai notulen rapat dan| Draf rencana kerja biro 1Hari |Draf rencana kerja biro
menyampaikan kepada kabag. organisasi, notulen rapat organisasi, notulen rapat

11. [Memeriksa hasil penyempumaan draf rencana kerja. Apabila Draf rencana kerja biro 2 Jam |Draf rencana kerja biro
setuju memaraf dan menyampaikan kepada kepala biro Tidak organisasi, notulen rapat organisasi, notulen rapat
organisasi. Apabila tidak setuju dikembalikan kepada kasubag
untuk memperbaiki. Ya

12. [Memeriksa hasil penyempurnaan draf rencana kerja. Apabila| ¥ Draf rencana kerja biro 1Jam |Dokumen rencana kerja
setuju menandatangani dan menyampaikan kepada kabag.| | tidak P organisasi, notulen rapat biro organisasi
Apabila tidak setuju dikembalikan kepada kabag untuk - \@
memperbaiki. é

s —




PEMERINTAH PROVINSI NUSA TENGGARA TIMUR

SEKRETARIAT DAERAH
BIRO ORGANISASI

BAGIAN KELEMBAGAAN DAN ANALISIS JABATAN

Nomor SOP Tahun 2021

Tanggal Pembuatan |30 Juli 2018

Tanggal Revisi 23 Agustus 2021

Tanggal Efektif

Disahkan oleh Kepala Biro Organisasi

Setda Provinsi Nusa Tenggara Timur,qme

-

Ly

Dra. Flouri Wuisan, M.M.
Pembina Tingkat |
NIP 196606241986022006

Judul SOP Penyusunan Rencana Kegiatan dan Anggaran (RKA)

Dasar Hukum :

Kualifikasi pelaksana :

1. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman
Pengelolaan Keuangan Daerah.

2. Peraturan Presiden Nomor 81 Tahun 2010 tentang Grand Design Reformasi
Birokrasi 2010-2025.

3. Peraturan Menteri PAN dan RB Nomor 35 Tahun 2012 tentang Pedoman
Penyusunan dan Penerapan Standar Operasional Prosedur Administrasi
Pemerintahan.

4. Peraturan Gubernur Nusa Tenggara Timur Nomor 44 Tahun 2020 tentang
Perubahan Atas Peraturan Gubernur Nusa Tenggara Timur Nomor 28 Tahun
2017 tentang Petunjuk Teknis Penyusunan dan Pelaksanaan Standar
Operasional Prosedur Administrasi Pemerintahan di Lingkungan Pemerintah
Provinsi Nusa Tenggara Timur.

1. Pendidikan Minimal SLTA

2. Memahami penyusunan program dan anggaran.
3. Menguasai komputer.

4. Analisis Perencanaan, Evaluasi dan Pelaporan.

Keterkaitan : Peralatan/perlengkapan :
1. SOP Penanganan Surat Keluar. 1. ATK
2. SOP Penanganan surat masuk. 2. Komputer.
3. SOP Penysunan Rencana Kerja (RENJA) di Biro Organisasi. 3. Telepon/Faximile.
4. Printer.

Pencatatan dan pendataan :

Peringatan :
Apabila tidak dilakukan sesuai prosedur maka akan berdampak pada kualitas
penyusunan Dokumen Pelaksanaan Anggaran (DPA) Biro Organisasi.

Disimpan dalam bentuk Softcopy dan Hardcopy .




disposisi

‘ x | Kepala Sub

e BT Bagian Tata
: 5t Usaha

S| BRSO 2R YRR ¢ =

1. |Menugaskan kepala sub bagian untuk menyusun Disposisi
rencana kegiatan dan anggaran (RKA) Biro
Organisasi.

2. |Memerintahkan analis perencanaan, evaluasi dan Disposisi 15 menit  |Disposisi
perencanaan untuk menyiapkan bahan kelengkapan
penyusunan rencana kegiatan dan anggaran dari
tiap-tiap bagian dan menyerahkan kepada kasubag.

3. |Menyiapkan bahan kelengkapan penyusunan A |Disposisi 1 Hari Bahan kelengkapan
renacana kegiatan dan anggaran dari tiap-tiap penyusunan rencana
bagian dan menyampaikan kepada Kasubag. _ kegiatan dan anggaran

‘ (RKA) Biro Organisasi dari
tiap-tiap bagian.

4. |Menyusun konsep rencana kegiatan dan anggaran Bahan kelengkapan 3 Hari Konsep rencana kegiatan
Biro Organisasi kemudian menyerakan kepada . penyusunan rencana dan anggaran (Konsep
|kabag. kegiatan dan anggaran RKA) Biro Organisasi

3 (RKA) Biro Organisasi dari
tiap-tiap bagian.

5. |Memeriksa konsep rencana kegiatan dan anggaran Konsep rencana kegiatan 1 Jam Draf rencana kegiatan dan
Biro Organisasi. Apabila setuju memberi paraf dan b 4 Tidak dan anggaran (Konsep anggaran Biro Organisasi.
menyampaikan kepada kepala biro organisasi. g’} RKA) Biro Organisasi
Apabila tidak setuju mengembalikan kepada
kasubag untuk diperbaiki. Ya

6 |Memeriksa draf rencana kegiatan dan anggaran Biro Draf rencana kegiatan dan 1 Jam Rencana kegiatan dan
Organisasi. Apabila setuju menandatangani dan Tidak Y anggaran Biro Organisasi. anggaran Biro Organisasi.
menyampaikan kepada kabag. Apabila tidak setuju Q
mengembalikan kepada kabag untuk diperbaiki. Ya

7 |Menyerahkan rencana kegiatan dan anggaran Biro n Rencana kegiatan dan 15menit [Rencana kegiatan dan
Organisasi kepada Kasubag. anggaran Biro Organisasi. anggaran Biro Organisasi,

disposisi

8 |Menyerahkan rencana kegiatan dan anggaran Biro y Rencana kegiatan dan 15menit |Rencana kegiatan dan
Organisasi kepada analis perencanaan, evaluasi dan anggaran Biro Organisasi, anggaran Biro Organisasi,
pelaporan. disposisi disposisi

9 [Menggandakan, mendistribusikan dan Rencana kegiatan dan 15menit |Rencana kegiatan dan
mendokumentasikan, anggaran Biro Organisasi, anggaran Biro Organisasi,

bukti dokumentasi




PEMERINTAH PROVINSI NUSA TENGGARA TIMUR

SEKRETARIAT DAERAH
BIRO ORGANISASI
BAGIAN KELEMBAGAAN DAN ANALISIS JABATAN

[Nomor SOP Tahun 2021
Tanggal Pembuatan {30 Juli 2018
Tanggal Revisi 23 Agustus 2021

Tanggal Efektif

Disahkan oleh Kepala Biro Organisasi

Setda Provinsi Nusa Tenggara Timur, e

.
Dra. Flouri Rita Wuisan, M.M.

Pembina Tingkat |
NIP 196606241986022006

-

Judul SOP Pembuatan TOR dan Rancangan Anggaran Biaya (RAB)

Dasar Hukum :

Kualifikasi pelaksana :

1. Peraturan Presiden Nomor 81 Tahun 2010 tentang Grand Design Reformasi
Birokrasi 2010-2025.

Peraturan Menteri PAN dan RB Nomor 35 Tahun 2012 tentang Pedoman
Penyusunan dan Penerapan Standar Operasional Prosedur Administrasi
Pemerintahan.

Peraturan Gubernur Nusa Tenggara Timur Nomor 44 Tahun 2020 tentang
Perubahan Atas Peraturan Gubernur Nusa Tenggara Timur Nomor 28 Tahun
2017 tentang Petunjuk Teknis Penyusunan dan Pelaksanaan Standar
Operasional Prosedur Administrasi Pemerintahan di Lingkungan Pemerintah
Provinsi Nusa Tenggara Timur.

2

1. Memiliki pengetahuan tentang penyusunan program dan anggaran.
2. Memahami tugas dan fungsi biro organisasi.

Keterkaitan : Peralatan/perlengkapan :
1. SOP penyusunan rencana kegiatan dan anggaran (RKA) di Biro Organisasi. 1. ATK.
2. SOP penanganan surat keluar. 2. Komputer.
3. SOP penanganan surat masuk. 3. Telepon/Faximile.
4. Renstra, DPA, TOR, RAB.
5. Printer.

Peringatan :

Pencatatan dan pendataan :

Apabila tidak dilaksanakan sesuai prosedur maka akan berdampak pada pelaksanaan
kegiatan di Biro Organisasi.

Disimpan dalam bentuk Softcopy dan Hardcopy .




mempersiapkan bahan penyusunan TOR dan
RAB sebagai syarat pencairan dana kegiahnr
dan menyampaikan kepada kasubag.

. Menugaskan pelaksana untuk|

. |Mempersiapkan bahan dan menyusun konsep
TOR dan RAB kemudian menyerahkan kepada

Kasubag.

{Disposisi

1 Jam

Konsep TOR dan RAB

 |Memeriksa konsep TOR dan RAB. Jika setuju,
memaraf dan menyerahkan kepada Kabag. Jika
tidak setuju mengembalikan kepada Pej
Pelaksana untuk memperbaiki.

|Konsep TOR dan RAB

|Konsep TOR dan RAB

. |Memeriksa konsep TOR dan RAB. Jika setuju
memaraf dan menyampaikan kepada Kepa

Biro  Organisasi. Jika tidak setuj
|mengembalikan kepada Kasubag untuk
memperbaiki.

Konsep TOR dan RAB

Draf TOR dan RAB,
disposisi

. |Memeriksa draf TOR dan RAB. Jika setuju,
menandatangani dan mengembalikan kepada
kabag.Jika tidak setuju menyerahkan kepada
Kabag untuk memperbaiki.

Draf TOR dan RAB,
di P

30 menit

TOR dan RAB, disposisi

. |Menerima dan memberi petunjuk kepada|
kasubag.

TOR dan RAB, disposisi

10 menit

TOR dan RAB, disposisi

~|Menyampaikan TOR dan RAB kegiatan kepada
{bendahara Biro.

TOR dan RAB, disposisi

10 menit

|TOR dan RAB, disposisi

. |Mempersiapkan dana pelaksanaan kegiatan|

setiap bagian sesuai jadwal alur kas,
mendokumentasikan dan mengarsipkan.

TOR dan RAB, disposisi

1jam

TOR dan RAB, dan
tersedianya keuangan
|kegiatan.




Nomor SOP Tahun 2021

Tanggal Pembuatan 30 Juli 2018

Tanggal Revisi 23 Agustus 2021

Tanggal Efektif

Disahkan oleh Kepala Biro Organisasi
Setda Provinsi Nusa Tenggara Timurawe—

PEMERINTAH PROVINSI NUSA TENGGARA TIMUR ‘&V—‘

SEKRETARIAT DAERAH Dra. Flouri Rta Wuisan, M.M.
BIRO ORGANISASI Pembina Tingkat |
BAGIAN KELEMBAGAAN DAN ANALISIS JABATAN NIP 196606241986022006
Judul SOP Pengajuan SPP UP (UANG PERSEDIAAN)
Dasar Hukum : Kualifikasi pelaksana :
1. Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang pengelolaan 1. PNS, jujur, teliti, tanggung jawab.
Keuangan Daerah. 2. Pendidikan minimal SLTA.
2. Peraturan Presiden Nomor 81 Tahun 2010 tentang Grand Design Reformasi Birokrasi

2010-2025.

3. Peraturan Meneteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman
Pengelolaan Keuangan Daerah.

4. Peraturan Menteri PAN dan RB Nomor 35 Tahun 2012 tentang Pedoman Penyusunan
Penyusunan dan Penerapan Standar Operasional Prosedur Administrasi
Pemerintahan.

5. Peraturan Gubernur Nusa Tenggara Timur Nomor 44 Tahun 2020 Tentang Perubahan
Perubahan Atas Peraturan Gubernur Nusa Tenggara Timur Nomor 28 Tahun 2018
2020 tentang Petunjuk Teknis Penyusunan dan Pelaksanaan Standar Operasional
Operasional Prosedur Administrasi Pemerintahan di Lingkungan Pemerintah Provinsi

Provinsi Nusa TenggaraTimur.

|Keterkaitan : Peralatan/perlengkapan :
1. SOP pembuatan TOR dan RAB di Biro Organisasi. 1. ATK.
2. SOP penyusunan Laporan Bulanan, Triwulan , Semester. 2. Komputer/laptop dan printer.

3. Telepon/Faximile.
4. DPA, TOR, RAB.
5. BKU.

Peringatan : Pencatatan dan pendataan :

Apabila tidak dilaksanakan sesuai prosedur maka akan menghambat pelaksanaan kegiatan|Disimpan sebagai data elektronik dan manual dokumen SPP UP/TU/GU.
di Biro Organisasi.

-‘



organisasi.

i Pelaksana Mutu Baku
: . A Kabag s .
Nol i Tahap Kegiatan Kepala Sub ' Kelembagaan | KepalaBiro | . . e
‘ I BagianTu [ Bendahard |y n Analisis | Organisasi | Kelengkapan Wakith
' Jabtan s il
1 i &2 =) 550 6 7 8 9% :
1. |Menugaskan bendahara membuat konsep SPP UP dan Agenda kerja 10 menit Disposisi/petunjuk
menyampaikan kepada kasubag. dan dokumen
pelaksanaan
anggaran
2. |Meneliti dana dalam DPA Biro Organisasi dan membuat Disposisi/petunjuk 1 Jam Konsep SPP UP
konsep Surat Permintaan Pembayaran (SPP) UP sesuai dan dokumen
pagu dalam DPA. pelaksanaan
anggaran
3. |Meneliti dan memverifikasi berkas konsep SPP UP. Apabila Konsep SPP UP 30 Menit  |Konsep SPP UP
setuju, memaraf dan menyampaikan ke kabag. Jika tidak
setuju, mengembalikan ke bendahara untuk diperbaiki.
4. |Memeriksa kebenaran dan kelengkapan berkas konsep Konsep SPP UP 30 Menit Konsep SPP UP
SPP UP. Apabila setuju, memaraf dan menyampaikan Tidak
kepada kepala biro organisasi. Jika tidak setuju,
mengembalikan ke kasubag untuk diperbaiki.
5. |Memeriksa konsep SPP UP. Apabila setuju, Konsep SPP UP 30 Menit SPP UP
menandatangani dan diteruskan ke kabag. Jika tidak setuju,
mengembalikan ke kabag untuk diperbaiki.
6 |Menyampaikan kepada kasubag untuk ditindaklanjuti. SPP UP 10 Menit SPP UP
7 |Menyampaikan kepada bendahara untuk ditindaklanjuti. SPP UP 10 Menit SPP UP
8 |Menindaklanjuti dan mendokumentasikan SPP UP Biro SPP UP 1 Jam SPP UP




PEMERINTAH PROVINSI NUSA TENGGARA TIMUR
SEKRETARIAT DAERAH

BIRO ORGANISASI
BAGIAN KELEMBAGAAN DAN ANALISIS JABATAN

Nomor SOP Tahun 2021
Tanggal Pembuatan 30 Juli 2018
Tanggal Revisi 23 Agustus 2021

Tanggal Efektif

Disahkan oleh Kepala Biro Organisasi

Setda Provinsi Nusa Tenggara Timur,a,—

Dra. Flouri Rita Wuisan, M.M.
Pembina Tingkat |
NIP 19660624 1986022006

Judul SOP Pengajuan SPM UP/GU/TU/LS

Dasar Hukum :

Kualifikasi pelaksana :

1. Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan
Keuangan Daerah.

2. Peraturan Presiden Nomor 81 Tahun 2010 tentang Grand Design Reformasi
Birokrasi 2010-2025.

3. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman
Pengelolaan Keuangan Daerah.

4. Peraturan Menteri PAN dan RB Nomor 35 Tahun 2012 tentang Pedoman
Penyusunan dan Penerapan Standar Operasional Prosedur Administrasi
Pemerintahan.

5. Peraturan Guberenur Nusa Tengara Timur Nomor 44 Tahun 2020 tentang
tentang Perubahan Atas Peraturan Gubernur Nusa Tenggara Timur
Nomor 28 Tahun 2017 tentang Petunjuk Teknis Penyusunan dan
Pelaksanaan Standar Operasional Prosedur Administrasi Pemerintahan
di Lingkungan Pemerintah Provinsi Nusa Tenggara Timur.

1. PNS, jujur, teliti, tanggung jawab.
2. Pendidikan minimal SLTA.

KeterkaE;n :

Peralatan/perlengkapan :

1. SOP pembuatan TOR dan RAB di Biro Organisasi.
2. SOP penyusunan laporan Bulanan, Triwulan, Semester.

1. ATK

2. Komputer/laptop dan printer.
3. Telepon/Faximile.

4. DPA, TOR, RAB.

5. BKU.

Peringatan :

Pencatatan dan pendataan :

Apabila tidak dilaksanakan sesuai prosedur maka akan menghambat pelaksanaan
kegiatan di Biro Organisasi.

Disimpan sebagai data elektronik dan manual dokumen SPP UP/TU/GU/LS.

'-“
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1. |[Menugaskan bendahara membuat konsep Fungsional pengeluaran, 10 menit  |Disposisi/petunjuk
SPP GU/TU/LS dan menyampaikan kepada Pengesahan SPJ, Buku Kas
kasubag. Umum (BKU), Laporan
Pertanggungjawaban uang
|persediaan, ringkasan SP2D,
Rekening Koran Bank,
regoster penutupan Kas,
Laporan penutupan kas
bulanan, Buku Pembantu
Pajak dan DPA.
2. |Menyusun konsep SPP GU/TU/LS dan Disposisi/petunjuk 1 Jam Konsep SPP GU/TU/LS
menyampaikan kepada kasubag.
3. |Meneliti dan memverifikasi berkas konsep 0% Konsep SPP GU/TU/LS 30 Menit |Konsep SPP GU/TU/LS
SPP GU/TU/LS. Apabila setuju, memaraf dan Tidak
menyampaikan ke kabag. Jika tidak setuju,
mengembalikan ke bendahara untuk
diperbaiki. Ya
4. |Memeriksa kebenaran dan kelengkapan v Konsep SPP GU/TU/LS 30 Menit |Konsep SPP GU/TU/LS
berkas konsep SPP GU/TU/LS. Apabila A ¥
setuju, memaraf dan menyampaikan kepada Tidak —@} 2
kepala biro . Jika tidak setuju, \\
mengembalikan ke kasubag untuk diperbaiki.
5. |[Memeriksa konsep SPP GU/TU/LS. Apabila Konsep SPP GU/TU/LS 30 Menit | SPP GU/TU/LS
setuju, menandatangani dan diteruskan ke
kabag. Jika tidak setuju, mengembalikan ke Tidak
kabag untuk diperbaiki.
Ya
6. |Menyampaikan kepada kasubag untuk SPP GU/TULS 10 Menit | SPP GU/TU/LS
ditindaklanjuti.
7. |Menyampaikan kepada bendahara untuk " SPP GU/TULS 10 Menit | SPP GU/TU/LS
ditindaklanjuti. ﬁ
8. |Menindaklanjuti dan mendokumentasikan SPP GU/TU/LS 1 Jam SPP GU/TUILS
SPP GU/TUI/LS Biro Organisasi.




PEMERINTAH PROVINSI NUSA TENGGARA TIMUR

SEKRETARIAT DAERAH
BIRO ORGANISASI

BAGIAN KELEMBAGAAN DAN ANALISIS JABATAN

Nomor SOP —_Tahun 2021
|Tanggal Pembuatan 30 Juli 2018
Tanggal Revisi 23 Agustus 2021

Tanggal Efektif

Disahkan oleh

Dra. Flouri Rg§a Wuisan, M.M.

Kepala Biro Organisasi

Setda Provinsi Nusa Tenggara Timur, ase—

Pembina Tingkat |

NIP 196606241986022006

Judul SOP

Penyusunan Laporan Kinerja Instansi Pemerintah (LKIP)

Dasar Hukum :

Kualifikasi pelaksana :

1. Peraturan Presiden Nomor 81 Tahun 2010 tentang Grand Design Reformasi
Birokrasi 2010-2025.

Peraturan Menteri PAN dan RB Nomor 35 Tahun 2012 tentang Pedoman
Penyusunan dan Penerapan Standar Operasional Prosedur Administrasi
Pemerintahan.

Peraturan Menteri PAN dan RB Nomor 53 Tahun 2014 tentang Petunjuk

Teknis Perjanjian Kinerja, Pelaporan Kinerja dan Tata Cara Reviu atas

Laporan Kinerja Instansi Pemerintah.

Peraturan Gubernur Nusa Tenggara Timur Nomor 44 Tahun 2020 tentang
Perubahan Atas Peraturan Gubernur Nusa Tenggara Timur Nomor 28 Tahun
2017 tentang Petunjuk Teknis Penyusunan dan Pelaksanaan Standar
Operasional Prosedur Administrasi Pemerintahan di Lingkungan Pemerintah
Provinsi Nusa Tenggara Timur.

2.

1. ASN.
2. Pendidikan minimal S1.
3. Memahami tata naskah dinas.

|Keterkaitan :

Peralatan/perlengkapan :

1. SOP Penanganan Surat Keluar.

2. SOP Penanganan Surat Masuk.

3. SOP penyusunan laporan bulanan, triwulan,semester di Biro Organisasi.
4. SOP penyusunan laporan tahunan di Biro Organisasi.

1. ATK
2. Komputer.
3. Printer.

Peringatan .

Pencatatan dan pendataan :

Apabila Standar Operasional Prosedur penyusunan LKIP tidak dipatuhi maka akan
berdampak pada ketidaktepatan waktu penyampaian LKIP dan kualitas data/informasi
dalam LKIP yang tidak valid.

Disimpan dalam bentuk Sofcopy dan Hardcopy.




5

Tahap Kegiatan

Menugaskan Kaéubag-hun.tuk mempersiapkan
konsep LKIP Biro Organisasi.

; Agenda Kerja

Disposisi

Memerintahkan analis perencanaan, evaluasi
dan pelaporan untuk mengumpulkan bahan
penyusunan LKIP Biro Organisasi dari tiap-tiap
bagian dan menyerahkan kepada Kasubag.

Disposisi

Disposisi

Mengumpulkan dan menyerahkan bahan
penyusunan LKIP Biro Organisasi kepada
Kasubag.

Disposisi

10 hari

Bahan laporan, disposisi

. |Mengonsep LKIP Biro Organisasi kemudian

menyerahkan kepada Kabag.

Bahan laporan, disposisi

1 hari

Konsep LKIP Biro,
disposisi

Memeriksa konsep LKIP Biro Organisasi Jika
setuju menyampaikan kepada kepala biro
organisasi. Jika tidak setuju mengembalikan
kepada Kasubag untuk diperbaiki.

Ya

Konsep LKIP Biro,
disposisi

1jam

Draf LKIP Biro, disposisi

Memeriksa draft LKIP Biro Organisasi. Jika
setuju menandatangani dan menyerahkan
kepada Kabag. Jika tidak setuju mengembalikan
kepada Kabag untuk diperbaiki.

Tidak

Ya

Draf LKIP Biro, disposisi.

1 jam

LKIP Biro

. |Menyerahkan LKIP Biro Organisasi kepada

Kasubag untuk ditindaklanjuti.

LKIP Biro

10 menit

LKIP Biro

Menyerahkan LKIP Biro Organisasi kepada
analis perencanaan, evaluasi dan pelaporan
untuk ditindaklanjuti.

LKIP Biro

10 menit

LKIP Biro

Menggandakan, mendistribusikan dan
mendokumentasikan LKIP Biro Organisasi.

LKIP Biro

1jam

LKIP Biro Organisasi,
bukti dokumentasi




PEMERINTAH PROVINSI NUSA TENGGARA TIMUR
SEKRETARIAT DAERAH
BIRO ORGANISASI
BAGIAN KELEMBAGAAN DAN ANALISIS JABATAN

Nomor SOP Tahun 2021
Tanggal Pembuatan 14 Juli 2021
ianggal Revisi 23 Agustus 2021

Tanggal Efrektif

Disahkan oleh Kepala Biro Organisasi

Setda Provinsi Nusa Tenggara Timur, &=

s&’
Dra. FlouriRita Wuisan, M.M.

Pembina Tingkat |
NIP 19660624 1986022006

Judul SOP Penyusunan Laporan Keterangan Pertanggungjawaban

(LKPJ).

B;;ar Hukum :

Kualifikasi pelaksana :

1. Peraturan Pemerintah Nomor 3 Tahun 2007 tentang LPPD kepada Pemerintah,
LKPJ kepada DPRD dan ILPPD kepada masyarakat.

2. Peraturan Presiden Nomor 81 Tahun 2010 tentang Grand Design Reformasi
Birokrasi 2010-2025.

3. Peraturan Menteri PAN dan RB Nomor 35 Tahun 2012 tentang Pedoman
Penyusunan dan Penerapan Standar Operasional Prosedur Administrasi
Pemerintahan.

4. Peraturan Gubernur Nusa Tenggara Timur Nomor 44 Tahun 2021 tentang
Perubahan Atas Peraturan Gubernur Nusa Tenggara Timur Nomor 28 Tahun
2017 tentang Petunjuk Teknis Penyusunan dan Pelaksanaan Standar
Operasional Prosedur Administrasi Pemerintahan di Lingkungan Pemerintah
Provinsi Nusa Tenggara Timur.

1. ASN.
Pendidikan minimal S1.

2.
3. Memahami sistematika penyusunan laporan.
4. Memahami tata naskah dinas.

Keterkaitan :

Peralatan/perlengkapan :

1. SOP Penanganan Surat Keluar.

2. SOP Penanganan Surat Masuk.

3. SOP penyusunan laporan bulanan, triwulan,semester di Biro Organisasi.
4. SOP penyusunan laporan tahunan di Biro Organisasi.

1. ATK
2. Komputer.
3. Printer.

Peringatan :

Pencatatan dan pendataan :

Apabila Standar Operasional Prosedur penyusunan LKPJ tidak dipatuhi maka akan
berdampak pada ketidaktepatan waktu penyampaian laporan dan kualitas
data/informasi dalam LKPJ yang tidak valid.

Disimpan dalam bentuk Softcopy dan Hardcopy.

e



Kepala Sub.

mendokumentasikan LKPJ Biro Organisasi.

dokumentasi

Perencanaan, iy bl o Keterangan
B I e I == 2 T (e e _'_3.‘,1,4_7_:__. ‘ ] T 7 - Tty = i 7 10 T
: X FMenugaskan Kasubag untuk mempersiapkan Agenda Kerja 15 menit |Disposisi
konsep laporan Keterangan
Pertanggungjawaban (LKPJ).
. |Memerintahkan analis perencanaan, evaluasi Disposisi 15 menit |Disposisi
dan pelaporan untuk mengumpulkan bahan
penyusunan LKPJ dari tiap-tiap bagian dan
menyerahkan kepada Kasubag.
Mengumpulkan dan menyerahkan bahan 4 Disposisi 1 hari Bahan laporan, disposisi
penyusunan LKPJ kepada Kasubag.
Mengonsep LKPJ kemudian menyerahkan 3 Bahan laporan, disposisi 1hari  |Konsep LKPJ Biro,
kepada Kabag. disposisi
Memeriksa konsep LKPJ. Jika setuju v Konsep LKPJ Biro, 1jam Draf LKPJ Biro, disposisi
menyampaikan kepada kepala biro organisasi.l Tidak disposisi
Jika ftidak setuju mengembalikan kepada
Kasubag untuk diperbaiki. Ya
. |Memeriksa draft LKPJ. Jika  setuju Draf LKPJ Biro, disposisi. 1 jam LKPJ Biro, disposisi
menandatangani dan menyerahkan kepada| "
Kabag. Jika tidak setuju mengembalikan kepada Tk
Kabag untuk diperbaiki. Ya
. |Menyerahkan LKPJ kepada Kasubag untuk LKPJ Biro, disposisi 10 menit |LKPJ Biro
ditindaklanjuti.
|Menyerahkan LKPJ kepada analis perencanaan, LKPJ Biro, disposisi 10 menit  |LKPJ Biro, disposisi
evaluasi dan pelaporan untuk ditindaklanjuti.
Menggandakan, mendistribusikan, dan| LKPJ Biro, disposisi 1jam Laporan LKPJ, bukti




PEMERINTAH PROVINSI NUSA TENGGARA TIMUR

SEKRETARIAT DAERAH
BIRO ORGANISASI

BAGIAN KELEMBAGAAN DAN ANALISIS JABATAN

Nomor SOP Tahun 2021
Tanggal Pembuatan 30 Juli 2018
lang_ggl Revisi 23 Agustus 2021

Tanggal Efektif

Disahkan oleh Kepala Biro Organisasi

Setda Provinsi Nusa Tenggara Timur, ge=—

Dra. Flouri R¢ta Wuisan, M.M.
Pembina Tingkat |
NIP 196606241986022006

Judul SOP Penyampaian Bahan Laporan Pertanggungjawaban

Pemerintah Daerah (LPPD).

Dasar Hukum :

Kualifikasi pelaksana :

1. Peraturan Pemerintah Nomor 3 Tahun 2007 tentang LPPD kepada Pemerintah,

1. ASN.

LKPJ kepada DPRD dan ILPPD kepad Masyarakat. 2. Pendidikan minimal S1.
2. Peraturan Presiden Nomor 81 Tahun 2010 tentang Grand Design Reformasi| 3. Memahami sistematika penyusunan laporan.
Birokrasi 2010-2025. 4. Memahami tata naskah dinas.
3. Peraturan Menteri PAN dan RB Nomor 35 Tahun 2012 tentang Pedoman
Penyusunan dan Penerapan Standar Operasional Prosedur Administrasi
Pemerintahan.
4. Peraturan Gubernur Nusa Tenggara Timur Nomor 44 Tahun 2020 tentang
Perubahan Atas Peraturan Gubernur Nusa Tenggara Timur Nomor 28 Tahun
2017 tentang Petunjuk Teknis Penyusunan dan Pelaksanaan Standar
Operasional Prosedur Administrasi Pemerintahan di Lingkungan Pemerintah
Provinsi Nusa Tenggara Timur.
Keterkaitan : Peralatan/perlengkapan :
1. SOP Penanganan Surat Keluar. 1. ATK
2. SOP Penanganan Surat Masuk. 2. Komputer.
3. SOP penyusunan laporan bulanan, triwulan,semester di Biro Organisasi. 3. Printer.

4. SOP penyusunan laporan tahunan di Biro Organisasi.

Peringatan :

Pencatatan dan pendataan :

Apabila Standar Operasional Prosedur penyusunan LPPD tidak dipatuhi maka akan
berdampak pada ketidaktepatan waktu penyampaian laporan dan kualitas
datal/informasi dalam LPPD yang tidak valid.

Disimpan dalam bentuk Softcopy dan Hardcopy.




. |Memerintahkan analis perencanaan, evaluasi
dan pelaporan untuk mengumpulkan bahan
penyusunan LPPD dari tiap-tiap bagian dan

mendokumentasikan bahan penyusunan LPPD.

menyerahkan kepada Kasubag.

. |[Mengumpulkan dan menyerahkan bahan| A 4 Disposisi 1 hari Bahan laporan, disposisi,
penyusunan LPPD kepada Kasubag. - bahan penyusunan

. |Mengonsep bahan penyusunan LPPD kemudian Bahan laporan, disposisi, 1 hari LPPD, disposisi
menyerahkan kepada Kabag. ‘ |bahan penyusunan

. |Memeriksa bahan penyusunan LPPD . Jika |LPPD. disposisi, bahan 1jam  |Draf LPPD, disposisi,
setuju menyampaikan kepada kepala biro penyusunan bahan penyusunan
organisasi. Jika tidak setuju mengembalikan
kepada Kasubag untuk diperbaiki -

. |[Memeriksa  draft LPPD. Jika  setuju LPPD, disposisi, bahan 1jam LPPD, disposisi, bahan
menandatangani dan menyerahkan kepadal Tidak |penyusunan penyusunan
Kabag. Jika tidak setuju mengembalikan kepada
Kabag untuk diperbaiki. “

. |Menyerahkan bahan penyusunan LPPD kepadal| LPPD, disposisi, bahan 10 menit |LPPD, disposisi, bahan
Kasubag untuk ditindaklanjuti. penyusunan penyusunan

] FMenyerahk.an LPPD kepada analis perencanaan, LPPD, disposisi, bahan 10 menit |LPPD, disposisi, bahan
evaluasi dan pelaporan untuk ditindaklanjuti. * penyusunan penyusunan

. |Menggandakan, mendistribusikan dan| LPPD, disposisi 1 jam LPPD, bukti dokumentasi




PEMERINTAH PROVINSI NUSA TENGGARA TIMUR

SEKRETARIAT DAERAH
BIRO ORGANISASI

BAGIAN KELEMBAGAAN DAN ANALISIS JABATAN

Nomor SOP ~ Tahun 2021

Tanggal Pembuatan 30 Juli 2018

Tanggal Revisi 23 Agustus 2021

Tanggal Efektif

Disahkan oleh Kepala Biro Organisasi

Setda Provinsi Nusa Tenggara Timur, s

Dra. Flouri Rga Wuisan, M.M.

Pembina Tingkat |
NIP 196606241986022006

Judul SOP Penyelenggaraan Bimtek

Dasar Hukum :

Kualifikasi pelaksana :

1. Peraturan Presiden Nomor 81 Tahun 2010 tentang Grand Design Reformasi
Birokrasi 2010-2025.

2. Peraturan Menteri PAN dan RB Nomor 35 Tahun 2012 tentang Pedoman
Penyusunan dan Penerapan Standar Operasional Prosedur Administrasi
Pemerintahan.

3. Peraturan Gubernur Nusa Tenggara Timur Nomor 44 Tahun 2020 tentang
Perubahan Atas Peraturan Gubernur Nusa Tenggara Timur Nomor 28 Tahun
2017 tentang Petunjuk Teknis Penyusunan dan Pelaksanaan Standar
Operasional Prosedur Administrasi Pemerintahan di Lingkungan Pemerintah
Provinsi Nusa Tenggara Timur.

1. Memiliki pemahaman tentang proses penyelenggaraan Bimtek.
2. Memahami tugas dan fungsi biro organisasi.
3. Pendidikan minimal SLTA.

Keterkaitan :

Peralatan/perlengkapan :

1. SOP penyusunan rencana kegiatan dan anggaran (RKA) di Biro Organisasi.
2. SOP penanganan surat keluar.

3. SOP penanganan surat masuk.

4. SOP Pembuatan TOR dan RAB di Biro Organisasi.

1. ATK

2. Komputer.

3. Telepon/Faximile.

4. Renstra, DPA, TOR, RAB.
5. Printer.

Peringatan :

Pencatatan dan pendataan :

Pengembangan SDM memeriukan upaya yang terarah dan terencana. Sehingga
apabila SOP penyelenggaraan bimtek tidak sesuai prosedur maka pelaksanaan
bimtek tidak dapat berjalan optimal dan output yang dihasilkan tidak berdampak pada
peningkatan kompetensi aparatur.

Data disimpan dalam bentuk Softcopy dan Hardcopy.




:

gaskan kasubag menyiapkan pelaksanaan bimtek.

. |Memerintahkan pejabat pelaksana untuk menyiapkan bahan Disposisi Disposisi
pelaksanaan bimtek dan menyampaikan kepada kasubag.
3. |Menyiapkan bahan pelaksanaan bimtek dan menyampaikan| | Disposisi 1jam [Bahan pelaksanaan
|kepada kasubag. kegiatan bimtek
4. |Menyusun konsep kerangka acauan pelaksanaan bimtek dan Bahan pelaksanaan 2jam |Konsep kerangka
|menyampaikan kepada kabag. kegiatan bimtek acuan pelaksanaan
g
5. {Memeriksa konsep kerangka acuan pelaksanaan bimtek. Apabila 4 Konsep kerangka 30 menit |Draf kerangka acuan
setuju menyampaikan kepada kepala biro organisasi dan apabila acuan pelaksanaan pelaksanaan bimtek
tidak setuju mengembalikan kepada kasubag untuk memperbaiki. bimtek
Ya
6. |[Memeriksa draf kerangka acuan pelaksanaan bimtek. Apabila I Draf kerangka acuan | 30 menit |Draf Kerangka acuan
setuju menyampaikan kepada kabag untuk rapat persiapan|| Tidak |pelaksanaan bimtek pelaksanaan bimtek,
Ipelaksanaan bimtek dan apabila tidak setuju mengembalikan disposisi
kepada kabag untuk diperbaiki. _Ya
7. |Rapat persiapan penyelenggaraan Bimtek dan menugaskan Draf Kerangka acuan 1jam |Draf Kerangka acuan
Kasubag menyempurnakan kerangka acuan pelaksanaan Bimtek. t‘_’t:- pelaksanaan bimtek, |pelaksanaan bimtek,
disposisi notulen rapat
8. |Menyempurnakan draf kerangka acuan pelaksanaan bimtek dan| Y Draf Kerangka acuan 2jam |Draf Kerangka acuan
menyampaikan kepada Kepala Bagian. pelaksanaan bimtek, pelaksanaan bimtek,
notulen rapat notulen rapat
9. |[Memeriksa hasil penyempurnaan Draf kerangka aeuanl 8 Draf Kerangka acuan 1jam |Draf Kerangka acuan
penyelenggaraan bimtek. Apabila setuju menyampaikan kepada pelaksanaan bimtek, pelaksanaan bimtek,
Karo. Apabila tidak setuju dikembalikan kepada kasubag untuk notulen rapat notulen rapat
memperbaiki. Ya
10 |Memeriksa draf penyempurnaan kerangka acuan pelaksanaan Draf Kerangka acuan | 30 menit |Kerangka acuan
Bimtek. Apabila setuju, menandatangani dan menugaskan kabagl Tidak 4 pelaksanaan bimtek, pelaksanaan bimtek,
untuk melaksanakan bimtek. Apabila tidak setuju dikembalikan notulen rapat disposisi
kepada kabag untuk diperbaiki. Ya
11 |[Memberikan arahan dan menugaskan kasubag untuk Kerangka acuan 10 menit |Kerangka acuan
menyelenggarakan bimbingan teknis (Bimtek). pelaksanaan bimtek, pelaksanaan bimtek,
disposisi disposisi
12 |Melaksanakan kegiatan bimbingan teknis dan menugaskan pejabat Kerangka acuan 3 Hari |Dokumentasi dan
pelaksana untuk menindaklanjuti hasil bimtek. EE T ] |petaksanaan bimiek, notulensi hasil
disposisi kegiatan bimtek.
13 [Menindaklanjuti hasil kegiatan bimtek, menyusun laporan hasil Dokumentasi dan SHari |Dokumen laporan
kegiatan dan mengarsipkan. notulensi hasil bimbingan teknis,
kegiatan bukti dokumentasi




PEMERINTAH PROVINSI NUSA TENGGARA TIMUR

SEKRETARIAT DAERAH
BIRO ORGANISASI

BAGIAN KELEMBAGAAN DAN ANALISIS JABATAN

Nomor SOP ~Tahun 2021
Tanggal Pembuatan 30 Juli 2018
Tanggal Revisi 23 Agustus 2021
Tanggal Efektif
Disahkan oleh Kepala Biro Organisasi
Setda Provinsi Nusa Tenggara Timur, me-
Dra. Flouri R§a Wuisan, M.M.
Pembina Tingkat |
NIP 196606241986022006
Judul SOP Pelaksanaan Monitoring dan Evaluasi

Dasar Hukum :

Kualifikasi pelaksana :

1. Peraturan Presiden Nomor 81 Tahun 2010 tentang Grand Design Reformasi
Birokrasi 2010-2025.

2. Peraturan Menteri PAN dan RB Nomor 35 Tahun 2012 tentang Pedoman
Penyusunan dan Penerapan Standar Operasional Prosedur Administrasi
Pemerintahan

3. Peraturan Gubernur Nomor 80 Tahun 2019 tentang Pedoman Tata Naskah
Dinas di Lingkungan Pemerintah bProvinsi Nusa Tenggara Timur

4. Peraturan Gubernur Nusa Tenggara Timur Nomor 44 Tahun 2020 tentang
Perubahan Atas Peraturan Gubernur Nusa Tenggara Timur Nomor 28 Tahun
2017 tentang Petunjuk Teknis Penyusunan dan Pelaksanaan Standar
Operasional Prosedur Administrasi Pemerintahan di Lingkungan Pemerintah
Provinsi Nusa Tenggara Timur.

1. Pendidikan minimal SLTA
2. Memahami instrumen monitoring dan evaluasi
3. Memahami tata naskah dinas

Keterkaitan : Peralatan/perlengkapan :
1. SOP Penanganan Surat Keluar 1. ATK
2. SOP Pembuatan laporan Monitoring dan Evaluasi 2. Komputer
3. SOP pencairan dana kegiatan di Biro Organisasi 3. Telepon/Faximile
4. SOP Penanganan surat masuk 4. Printer

Peringitan :

Pencatatan dan pendataan :

Apabila melaksanakan Monitoring dan Evaluasi tidak sesuai prosedur akan
berdampak pada kualitas data yang diperoleh.

Data disimpan dalam bentuk Softcopy dan Hardcopy




Mutu Baku

No.| p Kegiatan Kepala | Pejabat | Kepala Biro ke
Sub.Bagian | pelaksana | Organisasi et : v
Tk L 52 ; 2 = 5 "6 S ] AL 8 < )

1. |Menugaskan Kasubag untuk mempersiapkan Agenda Kerja 15 menit  |disposisi
draf instrumen monitoring dan evaluasi.

2. |Memerintahkan pejabat pelaksana untuk disposisi 15 menit |disposisi
mengumpulkan bahan penyusunan instrumen
monitoring dan evaluasi.

3. |Mengumpulkan dan menyerahkan bahan A disposisi 1jam bahan penyusunan
penyusunan instrumen monitoring dan evaluasi @ Instrumen monitoring dan
kepada Kasubag. — evaluasi,disposisi.

4. |Mengonsep instrumen monitoring dan evaluasi bahan penyusunan 2 jam Konsep Instrumen
kemudian menyerahkan kepada Kabag. Instrumen monitoring dan monitoring dan evaluasi,

evaluasi,disposisi. disposisi.

5. |Memeriksa konsep instrumen monitoring dan Konsep Instrumen 1 jam Draf Instrumen
evaluasi. Jika setuju menyampaikan kepada Tidak monitoring dan evaluasi, monitoring dan evaluasi,
kepala biro organisasi. Jika tidak setuju disposisi. disposisi.
mengembalikan kepada Kasubag untuk
diperbaiki Ya

6. |Memeriksa draft instrumen monitoring dan Draf Instrumen monitoring 1jam Instrumen monitoring dan
evaluasi. Jika setuju memerintahkan kepada Tidak dan evaluasi, disposisi. evaluasi, disposisi.
Kabag untuk melaksanakan monitoring dan
evaluasi. Jika tidak setuju mengembalikan
kepada Kabag untuk diperbaiki. Ya

7. |Memberi petunjuk kepada kasubag untuk Instrumen monitoring dan 30 menit |Instrumen monitoring dan
melaksanakan monitoring dan evaluasi. evaluasi,surat tugas, evaluasi,surat tugas,

disposisi. SPPD, disposisi.

8 |Melaksanakan monitoring dan evaluasi. Instrumen monitoring dan 3 hari Melaksanakan Monitoring

evaluasi,surat tugas, dan Evaluasi
SPPD, disposisi.

—r—




Nomeor SOP Tahun 2021 T T
Tanggal Pembuatan 30 Juli 2018
Tanggal Revisi 23 Agustus 2021

Tanggal Efektif

Disahkan oleh Kepala Biro Organisasi
Setda Provinsi Nusa Tenggara Timur,se.
%—.
PEMERINTAH PROVINSI NUSA TENGGARA TIMUR Dra Flouri Rita Wuisan, M.M.
SEKRETARIAT DAERAH Pembtina Tingkat |
BIRO ORGANISASI NIP 18660624 1986022006
BAGIAN KELEMBAGAAN DAN ANALISIS JABATAN Judul SOP Pembuatan Laporan Monitoring dan Evaluasi

Pasar Hukum ;

Kualifikasi pelaksana :

1. Peraturan Presiden Nomor 81 Tahun 2010 tentang Grand Design Reformasi
Birokrasi 2010-2025.

2. Peraturan Menteri PAN dan RB Nomor 35 Tahun 2012 tentang Pedoman
Penyusunan dan Penerapan Standar Operasional Prosedur Administrasi
Pemerintahan.

3. Peraturan Gubernur Nusa Tenggara Timur Nomor 80 Tahun 2019 tentang
Pedoman Tata Naskah Dinas di Lingkungan Pemerintah Provinsi Nusa
Tenggara Timur.

4, Peraturan Gubernur Nusa Tenggara Timur Nomor 44 Tahun 2020 tentang
Perubahan Atas Peraturan Gubernur Nusa Tenggara Timur Nomor 28 Tahun
2017 tentang Petunjuk Teknis Penyusunan dan Pelaksanaan Standar
Operasional Prosedur Administrasi Pemerintahan di Lingkungan Pemerintah
Provinsi Nusa Tenggara Timur.

1. Pendidikan minimal SLTA.
2. Memahami sistematika penyusunan laporan.
3. Memahami tata naskah dinas.

Keterkaitan :

Peralatan/perlengkapan :

1. SOP Penanganan Surat Keluar.
2. SOP Penanganan Surat Masuk.
3. SOP Melaksanakan Monitoring dan Evaluasi.

1. ATK.
2. Komputer.
3. Printer.

Peringatan :

Pencatatan dan pendataan :

Apabila Pembuatan faporan Monitoring dan Evaluasi tidak sesuai prosedur akan
berdampak pada keterlambatan pelaporan dan kualitas faporan.

Data disimpan dalam bentuk Soffcopy dan Hardcopy.




konsep laporan monitoring dan evaluasi.

2. [Memerintahkan pejabat pelaksana  untuk | Disposisi 15menit |Disposisi
mengumpulkan bahan hasil monitoring danﬂ
evaluasi.

3. |Mengumpulkan dan menyerahkan bahan FDISpOSISI 1 hari Bahan hasil monitoring
monitoring dan evaluasi kepada Kasubag. dan evaluasi, disposisi

4. |Mengonsep laporan monitoring dan evaluasi Bahan hasil monitoring 1 hari Konsep laporan
kemudian menyerahkan kepada Kabag. dan evaluasi, disposisi monitoring dan evaluasi,

disposisi

5. |Memeriksa konsep laporan monitoring dan Konsep laporan 1jam  |Draf laporan monitoring
evaluasi. Jika setuju menyampaikan kepada Tidsk |monitoring dan evaluasi, dan evaluasi, disposisi
kepala biro organisasi. Jika tidak setuju disposisi
mengembalikan kepada Kasubag untuk
diperbaiki. Ya

6. |[Memeriksa draft laporan monitoring dan Draf laporan monitoring 1jam Laporan monitoring dan
evaluasi. Jika setuju menandatangani dan| Tidak dan evaluasi evaluasi, disposisi
menyerahkan kepada Kabag. Jika tidak setujul
mengembalikan kepada Kabag untuk diperbaiki. Ya

7. |Menyerahkan laporan monitoring dan evaluasi| Laporan monitoring dan 10 menit |Laporan monitoring dan
kepada Kasubag untuk ditindklanjuti. evaluasi, disposisi evaluasi, disposisi

8. |Menyerahkan laporan monitoring dan evaluasi| y Laporan monitoring dan 10 menit |Laporan monitoring dan
kepada pejabat pelaksana untuk ditindaklanjuti. — evaluasi, disposisi evaluasi, disposisi

9. |Menggandakan, mendistribusikan dan Laporan monitoring dan 1 jam Laporan monitoring dan
mendokumentasikan laporan monitoring dan evaluasi, disposisi evaluasi, bukti
evaluasi. ' dokumentasi




Nomor SOP Tahun 2021
Tanggal Pembuatan 30 Juli 2018
Tanggal Revisi 23 Agustus 2021

Tanggal Efektif

Disahkan oleh Kepala Biro Organisasi

PEMERINTAH PROVINSI NUSA TENGGARA TIMUR
SEKRETARIAT DAERAH
BIRO ORGANISASI
BAGIAN KELEMBAGAAN DAN ANALISIS JABATAN

Dasar Hukum :

Setda Provinsi Nusa Tenggara Timur,m«

%‘
Dra. Flouri Rita Wuisan, M.M.

Pembina Tingkat |
NIP 196606241986022006

—
Kualifikasi pelaksana :

Judul SOP Layanan Informasi

1. Undang-Undang RI Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi

Informasi Publik.

Undang-Undang RI Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan

transaksi Elektronik.

Peraturan Presiden Nomor 81 Tahun 2010 tentang Grand Design
Reformasi Birokrasi 2010-2025.

Peraturan Menteri PAN dan RB Nomor 35 Tahun 2012 tentang Pedoman
Penyusunan dan Penerapan Standar Operasional Prosedur Administrasi
Pemerintahan.

Peraturan Gubernur Nusa Tenggara Timur Nomor 44 Tahun 2020 tentang
Perubahan Atas Peraturan Gubernur Nusa Tenggara Timur Nomor 28
Tahun 2017 tentang Petunjuk Teknis Penyusunan dan Pelaksanaan
Standar Operasional Prosedur Administrasi Pemerintahan di Lingkungan
Pemerintah Provinsi Nusa Tenggara Timur.

2.

1. Pendidikan minimal SLTA.
2. Menguasai Tata Naskah Dinas.
3. Menguasai tugas dan fungsi biro organisasi.

Keterkaitan :

Peralatan/Perlengkapan :

1. SOP Penanganan Surat Masuk.
2. SOP Penanganan Surat keluar.

1. ATK.

2. Komputer dan Printer.
3. Telepon / Faximili.

4. Meja dan Kursi.

Peringatan :

Pencatatan dan Pendataan :

Apabila layanan informasi tidak sesuai prosedur maka akan

Disimpan sebagai data elektronik dan manual.

mempengaruhi kualitas informasi yang diperoleh.




Pelaksana Mutu Baku
Kepala Bagian
No. Tahap Kagiatan Pengadministrasi g Kelembagaan Kepala Biro Keterangan
Bagian Tata g i Kelengkapan Waktu Output
Umum 2 dan Analisis Organisasi
Usaha Biro
Jabatan

1. |Menerima permohonan informasi dari pemohon baik Surat 10 menit  |Formulir
secara tertulis/lisan,mengisi formulir permintaan permohonan, permintaan
informasi, melampirkan KTP pemohon/identitas lain KTP/identitas informasi
yang sah, dan mengarahkan pemohon kepada lain yang sah
kasubag.

2. |Pemohon membawa formulir permintaan informasi Formulir 30 menit |Data dan
kepada kasubag yang dituju, kasubag wajib |permintaan Informasi sesuai
menelaah informasi yang diminta dan memberikan informasi permintaan
layanan informasi yang dibutuhkan. Jika informasi E— pemohon
yang diminta masuk dalam kategori yang
dikecualikan maka menyampaikan alasan sesuai
ketentuan peraturan perundang-undangan yang
berlaku dan menandatangani formulir permintaan
informasi.

3. |Pemohon membawa formulir permintaan informasi Data dan 30 menit |Data dan
kepada kabag yang dituju, kabag wajib menelaah Informasi sesuai Informasi sesuai
informasi yang diminta dan memberikan layanan permintaan permintaan
linformasi yang dibutuhkan. Jika informasi yang pemohon pemohon
diminta masuk dalam kategori yang dikecualikan
maka menyampaikan alasan sesuai ketentuan
peraturan perundang-undangan yang berlaku dan
menandatangani formulir permintaan informasi.

4. |Pemohon membawa formulir permintaan informasi Data dan 30 menit |Data dan
kepada kepala biro dan kepala biro wajib menelaah Informasi sesuai Informasi sesuai
informasi yang diminta dan memberikan layanan permintaan permintaan
informasi yang dibutuhkan. Jika informasi yang pemohon pemohon
diminta masuk dalam kategori yang dikecualikan
maka menyampaikan alasan sesuai ketentuan
peraturan perundang-undangan yang berlaku dan
menandatangani formulir permintaan informasi. —

5. |Formulir permintaan informasi dikembalikan oleh Data dan 10 menit |Data dan
pemohon kepada pengadministrasi umum sekaligus Informasi sesuai Informasi sesuai
pemohon mengambil KTP/Kartu identitas lain yang permintaan permintaan
sah. pemohon pemohon




PEMERINTAH PROVINSI NUSA TENGGARA TIMUR
SEKRETARIAT DAERAH
BIRO ORGANISASI
BAGIAN KELEMBAGAAN DAN ANALISIS JABATAN

Dasar Hukum :

Nomor SOP Tahun 2021
Tanggal Pembuatan 23 Agustus 2021
Tanggal Revisi
Tanggal Efektif
Disahkan oleh Kepala Biro Organisasi
Setda Provinsi Nusa Tenggara Timurac.«
ac ?i
Dra. Flouri Rita m
Pembina Tingkat |
NIP 19660624 1986022006

Judul SOP AP Layanan Konsultasi

Kualifikasi pelaksana :

1. Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 Tentang Keterbukaan Data dan Informasi

publik;

2. Peraturan Presiden Nomor 81 Tahun 2010 tentang Grand Design

Reformasi Birokrasi 2010 - 2025

3. Peraturan Meneteri PAN dan RB Nomor 35 Tahun 2012 tentang Pedoman
Penyusunan dan Penerapan Standar Operasional Prosedur Administrasi
Pemerintahan
Peraturan Gubernur Nusa Tenggara Timur Nomor 1 Tahun 2013 Tentang Tata Kerja
Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi di Lingkungan Pemerintah Provinsi Nusa
Tenaaara Timur;

- Peraturan Gubernur Nusa Tenggara Timur Nomor 44 Tahun 2020 Tentang Perubahan
Atas Peraturan Gubernur Nusa Tenggara Timur Nomor 28 Tahun 2017 tentang Petunjuk
Teknis Penyusunan dan Pelaksanaan Standar Operasional Prosedur Administrasi
Pemerintahan di Lingkungan Pemerintah Provinsi Nusa Tenggara Timur.

5. Keputusan Gubernur Nomor 35/KEP/HK/2013 tentang Pejabat Pengelola Informasi dan
Dokumentasi di Lingkungan Pemerintah Provinsi Nusa Tenggara Timur.

1. Pendidikan minimal adalah D-4 / S-1;
2. Menguasai tugas pokok Biro Organisasi;

Keterkaitan : Peralatan/Perlengkapan :
1. SOP Penanganan Surat Masuk 1. ATK;
2. SOP Penanganan Surat Keluar 2. Komputer;
3. SOP Pengarsipan dokumen 3. Telepon / Faximili;
4. Email;

5. Jaringan Wifi

Peringatan :

Pencatatan dan Pendataan :

Arahan dan petunjuk yang diberikan agar memperhatikan regulasi yang ada.

Diarsipkan sebagai arsip manual dan arsip elektronik
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1. |Menerima Pengguna Layanan, mengarahkan untuk Buku Tamu 5 menit
mengisi buku tamu dan menyampaikan maksud konsultasi
konsultasi, meminta surat tugas dan apabila perlu
meminta menunjukan KTP/identitas diri lainnya
yang sah. selanjutnya menyampaikan maksud
konsultasi kepada Kepala Biro.
2. [Menunjuk pejabat dan mengarahkan secara informasi maksud |10 menit  |Arahan Kepala Biro |pendelegasian
berjenjang untuk melayani konsultasi konsultasi sesuai
keberadaan
pejabat di kantor
dan tingkat
kerumitan hal
yang
dikonsultasikan
3. |Mengarahkan Pengguna Layanan kepada Pejabat Arahan Kepala Biro |5 menit pengguna layanan
yang ditunjuk memberikan layanan konsultasi bertemu pejabat
yang ditunjuk
4. |Memberikan petunjuk/konseling sesuai arahan Petunjuk /Konseling |sesuai Hasil Petunjuk
peraturan perundang-undangan yang ada kebutuhan |/Konseling




PEMERINTAH PROVINSI NUSA TENGGARA TIMUR
SEKRETARIAT DAERAH
BIRO ORGANISASI

BAGIAN KELEMBAGAAN DAN ANALISIS JABATAN

Dasar Hukum :

Nomor SOP

Tahun 2021

23 Agustus 2021

Tanggal Pembuatar
Tanggal Revisi

Tanggal Efektif

Disahkan oleh Kepala Biro Oraanisasi
Setda Provinsi Nusa Tenggara Timur,ocz -
Dra. Flouri Rita Wuisan, M.M.
Pembina Tingkat |
NIP 196606241986022006
Judul SOP AP

Layanan Penyediaan Narasumber

|Kualifikasi pelaksana :

1. Peraturan Presiden Nomor 81 Tahunn 2010 tentang Grand Design Reformasi Birokral1. Pendidikan minimal Narasumber adalah S-1;

Design Reformasi Birokrasi 2010 - 2025

2. Peraturan Menteri PAN dan RB Nomor 35 Tahun 2012 tentang Pedoman Penyusunal

dan Penerapan Standar Operasional Prosedur Administrasi Pemerintahan
3. Peraturan Daerah Provinsi Nusa Tenggara Timur Nomor 9 Tahun 2016 tentang
Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Provinsi Nusa Tenggara Timur

sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Provinsi Nusa Tenggara Timur

Nomor 1 Tahun 2019 tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Provinsi Nusa
Tenggara Timur Nomor 9 Tahun 2006 tentang Pembentukan dan Susunan

4. Peraturan Gubernur Nusa Tenggara Timur Nomor 54 Tahun 2020 tentang
Perubahan Atas Peraturan Gubernur Nusa Tenggara Timur Nomor 54 Tahun 2019
Tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas Dan Fungsi Serta Tata Kerja
Sekretariat Daerah Provinsi Nusa Tenggara Timur.

5. Peraturan Gubernur Nusa Tenggara Timur Nomor 44 Tahun 2020 Tentang
Perubahan Atas Peraturan Gubernur Nusa Tenggara Timur Nomor 28 Tahun 2017
tentang Petunjuk Teknis Penyusunan dan Pelaksanaan Standar Opersional
Prosedur Administrasi Pemerintahan di Lingkungan Pemerintah Provinsi Nusa
Tenggara Timur.

2. Menguasai tugas pokok Biro Organisasi;

Keterkaitan : Peralatan/Perlengkapan :
1. SOP Penanganan Surat Masuk 1. ATK;
2. SOP Penanganan Surat Keluar 2. Komputer;

4. Email;

3. Telepon / Faximili;

Peringatan :

Pencatatan dan Pendataan :

Waktu pelaksanaaan kegiatan agar dikoordinasikan dan disepakati oleh kedua belah
pihak untuk meniamin kelancaran keaiatan.

manual

Surat Permohonan Narasumber dan Surat Penugasan Narasumber disimpan sebagai arsip

———



LiFA alelil et
enerima Surat Permohonan Narasumber,

Gl Bl RS
Surat Permohonan

Buku Agenda TerkaitSOP
mengagenda surat, melampirkan lembar Surat, Surat yang dilampiri Penanganan
disposisi dan meneruskan kepada Kepala Permohonan, lembar disposisi Surat Masuk
Biro Organisasi Lembar Disposisi
Mendiposisi Surat Permohonan Kepada Surat Permohonan |15 menit |Surat Permohonan
Kepala Bagian untuk mengusulkan pejabat yang dilampiri dengan disposisi
yang berkompeten lembar disposisi Karo
Mendisposisi Surat Permohonan kepada Surat Permohonan |15 menit |Surat Permohonan
kasubag yang berisi informasi pejabat yang ﬁ dengan disposisi dengan disposisi
diusulkan untuk menjadi narasumber dan Karo Karo dan disposisi
perintah untuk menyiapkan materi dan Surat Kabag
Tugas
Melakukan koordinasi terkait pelaksanaan Surat Permohonan | 180 menit [Konsep Surat Terkait SOP
kegiatan dengan instansi pemohon dengan disposisi Tugas dan Konsep |Penerbitan
narasumber, membuat konsep surat tugas # Karo dan disposisi Materi Paparan Surat Tugas
dan menyiapkan materi paparan \ Kabag
Mengoreksi konsep materi paparan dan 4 Konsep Surat 15 menit |Konsep Surat
konsep surat tugas S Tidak Tugas dan Konsep Tugas dan Konsep

Materi Paparan Materi Paparan
Mengoreksi konsep materi paparan, e Konsep Surat 15 menit |Surat Tugas dan
menandatangani surat tugas dan Tugas dan Konsep Materi Paparan
memerintahkan pejabat yang ditunjuk untuk Materi Paparan
melaksanakan tugas sebagai narasumber
Melaksanakan tugas sebagai narasumber Surat Tugas dan sesuai |Laporan Hasil
dan melaporkan hasil pelaksanaan tugas IMaten' Paparan Surat |Pelaksanaan Tugas
kepada pimpinan. Tugas |sebagai

Narasumber




PEMERINTAH PROVINSI NUSA TENGGARA TIMUR
SEKRETARIAT DAERAH
BIRO ORGANISASI

Nomor SOP Tahun 2021
Tanggal Pembuatan 23 Agustus 2021
Tanggal Revisi
Tanggal Pengesahan
Disahkan oleh Kepala Biro Organisasi

Setda Provinsi Nusa Tenggara Timurme—

Lb‘
Dra. Flouri Rita Wuisan, M.M.
Pembina Tingkat I
NIP 196606241986022006

Judul SOP Pelaksanaan Audit Internal Sertifikasi ISO 9001:2015

Dasar Hukum :

Kualifikasi Pelaksana :

1. Peraturan Pemerintah Nomor 79 Tahun 2005 tentang Pedoman Pembinaan dan Pengawasan
Pemerintahan Daerah

2. Peraturan Presiden Nomor 81 Tahun 2010 tentang Grand Design Reformasi Birokrasi 2010-

3. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 35
Tahun 2012 tentang Pedoman Penyusunan dan Penerapan Standar Operasional Prosedur

Administrasi Pemerintahan
4. Peraturan Daerah Nomor | Tahun 2019 tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Nomor 9

Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Provinsi NTT

5. Peraturan Gubernur Nomor 44 Tahun 2020 tentang perubahan Atas Peraturan Gubernur
Nusa Tenggara Timur Nomor 28 Tahun 2017 tentang Petunjuk Teknis Penyusunan dan
Pelaksanaan Standar Operasional Prosedur Administrasi Pemerintahan di Lingkungan
Pemerintah Provinsi Nusa Tenggara Timur.

1. Pendidikan minimal S1
2. Memahami sistematika penyusunan notulen
3. Memahami tata naskah dinas

Keterkaitan :

Peralatan/perlengkapan :

1. SOP Penanganan Surat Keluar
2. SOP Penanganan Surat Masuk

3. SOP Pengarsipan Dokumen / Naskah Dinas
4 SOP Rapat Tinjauan Manjemen

1. ATK
2. Komputer

3. Printer

Peringatan :

Pencatatan dan pendataan :

Apabila SOP Audit Internal Sertifikasi ISO 9001:2015 tidak dilaksanakan sesuai tahapan maka
lakan berdampak pada Hasil Sertifikasi ISO 9001:2015

Disimpan dalam Softcopy dan Hardcopy




Menugaskan Kepala Kepala Bagian untuk

isposis 7

Mempersiapkan Audit Internal Sertifikasi ISO
9001:2015
2. |Memerintahkan kepada Kasubag Tata Usaha untuk ' Disposisi 15 menit  |Disposisi
mempersiapkan Rapat Persiapan Audit Internal
Sertifikasi ISO 9001:2015
3. |Melaksanakan Rapat Persiapan Audit Internal Disposisi 1Jam  |Pembagian Tugas
Sertifikasi ISO 9001:2015 I I_
4. |Menyusun Program Audit Internal Sertifikasi [SO Pembagian Tugas 3 Jam Program Audit
9001:2015 dan menyampaiakn kepada Lead Auditor Internal
5. |Membuat Jadwal dan Daftar Periksa Audit (Check Program Audit 3 Jam Jadwal dan Daftar
List) Sertifikasi Internal ISO 9001:2019 ] | Internal Periksa Audit
6. |Pembukaan Audit Sertifikasi ISO 9001:2015 dengan Jadwal dan Daftar 1 Jam Jadwal dan Daftar
menyampaikan agenda pelaksanaan Audit Sertifikasi ‘ - |Periksa Audit Periksa Audit
ISO pada masing-masing Bagian ‘ ; I :[ ! |
7. |Audit Sertifikasi sesuai jadwal dan lingkup yang 7 p Jadwal dan Daftar 1 Hari Hasil Audit
telah ditetapkan i : Periksa Audit Sementara
8. |Rapat Auditor yang dipimpin oleh Lead Auditor Hasil Audit 2 Jam Hasil Audit
dengan agenda penyampaian temuan oleh masing- e :- Sementara
masing Auditor dan Perumusan Hasil AUDIT —
9. |Penutupan Audit Sertifikasi ISO 9001:2015 dengan Hasil Audit 3 Jam Hasil Audit, Berita
agenda pemaparan hasil temuan Audit Sertifikasi T l I] Acara Tindak
1SO 9001:2015 1 Lanjut Hasil Audit
10. [Penyusunan Laporan Audit Internal ISO 9001:2015 Hasil Audit, Berita 1 Hari Laporan Audit
beserta tindaklanjutnya yang telah ditandatangani Acara Tindak Internal ISO
oleh auditor dan auditee dan menyerahkan kepada | I Lanjut Hasil Audit 9001:2015
Tim ISO y
11. [Mengarsipkan dan menyampaikan Laporan Laporan Laporan Audit 5 menit Laporan Audit Tindak Lanjut
Audit Internal ISO 9001:2015 Kepada Kepala Biro Internal ISO Internal ISO dengan SOP
9001:2015 9001:2015 Rapat
Tinjauan
Manajemen v




Nomor SOP Tahun 2021
Tanggal Pembuatan 23 Agustus 2021
Tanggal Revisi
Tanggal Pengesahan
Disahkan oleh Kepala Biro Organisasi fwe-
Setda Provinsi NTT,
PEMERINTAH PROVINSI NUSA TENGGARA TIMUR 5
SEKRETARIAT DAERAH Dra. Flouri Rita Wuisan, M.M.
BIRO ORGANISASI Pembina Tingkat I
NIP 196606241986022006
Judul SOP Pelaksanaan Rapat Tinjauan Managemen
(Dasar Hukum : Kualifikasi Pelaksana :

1. Peraturan Pemerintah Nomor 79 Tahun 2005 tentang Pedoman Pembinaan dan Pengawasan
Pemerintahan Daerah

Peraturan Presiden Nomor 81 Tahun 2010 tentang Grand Design Reformasi Birokrasi 2010-
Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 35 Tahun

2012 tentang Pedoman Penyusunan dan Penerapan Standar Operasional Prosedur Administrasi
4. Peraturan Daerah Nomor 1 Tahun 2019 tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Nomor 9
Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Provinsi NTT
5. Peraturan Gubernur Nomor 44 Tahun 2020 tentang perubahan Atas Peraturan Gubernur Nusa
Tenggara Timur Nomor 28 Tahun 2017 tentang Petunjuk Teknis Penyusunan dan Pelaksanaan
Standar Operasional Prosedur Administrasi Pemerintahan di Lingkungan Pemerintah Provinsi
Nusa Teneeara Timur

sl

1. Pendidikan minimal S1
2. Memahami sistematika penyusunan notulen
3. Memahami tata naskah dinas

Keterkaitan : Peralatan/perlengkapan :
1. SOP Penanganan Surat Keluar 1. ATK

2. SOP Penanganan Surat Masuk 2. Komputer

3. SOP Pengarsipan Dokumen / Naskah Dinas 3. Printer

Peringatan :

Pencatatan dan pendataan :

Apabila SOP Rapat Tinjauan Manajemen tidak dilaksanakan maka Sistem manajemen Mutu di
Biro O jspad fidak hortal el

Disimpan dalam Softcopv dan Hardcoov




§ Menugaskan Kepala Kepala Bagian untuk

mempersiapkan Rapat Tinjauan Manajemen

Agenda Kerja

15 menit

Disposisi

2. |Memerintahkan kepada Kasubag Tata Usaha Disposisi 15 menit |Disposisi
untuk mempersiapkan Rapat Tinjauan
Manajemen
3. |Memerintahkan Pejabat Fungsional Umum , Disposisi 15 menit |Disposisi
Untuk mempersiapkan Undangan, Ruang Rapat, -
Materi Rapat, Daftar hadir, LCD dan Snack
4, |Mempersiapkan Undangan, Ruang Rapat, i Disposisi 1jam |Undangan,
Materi Rapat, Daftar hadir, LCD dan Snack, - Materi, Jadwal
menyampaikan undangan kepada peserta rapat dan agenda
dan menginformasikan kesiapan rapat Tinjauan Rapat
Manajemen kepada Kasubag Tata Usaha
5. |Melaporkan kesiapan pelaksanaan rapat Materi, Jadwal | 15 menit |Materi, Jadwal
Tinjauan Manajemen Kepada Kepala Bagian dan agenda dan agenda
6. |Menyampaikan kesiapan rapat Tinjauan Materi, Jadwal | 15 menit |Materi, Jadwal
Manajemen kepada Kepala Biro l dan agenda dan agenda
7. |Memerintahkan untuk melaksanakan rapat - Materi, Jadwal | 15 menit |Materi, Jadwal
[sesuai jadwal yang telah ditentukan dan agenda dan agenda
8. |Melaksanakan Rapat Tinjauan Manajemen Materi 2 Jam |Notulen
e e e |
fungsional yang dipimpin oleh Kepala Biro
Organisasi, Notulis mencatat seluruh
pembahasan dalam rapat dan menyampaikan
Notulen kepada Kasubag Tata Usaha
9. |Menyusun Konsep Rencana Tindak Lanjut dan & Notulen 2Jam |Draft Rencana
menyampaikan kepada Kepala Bagian Tindak Lanjut
Kelembagaan dan Analisis Jabatan untuk ’ Tinjauan
dikoreksi Manajemen
10. |Mengoreksi konsep Rencana Tindak Lanjut jika Draft Rencana | 20 menit |Draft Rencana
setuju memaraf dan menyampaiakan kepada Tindak Lanjut Tindak Lanjut
Kepala Biro untuk ditandatangani, Jika tidak Tinjauan Tinjauan
mengembalikan kepada kasubag Tata Usaha Manajemen Manajemen

untuk diperbaiki




11. [Mengoreksi konsep Rencana Tindak lanjut jika Draft Rencana 5 menit |Rencana Tindak
setuju menandatangani dan menyerahkan Tindak Lanjut Lanjut Tinjauan
kepada Kepala Bagian kelembagaan dan Tinjauan Manajemen
Analisa jabatan untuk ditindaklanjuti, Jika tidak Manajemen
mengembalikan kepada kepala Bagian
Kelembagaan dan Analisa Jabatan untuk

12. IMemerintahkan Kasubag TU untuk Rencana Tindak| 5 menit |Rencana Tindak
menginformasikan Rencana Tindak Lanjut Lanjut Tinjauan Lanjut Tinjauan
Tinjauaan Manajemen kepada Seluruh Pejabat Manajemen Manajemen
Struktural dan Pejabat Fungsional di Biro
Oreganisasi

13. [Menginformasikan Rencana Tindak Lanjut Rencana Tindak | 20 menit |Rencana Tindak |terkait SOP
Tinjauaan Manajemen kepada Seluruh Pejabat Lanjut Tinjauan Lanjut Tinjauan |Pengarsipan
Struktural dan Pejabat Fungsional di Biro Manajemen Manajemen Dokumen dan
Organisasi, mendokumentasikan dan Naskah Dinas

mengarsipkan




Nomor SOP Tahun 2021

Tanggal Pembuatan 23 Agustus 2021

Tanggal Revisi

Tang_gal Efektif

Disahkan oleh Kepala Biro Organisasi
Setda Provinsi Nusa Tenggara Timur, dwe-

PEMERINTAH PROVINSI NUSA TENGGARA TIMUR

SEKRETARIAT DAERAH <
BIRO ORGANISASI Dra. Flouri*Rita Wuisan, M.M.
BAGIAN KELEMBAGAAN DAN ANALISIS JABATAN Pembina Tingkat |
NIP 19606241986022006
Judul SOP Pengarsipan Dokumen / Naskah Dinas
Dasar Hukum : Kualifikasi p?laksana .
1. Peraturan Presiden Nomor 81 tahun 2010 tentang Grand Design Reformasi| 1. Pendidikan minimal SLTA.
Birokrasi 2010-2025. 2. Menguasai Tata Naskah Dinas.

2. Peraturan Menteri PAN dan RB Nomor 35 Tahun 2012 tentang Pedoman
Penyusunan dan Penerapan Standar Operasional Prosedur Administrasi
Pemerintahan.

3. Peraturan Gubernur NTT Nomor 80 Tahun 2019 tentang Tata Naskah
Dinas di Lingkungan Pemerintah Provinsi Nusa Tenggara Timur.

Timur.

4. Peraturan Gubernur Nusa Tenggara Timur Nomor 44 Tahun 2020 tentang
Perubahan atas Peraturan Gubernur Nusa Tenggara Timur Nomor 28 Tahun 2017
tentang Petunjuk Teknis Penyusunan dan Pelaksanaan Standar Operasional
Prosedur Administrasi Pemerintahan di Lingkungan Pemerintah Provinsi NTT.

Keterkaitan : Peralatan/Perlengkapan :

SOP Penanganan Surat Masuk. 1. Alat Tulis Kantor.

SOP Penanganan Surat Keluar. 2. Buku Agenda Surat Masuk dan Surat Keluar
Peringatan : Pencatatan dan Pendataan :

Apabila Pengarsipan Dokumen / Naskah Dinas tidak dilaksanakan akan 1. Pada agenda Surat Masuk dan Surat Keluar.

berdampak penelusuran Dokumen / Naskah Dinas 2. Disimpan sebagai data manual.




Pelaksana Mutu Baku
! Kegiata ini
No. Tahap Kegiatan Kasubag TU Penga:Jdnr:::::strasi Kelengkapan Waktu Output Keterangan
1 2 3 4 5 6 (4 8
1 |Memerintahkan Pengadministrasi Dokumen / Naskah 10 menit  |Dokumen / Naskah
Umum untuk mengarsipkan Dokumen ;“a“’ Dinas Dinas, Disposisi,
/ Naskah Dinas — Petunjuk
2. IMengecek Dokumen / Naskah Dinas Dokumen / Naskah 10 menit  |Dokumen / Naskah,
dan memberikan Kode pada Dokumen Dinas, Disposisi, Kode Arsip
/ Naskah Dinas sesuai jenis dan Petunjuk
pokok urusan
3. [Mencatat pada buku agenda / File Dokumen / Naskah, 10 menit Dokumen / Naskah,
Arsip Kode Arsip Kode Arsip, Agenda, File
Arsip
4. |Menyimpan dokumen / naskah dinas Dokumen / Naskah, 10 menit  [Dokumen / Naskah,

pada tempat pengarsipan yang
tersedia

Kode Arsip, Agenda,
File Arsip

Kode Arsip, Agenda, File
Arsip




PEMERINTAH PROVINSI NUSA TENGGARA TIMUR
SEKRETARIAT DAERAH
BIRO ORGANISASI
BAGIAN KELEMBAGAAN DAN ANALISIS JABATAN

Nomor SOP Tahun 2021
Tanggal Pembuatan 23 Agustus 2021
Tanggal Revisi
Tanggal Efektif
Disahkan oleh Kepala Biro Organisasi
Setda Provinsi Nusa Tenggara Timur,se—
Dra. Flouri Rta Wuisan, M.M.
Pembina Tingkat |
NIP 196606241986022006
Judul SOP AP Layanan Pengaduan

Dasar Hukum :

Kualifikasi pelaksana :

1. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2009 Tentang Pelayanan Publik;

2. Peraturan Pemerintah Nomor 76 Tahun 2013 tentang Pengelolaan Pengaduan
Pelayanan Publik;

3. Peraturan Presiden Nomor 81 Tahun 2010 tentang Grand Design Reformasi Birokrasi
2010 - 2025;

4. Peraturan Menteri PAN dan RB Nomor 35 Tahun 2012 tentang Pedoman Penyusunan
dan Penerapan Standar Opersional Prosedur Administrasi Pemerintahan;

5. Peraturanm Gubernur Nusa Tenggara Timur Nomor 80 Tahunh 2019 tentang Tata
Naskah Dinas di Lingkungan Pemerintah Provinsi Nusa Tenggara Timur;

6. Peraturan Gubernur Nomor 44 Tahun 2020 tentang Perubahan Atas Peraturan
Gubernur Nomor 28 Tahun 2017 tentang Petunjuk Teknis Penyusunan dan
Pelaksanaan standar Opersional Prosedur Administrasi Pemerintahan di Lingkungan
Pemerintah Provinsi Nusa Tenggara Timur.

1. Pendidikan minimal adalah D4 / S-1;

2. Menguasai tugas pokok Biro Organisasi;
3. Pejabat Pengelola Pengaduan dan Pejabat Penghubung memahami teknologi IT

Keterkaitan : Peralatan/Perlengkapan :

1. SOP Penanganan Surat Masuk 1. ATK;

2. SOP Penanganan Surat Keluar 2. Komputer;

3. SOP Pengarsipan Dokumen 3. Telepon / Faximili;
4. Email,

5. Jaringan Wifi

Peringatan :

Pencatatan dan Pendataan -

Apabila ditindaklajuti penanganan pengaduan tidak tepat waktu maka akan
menimbulkan ketidak percayaan terhadap pelayanan Biro Orgmisasi

Pengaduan dan tindaklanjut penanganannya diarsipkan sebagai arsip manual dan arsip

elektronik 'l




A. Melalui Media Tatap Muka

BT

Menerima Pengguna Layanan/Pengadu selanjutnya
mengarahkan untuk mengisi buku tamu,
menyampaikan maksud dan perihal pengaduan
serta menunjukan dan/atau meninggalkan KTP/
identitas diri lain yang sah apabila perlu,
selanjutnya menyampaikan maksud dan perihal
pengaduan kepada petugas pengelola pengaduan.

Bu Tau

Buku Tamu

Meminta pengguna layanan menyampaikan intisari Buku Rekapitulasi |5 menit Informasi Ringkas
pengaduan dan mencatatnya, selanjutnya * |Pengaduan Pengaduan
menyampaikan kepada Kepala Biro.
. |Menunjuk pejabat dan mengarahkan secara Informasi Ringkas |5 menit Petunjuk Karo addlacnalsn
berjenjang untuk penangan pengaduan Pengaduan ::suaieg
keberadaan
pejabat di kantor
dan tingkat
kerumitan
penyelesaian
masalah
Mengarahkan Pengguna Layanan kepada Pejabat Petunjuk Karo 2 menit Petunjuk Karo
yang ditunjuk menangani / menyelesaiakan *
|pengaduan.
. |Melakukan penanganan Pengaduan pada saat itu Petunjuk pimpinan, |sesuai Hasil
atau sesuai waktu yang disepakati, selanjutnya ﬁ Pengaduan dan kebutuhan |Penanganan/
|melaporkan hasil penanganan kepada pimpinan Ldata pendukung, Penyelesaian
secara berjenjang regulasi Pengaduan
. |Mengarsipkan pengaduan dan penanganannya A Pengaduan dan 10 menit  |Pengaduan dan
dalam bentuk tertulis. Hasil Penanganan/ Hasil
Pengaduan Penyelesaian




PEMERINTAH PROVINSI NUSA TENGGARA TIMUR
SEKRETARIAT DAERAH
BIRO ORGANISASI
BAGIAN KELEMBAGAAN DAN ANALISIS JABATAN

Nomor SOP Tahun 2021
Tanggal Pembuatan 23 Agustus 2021
Tanggal Revisi

Tanggal Efektif

Disahkan oleh Kepala Biro Organisasi

Setda Provinsi Nusa Tenggara Timur pwe—

<

Dra. Flouri Rita Wuisan, M.M.
Pembina Tingkat |
NIP 19606241986022006

Judul SOP Serah Terima Jabatan

Dasar Hukum :

Kualifikasi pelaksana :

1. Peraturan Presiden Nomor 81 tahun 2010 tentang Grand Design Reformasi
Birokrasi 2010-2025.
Peraturan Menteri PAN dan RB Nomor 35 Tahun 2012 tentang Pedoman
Penyusunan dan Penerapan Standar Operasional Prosedur Administrasi
Pemerintahan.
. Peraturan Gubernur NTT Nomor 80 Tahun 2019 tentang Tata Naskah
Dinas di Lingkungan Pemerintah Provinsi Nusa Tenggara Timur.
Timur.
Peraturan Gubernur Nusa Tenggara Timur Nomor 44 Tahun 2020 tentang
Perubahan atas Peraturan Gubernur Nusa Tenggara Timur Nomor 28 Tahun 2017
tentang Petunjuk Teknis Penyusunan dan Pelaksanaan Standar Operasional
Prosedur Administrasi Pemerintahan di Lingkungan Pemerintah Provinsi NTT.

2

1. Pendidikan minimal SLTA.
2. Menguasai Tata Naskah Dinas.

|Keterkaitan :

Peralatan/Perlengkapan :

SOP Penanganan Surat Masuk.
SOP Penanganan Surat Keluar.

1. Alat Tulis Kantor.
2. Buku Agenda Surat Masuk dan Surat Keluar
3. Menguaai Tata Naskah

Peringatan -

Pencatatan dan Pendataan :

Apabila Terlambat dilakukan Serah bTerima Jabatan maka akan berdampak pada
Pelaksanaan Tugas Pokok dan Fungsi terkait Jabatan tersebut

1. Pada agenda Surat Masuk dan Surat Keluar.
2. Disimpan sebagai data manual.




Pelaksana Mutu Baku
Kabag Kasubag
. THIp Veghatmn Kelembagaan | Tata Usaha P:i:?:t L::‘:: P;‘::‘“ KBoap:lla OAS:“?::; Kelengkapan Waktu Output Hhlsvengsn
dan Anjab Biro . 9

| 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13

1. [Memerintahkan Kasubag tata Usaha Surat masuk, 5 menit |Surat masuk, lembar
untuk mempersiapkan acara serah lembar disposisi disposisi dan
terima jabatan. dan perintah. perintah,

2. |[Menginformasikan ke Pejabat yang et Surat masuk, 5 menit |Surat masuk, lembar
akan dimutasi untuk menyiapkan lembar disposisi disposisi dan
laporan kinerja dan Keuangan dan perintah. perintah.

3. |[Menyusun konsep laporan kinerja dan Surat masuk, 14 Jam |Surat masuk, lembar
keuangan dan menyampaikan kepada lembar disposisi disposisi dan
atasan dan keuangan dan Laporan Laporan Realisais.

Realisasi.

4. IMnegoreksi konsep laopran kinerja & Konsep memori | 1°5 Menit |Memori serah terima
dan keuangan. Jika setuju diserahkan Tidak serah terima jabatan
kepada kasubag Tata Uaaha Biro @ jabatan
untuk dilakukan serah terima jabatan.

Jika tidak setuju dikembalikan kepada
{pejabat lama untuk dikoreksi

5. [Menyerahkan ke Kasubag tata Usaha h 4 Memori serah 5 Menit |Memori serah terima
untuk dilakukan serah terima jabatan. F terima jabatan jabatan

6. |Melaksanakan Serah Terima Jabatan. Memori serah 2Jam |Memori serah terima

terima jabatan jabatan

7. |[Mendokumentasikan kegiatan Serah Memori serah 15 Menit |Memori serah terima
Terima Jabatan dan mengarsipkan terima jabatan jabatan
Berita Acara Serah Terima Jabatan
dan Memori Serah Terima Jabatan.




PEMERINTAH PROVINSI NUSA TENGGARA TIMUR
SEKRETARIAT DAERAH
BIRO ORGANISASI
BAGIAN KELEMBAGAAN DAN ANALISIS JABATAN

Nomor SOP Juni 2021
Tanggal Pembuatan 30 Juli 2018

Tanggal Revisi 23 Agustus 2021

Tanggal Efektif

Disahkan oleh Kepala Biro Organisasi

Setda Provinsi Nusa Tenggara Timur,ce~—

£

Dra. Flouri Rita Wuisan, M.M.
Pembiha Tingkat |
NIP 19660624 1986022006

Judul SOP Penyusunan Peraturan Daerah tentang Pembentukan dan
Susunan Perangkat Daerah Provinsi Nusa Tenggara

Timur

Dasar Hukum :

Kualifikasi pelaksana :

1. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah

(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Le mbaran Negara
Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah

beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang

2015 tentang Perubahan kedua Atas Undang-undang Nomor 23 Tahun 2014

tentang Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun

2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679).

Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah (Lembaran Negara
Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 114, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia
Nomor 5887).

Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 12 Tahun 2017 tentang Pedoman Pembentukan dan
Klasifikasi Cabang Dinas dan Unit Pelaksana Teknis Daerah Produk Hukum Daerah (Berita
Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 451).

Peraturan Gubernur Nusa Tenggara Timur Nomor 44 Tahun 2020 tentang Perubahan Atas
Peraturan Gubermnur Nusa Tenggara Timur Nomor 28 Tahun 2017 tentang Petunjuk Teknis
Penyusunan dan Pelaksanaan Standar Operasional Prosedur Administrasi Pemerintahan di
Lingkungan Pemerintah Provinsi Nusa Tenggara Timur.

1. Pelaksana diwajibkan memiliki kemampuan, kecakapan, ketrampilan dan
inovatif.
2. Pendidikan serendah-rendah S1.

Keterkaitan : Peralatan/perlengkapan :
1. SOP Penyusunan Peraturan Daerah Provinsi Nusa Tenggara Timur di Biro Hukum. 1. ATK
2. SOP Penanganan Nota Dinas. 2. Komputer.
3. Telephon/Faximile.
4. |Infocus.
5. Printer.

Peringatan :

Pencatatan dan pendataan :

Jika penyusunan pembentukan perangkat daerah Provinsi NTT tidak sesuai
|prosedur maka akan berdampak pada perangkat daerah yang tidak sesuai regulasi.

1. Data di catat di buku agenda sub bagian kelembagaan.

2. Diolah sebagai data elektronik dan manual.




e ,mr

Memerintahkan Kabag Kelembagaan dan
Anjab untuk menyiapkan penataan
kelembagaan perangkat daerah berdasarkan
peraturan yang berlaku.

~|Peraturan perun!dang-
undangan yang berlaku

s

20 menit |

i = S
program kerja Biro
Organisasi Setda
Provinsi NTT

Memimpin rapat persiapan penataan|
kelembagaan perangkat daerah dan
menugaskan Kasubag Kelembagaan untuk
menyusun instrumen pengumpulan data
berdasarkan peraturan yang berlaku serta
menyusun SK Tim Penataan Perangkat Daerah
Provinsi NTT.

Peraturan perundang-
undangan yang berlaku

1 jam

Notulen Rapat

Menyusun instrumen pengumpulan data serta
menyusun SK Tim Penataan Perangkat Daerah
Provinsi NTT dan menyurati perangkat daerah
untuk pengisian data kelembagaan dan
|menugaskan analis kelembagaan untuk
menerima dan menghimpun data dari
perangkat daerah dan menyampaikan ke Tim
Penataan Kelembagaan Perangkat Daerah
Provinsi NTT.

Peraturan perundang-
undangan yang berlaku

1 minggu

Surat ke Perangkat
Daerah dan SK
Tim Penataan
Kelembagaan

. |Menerima dan menghimpun data kelembagaan

dari perangkat daerah dan diteruskan ke Tim
Penataan Kelembagaan Perangkat Daerah
untuk pengolahan data, analisis dan verifikasi
data perangkat daerah.

Data kelembagaan
perangkat daerah

2 hari

Data kelembagaan
perangkat daerah

5.

Mengolah, menganalisis dan memverifikasi
data kelembagaan dari perangkat daerah untuk
penyusunan Ranperda. Jika setuju
disampaikan kepada Kepala Sub Bagian
Kelembagaan, jika tidak sesuai di kembalikan
ke pejabat pelaksana untuk melakukan
pendataan ulang ke perangkat daerah.

Ya

Tidak

Data kelembagaan

Pperangkat daerah

2 minggu

Hasil Kajian
Perangkat Daerah

6.

Menyusun Ranperda Perangkat Daerah
berdasarkan hasil kajian Tim Penataan
Perangkat Daerah Provinsi NTT dan
menugaskan analis kelembagaan untuk
mengetik dan menyampaikan ke Kasubag
Kelembagaan.

Hasil Kajian Perangkat

Daerah

1 hari

Konsep Ranperda
Perangkat Daerah

Mengetik konsep Ranperda Perangkat Daerah
dan menyampaikan kepada Kasubag
Kelembagaan.

Konsep Ranperda
Perangkat Daerah

2 jam

Konsep Ranperda
Perangkat Daerah

o



|Memeriksa konsep Ranperda Perangkat
Daerah apabila setuju diteruskan kepada
Kabag Kelembagaan dan Anjab dan apabila
tidak setuju dikembalikan kepada pejabat
|pelaksana untuk diperbaiki.

Tidak

Konsep Ranperda
Perangkat Daerah

30 menit

Konsep Ranperda
Perangkat Daerah

|[Memeriksa konsep Ranperda Perangkat
Daerah apabila setuju diteruskan kepada
Kepala Biro Organisasi dan apabila tidak setuju
dikembalikan kepada Kasubag Kelembagaan
untuk diperbaiki.

3 "
N

Ya

Konsep Ranperda
Perangkat Daerah

30 menit

Konsep Ranperda
Perangkat Daerah

10.

Memeriksa konsep Ranperda Perangkat
Daerah apabila setuju memerintahkan Kabag
Kelembagaan dan Anjab untuk melaksanakan
rapat finalisasi bersama perangkat daerah dan
apabila tidak setuju dikembalikan kepada
Kabag Kelembagaan dan Anjab untuk
diperbaiki.

Tidak

Konsep Ranperda
Perangkat Daerah

30 menit

qKonsep Ranperda

Perangkat Daerah

11.

Melaksanakan Rapat Finalisasi Ranperda
Perangkat Daerah bersama Perangkat Daerah
dan menugaskan Kasubag Kelembagaan untuk
menyempumakan finalisasi Ranperda sesuai
hasil rapat.

R

Konsep Ranperda
Perangkat Daerah

2 jam

Konsep Ranperda
Perangkat Daerah

12

Menyempurnakan Ranperda Perangkat Daerah
sesuai hasil rapat finalisasi bersama perangkat
daerah dan menugaskan analis kelembagaan
untuk menyampaikan dan memproses nota
dinas tentang Ranperda Perangkat Daerah ke
Biro Hukum.

Konsep Ranperda
Perangkat Daerah

2 minggu

Ranperda
Perangkat Daerah

13.

Menggandakan, mendistribusikan dan

mendokumentasikan.

Perda Perangkat
Daerah

1 hari

Perda Perangkat
Daerah dan bukti
dokumentasi.




PEMERINTAH PROVINSI NUSA TENGGARA TIMUR
SEKRETARIAT DAERAH
BIRO ORGANISASI
BAGIAN KELEMBAGAAN DAN ANALISIS JABATAN

Dasar Hukum :

Nomor SOP Tahun 2021
Tanggal Pembuatan 30 Juli 2018
Tanggal Revisi 23 Agustus 2021

[Tanggal Efektif

Disahkan oleh Kepala Biro Organisasi

Setda Provinsi Nusa Tenggara Timur, fpe=—

Dra. Flouri Hita Wuisan, M.M.
Pembina tingkat |
NIP 196606241986022006

Judul SOP Penyusunan Peraturan Gubernur tentang Kedudukan, Susunan Organisasi,
Tugas dan Fungsi serta Tata Kerja Perangkat Daerah Provinsi Nusa

Tenggara Timur.

Kualifikasi pelaksana :

1. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik
Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587)
sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015
tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan
Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara
Republik Indonesia Nomor 5679).

Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah (Lembaran Negara Republik
Indonesia Tahun 2016 Nomor 114, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5887).
Peraturan Menteri PAN dan RB Nomor 35 Tahun 2012 tentang Pedoman Penyusunan dan
Penerapan Standar Operasional Prosedur Administrasi Pemerintahan.

Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 12 Tahun 2017 tentang Pedoman Pembentukan dan
Klasifikasi Cabang Dinas dan Unit Pelaksana Teknis Daerah Produk Hukum Daerah (Berita Negara
Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 451).

Peraturan Gubernur Nusa Tenggara Timur Nomor 44 Tahun 2020 tentang Perubahan Atas Peraturan
Gubernur Nusa Tenggara Timur Nomor 28 Tahun 2017 tentang Petunjuk Teknis Penyusunan dan
Pelaksanaan Standar Operasional Prosedur Administrasi Pemerintahan di Lingkungan Pemerintah
Provinsi Nusa Tenggara Timur.

1. ASN.
2. Memiliki kemampuan, kecakapan, keterampilan, dan Inovatif.
3. Pendidikan serendah-rendahnya S1.

Keterkaitan : Peralatan/perlengkapan :
1. SOP Penyusunan Peraturan Daerah Provinsi NTT di Biro Hukum. 1. ATK.
2. SOP Penyusunan Peraturan Gubemnur Provinsi NTT di Biro Hukum. 2. Komputer.
3. SOP Penanganan Nota Dinas. 3. Telephon/Faximile.
4. Printer.
5 infokus.

Pencatatan dan pendataan :

Peringatan :

Jika penyusunan kedudukan, susunan organisasi, tugas dan fungsi serta tata kerja perangkat daerah
Provinsi NTT tidak sesuai prosedur maka akan berdampak pada penataan yang tidak sesuai regulasi.

1. Data di catat di buku agenda sub bagian kelembagaan.
2. Diolah sebagai data elektronik dan manual.




S
Memerintahkan Kabag Kelembagaan dan Anjab untuk

menyiapkan penataan kelembagaan perangkat daerah
berdasarkan peraturan yang berlaku.

100

Peraturan pemndahé—nndangan
yang berlaku

program kerja Biro
Organisasi Setda
Provinsi NTT

Memimpin rapat persiapan penataan kelembagaan
perangkat daerah dan menugaskan Kasubag
Kelembagaan untuk menyusun draft struktur perangkat
daerah berdasarkan tipelogi dengan merujuk pada Perda
Perangkat Daerah.

Peraturan perundang-undangan
yang berlaku

1jam

Notulen Rapat

. |Menyusun draft struktur perangkat daerah berdasarkan
tipelogi dengan merujuk pada Perda perangkat daerah
serta menugaskan analis kelembagaan menyurati
perangkat daerah untuk menghadiri rapat penjelasan
dan persiapan penyusunan struktur organisasi.

Iﬁeraiuran perundang-undangan
yang berlaku

1 minggu

Surat ke Perangkat

. |Mengetik draft struktur perangkat daerah berdasarkan
tipelogi dengan merujuk pada Perda perangkat daerah
serta mempersiapkan fasilitas rapat dan dokumen
pelaksanaan rapat dan menyampaikan ke Kasubag
Kelembagaan.

Ya

Peraturan perundang-undangan
yang berlaku

2 hari

daerah

|IMemeriksa draft struktur perangkat daerah berdasarkan
tipelogi dengan merujuk pada Perda perangkat daerah
dan mengecek kesiapan fasilitas rapat dan dokumen
pelaksanaan rapat. Jika setuju disampaikan kepada
Kabag Kelembagaan dan Anjab, jika tidak sesuai di
kembalikan ke pejabat pelaksana untuk diperbaiki.

Ya

Tidak

Draft struktur perangkat daerah

1 jam

daerah

Memeriksa draft struktur perangkat daerah berdasarkan
tipelogi dengan merujuk pada Perda perangkat daerah
dan mengecek kesiapan fasilitas rapat dan dokumen
pelaksanaan rapat. Jika setuju disampaikan kepada
Kepala Biro Organisasi, jika tidak sesuai di kembalikan
ke Kasubag Kelembagaan untuk diperbaiki.

Ya

Tidak

Draft struktur perangkat daerah

1 jam

daerah

Memeriksa draft struktur perangkat daerah berdasarkan
tipelogi dengan merujuk pada Perda perangkat daerah.
Jika setuju menugaskan Kabag Kelembagaan dan Anjab
untuk memfasilitasi rapat bersama perangkat daerah, jika
tidak sesuai di kembalikan ke Kabag Kelembagaan dan
Anjab untuk diperbaiki.

Draft struktur perangkat daerah

1 jam

daerah

Memfasilitasi rapat penjelasan dan persiapan
penyusunan struktur organisasi bersama perangkat
daerah dan menugaskan Kasubag Kelembagaan untuk
menghimpun dokumen kelembagaan dari perangkat|
daerah berdasarkan berita acara hasil rapat
pembahasan.

Draft struktur perangkat daerah

2 hari

Draft struktur perangkat

Draft struktur perangkat

Draft struktur perangkat

Draft struktur perangkat

Berita acara hasil rapat




. [Menyusun konsep Ranpergub tentang Kedudukan,

susunan organisasi, tugas dan fungsi serta tata kerja
perangkat daerah berdasarkan hasil kajian Tim Penataan

B

1 minggu

| g

. [Mengetik konsep Ranpergub tentang Kedudukan,

susunan organisasi, tugas dan fungsi serta tata kerja
perangkat daerah dan menyampaikan kepada Kasubag
Kelembagaan

2 hari

Konsep Ranpergub

12.

Memeriksa konsep Ranpergub tentang Kedudukan,
susunan organisasi, tugas dan fungsi serta tata kerja
perangkat daerah apabila setuju diteruskan kepada
Kabag Kelembagaan dan Anjab dan apabila tidak setuju
dikembalikan kepada pejabat pelaksana untuk diperbaiki.

Ya

Perangkat Daerah

Memeriksa konsep Ranpergub tentang Kedudukan,
susunan organisasi, tugas dan fungsi serta tata kerja
perangkat daerah apabila setuju diteruskan kepada
Kepala Biro Organisasi dan apabila tidak setuju
dikembalikan kepada Kasubag Kelembagaan untuk
diperbaiki.

Ya

Tidak

Konsep Ranpergub Perangkat
Daerah

Konsep Ranpergub
Perangkat Daerah

14,

Memeriksa konsep Ranpergub tentang Kedudukan,
susunan organisasi, Mudanfungammm

MMWWMI

. |[Menyempumakan Ranpergub t{entang Kedudukan,

2 jam

hKomop Ranpergub
Perangkat Daerah

susunan organisasi, tugas dan fungsi serta tata korj.l'
perangkat daerah sesuai hasil rapat finalisasi bersama
perangkat daerah dan menugaskan analis kelembagaan
untuk membuat Nota Dinas pengajuan Ranpergub ke
Biro Hukum.

1 har

|Ranpergub Perangkat
Daerah

17.

Membuat nota dinas dan mengajukan Ranpergub
tentang Kedudukan, susunan organisasi, tugas dan
fungsi serta tata kerja perangkat daerah ke Biro Hukum
untuk di proses menjadi Pergub.

Ranpergub Perangkat Daerah

2 minggu

Pergub perangkat daerah
dan bukti dokumentasi




Nomor SOP Tahun 2021

Tanggal Pembuatan 30 Juli 2018
Tanggal Revisi 23 Agustus 2021

| Tanggal Efektif

Disahkan oleh Kepala Biro Organisasi
Setda Provinsi Nusa Tenggara Timur,®~—

PEMERINTAH PROVINSI NUSA TENGGARA TIMUR

SEKRETARIAT DAERAH Dra. Flouri Rita Wuisan, M.M.
BIRO ORGANISASI Pembina Tingkat |
BAGIAN KELEMBAGAAN DAN ANALISIS JABATAN NIP 196606241986022006
Judul SOP Fasilitasi Penataan Kelembagaan Perangkat Daerah
Kabupaten/Kota se Provinsi Nusa Tenggara Timur.
Dasar Hukum : Kualifikasi pelaksana :

1. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara| 1. ASN.

Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia|] 2. Memiliki kemampuan dalam mengoperasikan komputer.
Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor| 3. Pendidikan Sarjana (S1).

9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang
Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58,
Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679).

2. Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah (Lembaran Negara
Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 114, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia
Nomor 5887).

3. Peraturan Menteri PAN dan RB Nomor 35 Tahun 2012 tentang Pedoman Penyusunan dan
Penerapan Standar Operasional Prosedur Administrasi Pemerintahan.

4. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 12 Tahun 2017 tentang Pedoman Pembentukan dan
Klasifikasi Cabang Dinas dan Unit Pelaksana Teknis Daerah Produk Hukum Daerah (Berita
Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 451).

5. Peraturan Gubernur Nusa Tengara Timur Nomor 44 Tahun 2020 tentang Perubahan Atas
Peraturan Gubernur Nusa Tenggara Timur Nomor 28 Tahun 2017 tentang Petunjuk Teknis
Penyusunan dan Pelaksanaan Standar Operasional Prosedur Administrasi Pemerintahan di
Lingkungan Pemerintah Provinsi Nusa Tenggara Timur.

Keterkaitan : Peralatan/perlengkapan :
1. SOP Penanganan Surat Masuk. 1. Perangkat Komputer.
2. SOP Penanganan Surat Keluar. 2. Lemari Arsip.
3. Alat Tulis Kantor.
4. Infocus.
5. Printer.
Peringatan : Pencatatan dan pendataan :
Hambatan dapat saja terjadi jika SOP ini tidak dilaksanakan akan berdampak : 1. Data di catat di buku agenda sub bagian kelembagaan.
1. Penataan kelembagaan perangkat daerah kabupaten/kota tidak akurat dan tidak efekdtif. 2. Diolah sebagai data profil kelembagaan perangkat daerah.

urusan pemerintahan yang diselenggarakan.

2. Potensi penyusunan Ranperda dan Ranpergub perangkat daerah tidak mengakomodir semua 4




i PR s L M - s L ]
Menelaal dan meneliti kajian kelembagaan draft perda/perbup/perwali dan 2 jam
Kabupaten/Kota dan memerintahkan analis kelembagaan |kajian naskah akademis.
untuk  menyiapkan dokumen fasilitasi penataan
kelembagaan kabupaten/kota.

2. |Menyiapkan dokumen fasilitasi kelembagaan| petunjuk pelaksanaan 1 hari Petunjuk pelaksanaan
kabupaten/kota dan menyampaikan ke kabupaten/kota
untuk kesiapan pembahasan penataan kelembagaan
perangkat daerah kabupaten/kota dan menyampaikan
kepada Kasubag Kelembagaan.

3. |Menyiapkan dokumen dan menyampaikan kesiapan y draft perda/perbup/perwali dan 1jam draft perda/perbup/perwali dan
pembahasan penataan kelembagaan kabupaten/kota| u kajian naskah akademis. kajian naskah akademis.
kepada Kabag Kelembagaan dan Anjab.

4. |Melaksanakan rapat pembahasan bersama kabupaten/kota| draft perda/perbup/perwali dan 2 jam draft perda/perbup/perwali dan
dalam rangka penataan kelembagaan perangkat daerah kajian naskah akademis. kajian naskah akademis,
kabupaten/kota dan memerintahkan kasubag kelembagaan m Notulen rapat pembahasan
untuk menyiapkan rekomendasi.

5. |Mengonsep rekomendasi hasil kajian penataan J draft perda/perbup/perwali dan 2 jam konsep rekomendasi hasil
kelembagaan  perangkat daerah  kabupaten/kota kajian naskah akademis, kajian
berdasarkan hasil rapat pembahasan dan memerintahkan é Notulen rapat pembahasan
analis kelembagaan untuk mengetik dan menyampaikan|
kepada Kasubag Kelembagaan.

6. |Mengetik konsep rekomendasi hasil kajian penataan konsep rekomendasi hasil 30 menit konsep rekomendasi hasil
kelembagaan perangkat daerah kabupaten/kota dan| kajian kajian
menyampaikan ke kasubag kelembagaan.

7. |Memeriksa konsep rekomendasi hasil kajian penataan konsep rekomendasi hasil 30 menit konsep rekomendasi hasil
kelembagaan perangkat daerah kabupaten/kota apabila b 4 kajian kajian
setuju diteruskan kepada Kabag Kelembagaan dan Anjab| Tidak
dan apabila tidak setuju dikembalikan kepada pejabat
pelaksana untuk diperbaiki. Ya

8. |Memeriksa konsep rekomendasi hasil kajian penataan konsep rekomendasi hasil 30 menit konsep rekomendasi hasil
kelembagaan perangkat daerah kabupaten/kota apabila| Tidak kajian kajian
setuju diteruskan kepada Kepala Biro Organisasi dan Ya
apabila tidak setuju dikembalikan kepada Kasubag
Kelembagaan untuk diperbaiki.

9. |Memeriksa konsep rekomendasi hasil kajian apabila setuju Tidak konsep rekomendasi hasil 30 menit Rekomendasi hasil kajian
dapat ditandatangani dan apabila tidak setuju dikembalikan kajian
kepada Kabag Kelembagaan dan Anjab untuk diperbaiki.

10. [Mengirimkan rekomendasi hasil kajian ke Kabupaten/Kota |Rekomendasi hasil kajian 1jam Dokumen rekomendasi hasil
dan mengarsipkan. kajian




PEMERINTAH PROVINSI NUSA TENGGARA TIMUR

SEKRETARIAT DAERAH
BIRO ORGANISASI
BAGIAN KELEMBAGAAN DAN ANALISIS JABATAN

Nomor SOP Tahun 2021
Tanggal Pembuatan 30 Juli 2018
Tanggal Revisi 23 Agustus 2021

Tanggal Efektif

Disahkan oleh Kepala Biro Organisasi

Setda Provinsi Nusa Teaiara Timur,e=—

Dra. Flouri Rita Wuisan, M.M.
Pembina Tingkat |
NIP 196606241986022006

Judul SOP Penyusunan Dokumen Analisis Beban Kerja Perangkat

Daerah Provinsi NTT

Dasar Hukum :

Kualifikasi pelaksana :

:

Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Pendidikan Sarjana (S1)/ Diploma IV.

Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara
Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir
dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-
Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara
Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik

Indonesia Nomor 5679).

Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah (Lembaran
Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 114, Tambahan Lembaran Negara
Republik Indonesia Nomor 5887).

Permen PAN dan RB Nomor 25 Tahun 2016 tentang Nomenklatur Jabatan

Pelaksana.

Perturan Menteri Dalam Negeri Nomor 12 Tahun 2008 tentang Pedoman Analisis Beban
Kerja

Peraturan Gubernur Nusa Tengara Timur Nomor 44 Tahun 2021 tentang Perubahan
Atas Peraturan Gubernur Nusa Tenggara Timur Nomor 28 Tahun 2017 tentang Petunjuk
Teknis Penyusunan dan Pelaksanaan Standar Operasional Prosedur Administrasi
Pemerintahan di Lingkungan Pemerintah Provinsi Nusa Tenggara Timur.

Keterkaitan :

Peralatan/perlengkapan :

SOP penyusunan laporan Bulanan, Triwulan, Semester di Biro Organisasi.

1. ATK

2. Perangkat komputer
3. Telepon/Faximile
4. Printer

i__L

Perangkat Daerah wajib menyusun kebutuhan PNS berdasarkan analisis beban kerja.

Peringatan :

Pencatatan dan pendataan :

di himpun oleh Subag Analisis Jabatan.
2. Data disimpan dalam bentuk Softcopy dan Hardcopy.

1. Pada proses penyusunan Analisis Beban Kerja Perangkat Daerah, data diterima dan

|



Perangkat Daerah Provinsi dan menyampaikan
ke Tim.

perangkat daerah di lingkungan Pemprov jika
setuju disampaikan kepada Kabag dan jika
tidak setuju dikembalikan ke Tim untuk
diperbaiki.

Analisis Beban Kerja

3. {Mempersiapkan administrasi dan Disposisi dan 1bulan |administrasi surat dan
mengumpulkan bahan analisis beban kerja dari penugasan. bahan analisis beban
Perangkat Daerah Provinsi dan meneruskan ke |kerja
Tim.

4. |Memverifikasi dan menyusun draft dokumen administrasi surat dan 1bulan |Draft Dokumen Analisis
analisis beban kerja dari perangkat daerah dan bahan analisis beban |Beban Kerja

|menyampaikan kepada kasubag. kerja

5. |Mengoreksi draft dokumen analisis beban kerja Draft Dokumen 30 menit |Draft Dokumen Analisis

Beban Kerja

6. [Memeriksa draft dokumen Analisis Beban Draft Dokumen 30 menit |Draft Dokumen Analisis
Kerja, jika setuju di lanjutkan ke Kepala Biro Tidok Analisis Beban Kerja Beban Kerja
Organisasi dan jika tidak setuju dikembalikan
ke Kasubag untuk di perbaiki. e

7. [Memeriksa draf dokumen Analisis Beban Kerja Draft Dokumen 30 menit |Dokumen Analisis
oleh Kepala Biro, Jika setuju dikembalikan ke Analisis Beban Kerja Beban Kerja
kasubag untuk diproses lebih lanjut menjadi
dokumen Analisis Beban Kerja pada Perangkat
Daerah Provinsi.Jika tidak disetujui diserahkan
ke Kabag untuk di perbaiki.

8 |Menugaskan analis jabatan untuk y Dokumen Analisis 10menit |Dokumen Analisis
mendistribusikan dan mendokumentasikan. - Beban Kerja Beban Kerja

9 |Mendistribusikan dan mendokumentasikan. Dokumen Analisis 1jam Dokumen Analisis

Beban Kerja Beban Kerja , bukti

dokumentasi




Nomor SOP

Tahun 2021
Tanggal Pembuatan 30 Juli 2018
anggal Revisl 23 Agustus 2021

Tanggal Efektif

Disahkan oleh

Kep_ala?iro Organisasi

PEMERINTAH PROVINSI NUSA TENGGARA TIMUR
SEKRETARIAT DAERAH
BIRO ORGANISASI

BAGIAN KELEMBAGAAN DAN ANALISIS JABATAN

Dasar Hukum :

Setda Proyjnsi Nusa Tenggara Timur, e
LEL"

Dra. Flouri Rita Wuisan, M.M.
Pemblna Tingkat |
NIP 19660624 1986022006

Judul SOP

Penyusunan Peraturan Gubernur tentang Analisis Jabatan Perangkat

Daerah Provinsi NTT

Kualifikasi pelaksana :

1. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik
Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587)
sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang
Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah
(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik
Indonesia Nomor 5679).

2. Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah (Lembaran Negara Republik
Indonesia Tahun 2016 Nomor 114, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5887).

3. Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2017 tentang manajemen PNS.

4. Peraturan Presiden Nomor 81 Tahun 2010 tentang Grand Design Reformasi Birokrasi 2010-2025.

5. Peraturan Menteri PAN dan RB Nomor 35 Tahun 2012 tentang Pedoman Penyusunan dan Penerapan
Standar Operasional Prosedur Administrasi Pemerintahan.

6. Permen PAN RB Nomor 25 Tahun 2016 tentang Nomenklatur Jabatan Pelaksana.

7. Permendagri Nomor 35 Tahun 2012 tentang analisis jabatan dilingkungan Kementerian Dalam Negeri
dan Pemerintah Daerah.

8. Peraturan Gubernur Nusa Tenggara Timur Nomor 44 Tahun 2020 tentang Perubahan Atas Peraturan
Gubernur Nusa Tenggara Timur Nomor 28 Tahun 2017 tentang Petunjuk Teknis Penyusunan dan
Pelaksanaan Standar Operasional Prosedur Administrasi Pemerintahan di Lingkungan Pemerintah
Provinsi Nusa Tenggara Timur.

r

Pendidikan Sarjana (S1).

Keterkaitan :

Peralatan/perlengkapan :

1. SOP Penanganan Surat Masuk.
2. SOP Penanganan Surat Keluar.

1. ATK.

3. Printer.

2. Perangkat komputer.
3. Telepon/Faximile.

Peringatan :

Pencatatan dan pendataan :

Jika tidak melakukan Analisis Jabatan maka akan mempengaruhi penataan kelembagaan, kepegawaian,
perencanaan kebutuhan pendidikan dan pelatihan.

1. Pada proses penyusunan Analisis Jabatan Perangkat Daerah, data diterima dan di himpun oleh
subag analis jabatan.
2. Data disimpan dalam bentuk Softcopy dan Hardcopy.




uga subagAnjab apka
Tim Penyusun Anjab dan menyurati Perangkat
Daerah.

Agenda Kerja

30 menit

Agenda Kerja ”

Menyusun Tim Penyusun Analisis Jabatan dan
|menyurati Perangkat Daerah terkait pengisian
data analisis jabatan dan menugaskan Analis
Jabatan untuk menerima dan menghimpun
data.

Agenda Kerja

2 Jam

Surat dan SK Tim
Penyusun

j n dari perangkat daerah dan meneruskan

IMenerima dan menghimpun data analisisl
ke Tim Penyusun Analisis Jabatan.

Surat dan SK Tim
Penyusun

5 hari

Data Analisis Jabatan
dari Perangkat Daerah

Memverifikasi dan menyusun draft analisisl
jabatan dari perangkat dan disampaikan
kepada Kepala Sub Bagian Analisis Jabatan.

Perangkat Daerah

Data Analisis Jabatan dari

1 bulan

Informasi Jabatan

Mengoreksi draft analisis jabatan perangkat
daerah di lingkungan Pemprov jika setuju
disampaikan kepada Kabag Kelembagaan dan
Anjab dan jika tidak setuju dikembalikan ke Tim
untuk diperbaiki.

Tidak

Informasi Jabatan

Draft Analisis Jabatan

Memeriksa draft Analisis Jabatan, jika setuju di
lanjutkan ke Kepala Biro Organisasi dan jika
tidak setuju dikembalikan ke Kasubag Anjab
untuk di perbaiki.

Ya

Draft Analisis Jabatan

30 menit

Draft Analisis Jabatan

N

Memeriksa draft Analisis Jabatan, Jika setuju
menugaskan kabag untuk menyusun dra

oleh Analis Jabatan, jika tidak disetujui
diserahkan ke Kabag Kelembagaan dan Anjab
untuk di perbaiki.

Pergub/Kepgub dan diproses ke Biro Hukum)|_Tidak

Ya

rDraﬁ Analisis Jabatan

2 minggu

Draft pergub Analisis
Jabatan

Mendistribusikan dan mendokumentasikan.

Draft pergub Analisis
Jabatan

Pergub Analisis Jabatan
dan bukti dokumentasi.




PEMERINTAH PROVINSI NUSA TENGGARA TIMUR

SEKRETARIAT DAERAH
BIRO ORGANISASI

BAGIAN TATALAKSANA

[Nomor SOP Tahun 2021
Tanggal Pembuatan 23 Agustus 2021

Tanggal Revisi

Tanggal Efektif

Disahkan oleh Kepala Biro Organisasi

Setda Provinsi Nusa Tenggara Timur,ow=-

.&_

Dra. Flouri Rita Wuisan, M.M.
Pembina Tingkat |
NIP 196606241986022006

Judul SOP Penyusunan Keputusan Gubernur tentang Peta Proses

Bisnis bagi Perangkat Daerah Lingkup Pemerintah Provinsi
NTT.

Dasar Hukum :

Kualifikasi pelaksana :

1. Peraturan Presiden Nomor 81 Tahun 2010 tentang Grand Design Reformasi
2010-2025.

1. ASN.
2. Memahami petunjuk teknis penyusunan Peta Proses Bisnis

2. Peraturan Menteri PAN dan RB Nomor 19 Tahun 2018 tentang Penyusunan peta | 3. Pendidikan minimal sarjana (S1).
Porses Bisnis Instansi Pemerintah
3. Keputusan Gubernur Nomor 253/KEP/HK/2020 tentang Peta Proses Bisnis Biro
Organisasi Setda Provinsi Nusa Tenggara Timur Tahun 2018 - 2023.
Keterkaitan : Peralatan/perlengkapan :
1. SOP Penanganan Surat Keluar. 1. ATK.
2. SOP Penanganan Surat Masuk. 2. Komputer.
3. Asistensi Penyusunan Peta Proses Bisnis Perangkat Daerah Lingkup 3. Telepon/Faximile.
Pemerintah Provinsi NTT 4. Printer.
4. SOP Monitoring dan Evaluasi Peta Proses Bisnis Perangkat Daerah Lingkup 5 Infokus.
Pemerintah Provinsi NTT.
Peringatan : Pencatatan dan pendataan :

1. Apabila tidak dilakukan sesuai prosedur maka akan berdampak pada

penyusunan Peta Proses Bisnis yang tidak sesuai regulasi.

2. Apabila tidak dilakukan sesuai prosedur maka pelaksanaan tugas pokok dan
fungsi tidak terstandarisasi dengan baik.

Data disimpan dalam bentuk Softcopy dan Hardcopy di Subbagian Tatalaksana.




3 1 Bahan penyusunan Keputusan
3. |Mengumpulkan dan menyiapkan bahan penyusunan keputusan Dummmmm Minggu oo
gubemur tentang Peta Proses Bisnis Perangkat Daerah IDolumm Proses Bisnis Gubmuwmu Proses
lingkup Pemerintah Provinsi NTT dan menyampaikan kepada Perangkat Daerah Bisnis mwm
kasubag. Provinsi
Gubemur
4. |Menyusun konsep keputusan gubemur tentang peta Proses| Bmmm 1 Minggu Kmupmmun -
s o Bisnis bagi Perangkat Daerah Perangkat Daerah Provinsi NTT
menyampaikan kepada kabag. T s mp e
5. |Memeriksa konsep keputusan gubemur tentang Peta Proses| Kawmm&mm 2 Hari gm(ﬁuwm
-smnmermeﬂ Ilngkmmup ntahkmpmvlmnﬂ bl e Perangkat Daerah Provinsi NTT Perangkat Daerah Provinsi NTT
em grrdop o dan nota dinas dan nota dinas
organisasi. Jika tidak setuju mengembalikan kepada kasubag
untuk memperbaiki. Ya
6 |Memeriksa draf keputusan gubemur tentang Peta mm&m;:xm 1 Hani %WGWM
b Perangkat Daerah Provinsi NTT Perangkat Daerah Provinsi NTT
mmmmmmmm ey s o
setuju mengembalikan kepada kabag untuk diperbaiki. -
Draf Gubern 10 menit  |Draf Keputusan Gubemur tentang
T mwmmmm o Pml(epumun bag?rm . e
Bisnis Perangkat Daerah lingkup Pemerintah Provinsi Proses Bisnis = Proses Bisnis l
kepada kasubag untuk diproses lebih lanjut di Biro Hukum. mpwmmmmmm mwmmmm
Menugaskan analis tatalaksana menyampaikan Draf Keputusan Gubernur tentang 1 bulan Keputusan Gubemur tentang
: memproses dinas kepuwsanmlmenwbmang o peta Proses Bisnis bagi Peta Proses Bisnis bagi perangkat
proses mmmwwm mqu Pemerintah Pmmi Perangkat Daerah Provinsi NTT provinsi NTT
74 dan nota dinas
NTT ke Biro Hukum.
mendistribusikan Keputusan Gubernur tentang 1 Jam Keputusan Gubemnur tentang
Menggandakan mendokumentasikan.
! ' " Peta Proses Bisnis bagi perangkat Peta Proses Bisnis bagi perangkat
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SEKRETARIAT DAERAH
BIRO ORGANISASI

BAGIAN TATALAKSANA

Nomor SOP Tahun 2021
Tanggal Pembuatan 23 Agustus 2021
Tanggal Revisi
 Tanggal Efektif
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Judul SOP Asistensi Penyusunan Peta Proses Bisnis Perangkat Daerah

Lingkup Pemerintah Provinsi NTT.

|Dasar Hukum :

Kualifikasi pelaksana :

1. Peraturan Presiden Nomor 81 Tahun 2010 tentang Grand Design Reformasi
Birokrasi 2010-2025.

2. Peraturan Menteri PAN dan RB Nomor 19 Tahun 2018 tentang Pedoman
Penyusunan peta Proses Bisnis Instansi Pemerintah

3. Keputusan Gubernur Nusa Tengara Timur Nomor 253/KEP/HK/2020 tentang
Peta Proses Bisnis Biro Organisasi Setda Provinsi Nusa Tenggara Timur Tahun
2018 - -2023.

1. Pendidikan minimal Sarjana (S1).
2. Memahami petunjuk teknis penyusunan Peta Proses Bisnis.
3 ASN.

Keterkaitan :

Peralatan/perlengkapan :

1. SOP Penanganan Surat Keluar.

2. SOP Penanganan Surat Masuk.

3. Penyusunan Peraturan Gubernur Tentang Peta Proses Bisnis bagi Perangkat
Daerah Provinsi NTT di Biro Organisasi.

4. SOP Monitoring dn Evaluasi Peta Proses Bisnis Perangkat Daerah Lingkup
Pemerintah Provinsi NTT

1. ATK
2. Komputer. dan Printer
3. Infokus.

Peringatan =

Pencatatan dan pendataan :

1. Apabila tidak dilakukan sesuai prosedur maka akan berdampak pada
penyusunan Peta Proses Bisnis yang tidak sesuai regulasi.

2. Apabila tidak dilakukan sesuai prosedur maka pelaksanaan tugas pokok dan
fungsi tidak terstandarisasi dengan baik.

Disimpan dalam bentuk Softcopy dan Hardcopy di Sub bagian Tatalaksana.




perangkat daerah, surat dan jadwal asistensi dan daerah meliputi dokumen Peta

menyampaikan kepada kasubag. Proses Bisnis perangkat
daerah, surat dan jadwal
asistensi.

3 I'Memeriksa kelengkapan/bahan  asistensi Pe!a i A Batmk_elengnpan 1 jam Bahan kelengkapan
Proses Bisnis. Apabila setuju, menyampaikan Ya asistensi Peta Proses Bisnis asistensi Peta Proses
kepada kal;aag. pe.::ta tidak setuju, dikembalikan meliputi dokumen Peta Bisnis meliputi dokumen
kepada pejabat ksana untuk diperbaiki. Proses Bisnis dari perangkat Peta Proses Bisnis dari

daerah, surat dan jadwal 1 perangkat daerah, surat
asistensi. dan jadwal asistensi

4. |Memeriksa kelengkapan/bahan asistensi Peta Bahan kelengkapan 30 Menit  |Bahan kelengkapan
Proses Bisnis. Apabila setuju, menyampaikan| » asistensi Peta Proses Bisnis asistensi Peta Proses
:epadakepala Biro. Jltaﬂdak”senqu, dikembalikan e = meliputi dokumen Peta Bisnis meliputi dokumen

epada kasubag untuk diperbaiki. Proses Bisnis dari perangkat Peta Proses Bisnis dari
daerah, surat dan jadwal perangkat daerah, surat
asistensi. dan jadwal asistensi

5. |Memeriksa kelengkapan/bahan asistensi Peta Bahan 20 Menit qBahan
Proses Bsinis. Apabila setuju, menyampaikan| Vidak asistensi Peta Proses Bisnis asistensi Peta Proses
kepada kabag untuk melaksanakan asistensi. Jika meliputi dokumen Peta Bisnis meliputi dokumen
tidak setuju, dikembalikan kepada kabag untuk Ya Proses Bisnis dari perangkat Ipetaﬁmesamdarl
diperbaiki. daerah, surat dan jadwal perangkat daerah, surat

asistensi. dan jadwal asistensi.

6 |Menyampaikan kepada kasubag tatalaksana untuk Bahan kelengkapan 20 menit  |Bahan kelengkapan
melaksanakan asistensi Peta Proses Bisnis bagi| ﬁ asistensi Peta Proses Bisnis asistensi Peta Proses
perangkat daerah provinsi NTT sesuai jadwal. meliputi dokumen Peta Bisnis meliputi dokumen

Proses Bisnis dari perangkat! Peta Proses Bisnis dari
daerah, surat dan jadwal daerah, surat
asistensi. dan jadwal asistensi.

7 |Melaksanakan asistensi Peta Proses Bisnis bagi y Bahan kelengkapan 1 Jam per |Dokumen Peta Proses
e dorsh o 7 oot it . (N (I |- e v v | perootat Gens et deersh
ditetapkan dan menugaskan analis tatalaksana meliputi dokumen Peta daerah  |hasil asistensi dan notulen
membuat laporan hasil asistensi. Proses Bisnis dari perangkat

daerah, surat dan jadwal
asistensi.

8 |Mendokumentasikan laporan hasil asistensi Peta Dokumen Peta Probis Bisnis 1 jam Laporan hasil asistensi
Proses Bisnis bagi Perangkat Daerah provinsi NTT. perangkat daerah hasil Peta Proses Bisnis

asistensi dan notulen

perangkat daerah Provinsi
NTT




Nomor SOP " Tahun 2021
Tanggal Pembuatan 23 Agustus 2021
 Tanggal Revisi
Tanggal Efektif
Disahkan oleh Kepala Biro Organisasi
Setda Provinsi Nusa Tenggara Timur,aee
PEMERINTAH PROVINSI NUSA TENGGARA TIMUR
SEKRETARIAT DAERAH Pembina Tingkat |
BIRO ORGANISASI = NIP 19660624 1986022006
BAGIAN TATALAKSANA Judul SOP Pelaksanaan Review Peta Proses Bisnis

| =—
Dasar Hukum :

Kualifikasi pelaksana :

1. Peraturan Presiden Nomor 81 Tahun 2010 tentang Grand Design Reformasi Birokrasi
2010-2025.

1. Pendidikan minimal SLTA
2. Memahami formulir monitoring dan evaluasi Peta Proses Bisnis

2. Peraturan Menteri PAN dan RB Nomor 19 Tahun 2018 tentang Penyusunan Peta Proses | 3. Memahami tata naskah dinas
Penyusunan dan Penerapan Standar Operasional Prosedur Administrasi
Pemerintahan
3. Peraturan Gubernur Nomor 80 Tahun 2019 tentang Pedoman Tata Naskah
Dinas di Lingkungan Pemerintah Provinsi Nusa Tenggara Timur
4. Keputusan Gubemnur Nusa Tenggara Timur Nomor 253/KEP/HK/2020 tentang Peta
Proses Bisnis Biro Organisasi Setda Provinsi NTT Tahun 2018 - 2023.
Keterkaitan : Peralatan/perlengkapan :
1. SOP Kepgub tentang Peta Proses Bisnis bagi Perangkat Daerah Provinsi Nusa 1. ATK
Perangkat Daerah Provinsi Nusa Tenggara Timur di Biro Organisasi 2. Komputer
2. SOP Monitoring dan Evaluasi Peta Proses Bisnis 3. Telepon/Faximile
3. SOP Penanganan surat masuk 4. Printer
4. SOP Penanganan Surat Keluar
Peringatan : Pencatatan dan pendataan :

Apabila pelaksanaan review Peta Proses Bisnis tidak mengikuti prosedur, akan
berdampak pada kualitas dokumen Peta Proses Bisnis yang dihasilkan.

Data disimpan dalam bentuk Softcopy dan Hardcopy




Peta Proses Bisnis dari perangkat daerah.

Menugaskan Analis Tatalaksana untuk mereview disposisi 15 menit |disposisi

dokumen Peta Proses Bisnis dan

menyampaikan kasubag.

Mengumpulkan bahan Peta Proses Bisnis disposisi 3Hari |Konsep hasil review

perangkat daerah, mereview dokumen Peta dokumen Peta Proses

Proses Bsinis, menyusun konsep hasil review Bisnis perangkat

dan menyerahkan kepada Kasubag. daerah.

Memeriksa konsep hasil review Peta Proses Konsep hasil review 2 Jam |[Konsep hasil review

Bisnis. Jika setuju menyampaikan kepada kabag. Ya Tidak dokumen Peta dokumen Peta Proses

Jika tidak setuju, menyerakan kepada analis tata Proses Bisnis Bisnis perangkat

laksana untuk diperbaiki. perangkat daerah. daerah.

Memeriksa konsep hasil review Peta Proses Konsep hasil review 1Jam |Konsep hasil review

Bisnis. Jika setuju menyampaikan kepada karo. — dokumen Peta dokumen Peta Proses

Jika tidak setuju, menyerakan kepada kasubag Proses Bisnis Bisnis perangkat

untuk diperbaiki. Ya perangkat daerah. daerah.

Memeriksa konsep hasil review. Jika setuju Konsep hasil review | 15 menit |Nota dinas dan hasil

menandatangani nota dinas dengan lampiran Tidak dokumen Peta review dokumen Peta

hasil review dan menyerakan kepada kabag. Jika Proses Bisnis Proses Bisnis

tidak setuju, menyerakan kepada kabag untuk |perangkat daerah.

diperbaiki. Ya

Menyerakan nota dinas dan hasil review Peta y [Nota dinas dan hasil | 10 menit |Nota dinas dan hasil

Proses Bisnis kepada kasubag untuk review dokumen review dokumen Peta

ditindaklanjuti. Peta Proses Bisnis Proses Bisnis

Menyerakan nota dinas dan hasil review Peta Nota dinas dan hasil | 10 menit |Nota dinas dan hasil

Proses Bsinis kepada Analis Tata Laksana untuk review dokumen review dokumen Peta

ditindaklanjuti. Peta Proses Bsinis Proses Bisnis

Menyampaikan nota dinas dengan lampiran hasil Nota dinas dan hasil | 30 menit |Dokumentasi hasil

review Peta Proses Bsinis kepada perangkat review dokumen review Peta Proses

daerah dan mendokumentasikan. |Peta Proses Bisnis Bisnis perangkat
daerah dan nota
dinas. v




PEMERINTAH PROVINSI NUSA TENGGARA TIMUR
SEKRETARIAT DAERAH
BIRO ORGANISASI

Nomor SOP Tahun 2021
Tanggal Pembuatan 23 Agustus 2021

Tanggal Revisi

Tanggal Efektif

Disahkan oleh Kepala Biro Organisasi
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-

&

Dra. Flouri Rita Wuisan, M.M.

Pembina Tingkat |
NIP 19660624 1986022006

Judul SOP Pelaksanaan Monitoring dan Evaluasi Peta Proses Bisnis

Dasar Hukum :

Kualifikasi pelaksana :

1. Peraturan Presiden Nomor 81 Tahun 2010 tentang Grand Design Reformasi
Birokrasi 2010-2025.

2. Peraturan Menteri PAN dan RB Nomor 35 Tahun 2012 tentang Pedoman
Penyusunan dan Penerapan Standar Operasional Prosedur Administrasi
Pemerintahan

3. Peraturan Gubernur Nomor 80 Tahun 2019 tentang Tata Naskah
Dinas di Lingkungan Pemerintah bProvinsi Nusa Tenggara Timur

4. Keputusan Gubernur Nusa Tenggara Timur Nomor 253/KEP/HK/2020 tentang
Peta Proseds Bisnis Bior Organisasi Setda Provinsi NTT Tahun 2018 - -2023.

1. Pendidikan minimal SLTA
2. Memahami instrumen monitoring dan evaluasi
3. Memahami tata naskah dinas

Keterkaitan : Peralatan/perlengkapan :
1. SOP Penanganan Surat Keluar 1. ATK
2. SOP Pembuatan laporan Monitoring dan Evaluasi 2. Komputer
3. SOP pencairan dana kegiatan di Biro Organisasi 3. Telepon/Faximile
4. SOP Penanganan surat masuk 4. Printer

Peringatan H

Pencatatan dan pendataan :

Apabila melaksanakan Monitoring dan Evaluasi tidak sesuai prosedur akan
berdampak pada kualitas data yang diperoleh.

Data disimpan dalam bentuk Softcopy dan Hardcopy




nugan Kasubagntuk n
draf instrumen monitoring dan evaluasi.

2. |Memerintahkan pejabat pelaksana untuk |disposisi 15 menit |disposisi
mengumpulkan bahan penyusunan instrumen
monitoring dan evaluasi.
3. |Mengumpulkan dan menyerahkan bahan A disposisi 1jam bahan penyusunan
penyusunan instrumen monitoring dan evaluasi - Instrumen monitoring dan
4 IMangonsop instrumen monitoring dan evaluasi ! bahan penyusunan 2 jam Konsep Instrumen
kemudian menyerahkan kepada Kabag. Instrumen monitoring dan monitoring dan evaluasi,
evaluasi,disposisi. disposisi.
5. [Memeriksa konsep instrumen monitoring dan Konsep Instrumen 1 jam Draf Instrumen
evaluasi. Jika setuju menyampaikan kepada 4 Tidak monitoring dan evaluasi, |monitoring dan evaluasi,
kepala biro organisasi. Jika tidak setuju disposisi. disposisi.
mengembalikan kepada Kasubag untuk
diperbaiki Ya
. |Memeriksa draft instrumen monitoring dan Draf Instrumen monitoring 1 jam Instrumen monitoring dan
evaluasi. Jika setuju memerintahkan kepada Tidak dan evaluasi, disposisi. evaluasi, disposisi.
Kabag untuk melaksanakan monitoring dan
evaluasi. Jika tidak setuju mengembalikan
kepada Kabag untuk diperbaiki. " Ya
. |Memberi petunjuk kepada kasubag untuk Instrumen monitoring dan | 30 menit  |Instrumen monitoring dan
melaksanakan monitoring dan evaluasi. evaluasi,surat tugas, evaluasi,surat tugas,
disposisi. SPPD, disposisi.
. |Melaksanakan monitoring dan evaluasi Peta ‘Insimmen monitoring dan | 30 menit  |Instrumen monitoring dan
Proses Bisnis Perangkat Daerah -(__‘ :- evaluasi, surat tugas, evaluasi surat tugas,
SPPD, disposisi. SPPD, disposisi.
8 |Menyusun laporan Monitoring dan Evaluasi Peta Instrumen monitoring dan 3 hari Melaksanakan Monitoring
Proses Bisnis Perangkat Daerah evaluasi,surat tugas, dan Evaluasi
SPPD, disposisi.
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Nomor SOP Tahun 2021
Tanggal Pembuatan 30 Juli 2018
Tanggal Revisi 23 Agustus 2021

Tanggal Efektif

Disahkan oleh Kepala Biro Organisasi

Setda Provinsi Nusa Tenggara Timur, m=—

-

<

Dra. Flouri Rita Wuisan, M.M.
Pembina Tingkat |
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Judul SOP |Penyusunan Keputusan Gubernur tentang Standar

Operasional Prosedur Administrasi Pemerintahan (SOP AP)
bagi Perangkat Daerah Provinsi NTT.

Dasar Hukum :

Kualifikasi pelaksana :

1. Peraturan Presiden Nomor 81 Tahun 2010 tentang Grand Design Reformasi

2010-2025.

Peraturan Menteri PAN dan RB Nomor 35 Tahun 2012 tentang pedoman dan

Penerapan Standar Operasional Prosedur Administrasi Pemerintahan.

Peraturan Gubernur Nusa Tengara Timur Nomor 44 Tahun 2020 tentang

Perubahan Atas Peraturan Gubernur Nusa Tenggara Timur Nomor 28 Tahun

2017 tentang Petunjuk Teknis Penyusunan dan Pelaksanaan Standar

Operasional Prosedur Administrasi Pemerintahan di Lingkungan Pemerintah
Provinsi Nusa Tenggara Timur.

2

3.

1. ASN.

2. Memahami petunjuk teknis penyusunan standar Operasional Prosedur
Administrasi Pemerintahan.

3. Pendidikan minimal sarjana (S1).

Keterkaitan :

Peralatan/perlengkapan :

1. SOP Penanganan Surat Keluar.
2. SOP Penanganan Surat Masuk.
3. SOP Asistensi Penyusunan SOP Perangkat Daerah di Biro Organisasi.

1. ATK.

2. Komputer.

3. Telepon/Faximile.
4. Printer.

5 Infokus.

Peringatan :

Pencatatan dan pendataan :

1. Apabila tidak dilakukan sesuai prosedur
penyusunan SOP yang tidak sesuai regulasi.

Apabila tidak dilakukan sesuai prosedur maka pelaksanaan tugas pokok dan
fungsi tidak terstandarisasi dengan baik.

maka akan berdampak pada

2.

Data disimpan dalam bentuk Softcopy dan Hardcopy di Sub bagian Tatalaksana.




Bahan penyusunan keputusan
gubernur tentang SOP AP bagi

dinas
Memeriksa konsep keputusan gubemur tentang standar] Konsep keputusan gubemur 2 Hari Draf keputusan gubemur tentang
operasional prosedur administrasi pemerintahan tentang SOP AP bagi Perangkat SOP AP bagi Perangkat Daerah
daerah lingkup pemerintah provinsi NTT. Jika setuju i Daerah Provinsi NTT dan nota Provinsi NTT dan nota dinas
paraf dan menyerakan kepada kepala biro organisasi. Jika dinas
tidak setuju mengembalikan kepada kasubag untuk Ya
memperbaiki.
Memeriksa draf keputusan gubemur ftentang standar] Draf keputusan gubemnur tentang 1 Hari Draf keputusan Gubemnur tentang
operasional prosedur administrasi Tidak SOP AP bagi Perangkat Daerah SOP AP bagi Perangkat Daerah
Daerah pemerintah provinsi NTT. Jika setuju memaraf dan Provinsi NTT dan nota dinas Provinsi NTT dan nota dinas
menyerakan kepada kabag. Jika tidak setuju mengembalikan
kepada kabag untuk diperbaiki. Ya
Menyerakan Draf keputusan gubemur tentang standar] Draf keputusan gubemnur tentang 10 menit Draf keputusan Gubemur tentang
Daerah lingkup Pemerintah Provinsi NTT kepada knubao! Provinsi NTT dan nota dinas Provinsi NTT dan nota dinas
untuk diproses lebih lanjut di Biro Hukum.
Menugaskan analis tatalaksana untuk menyampaikan dan Draf keputusan gubemnur tentang 1 bulan keputusan gubernur tentang

memproses nota dinas Draf keputusan Gubermur tentang
standar operasional prosedur administrasi pemerintahan
Perangkat Daerah lingkup Pemerintah Provinsi NTT ke Biro
Hukum.

standar operasional prosedur
ladministrasi pemerintahan (SOP
AP) bagi perangkat daerah
provinsi NTT

Menggandakan, mendistribusikan dan mendokumentasikan.

1 Jam

keputusan gubemur tentang
standar operasional prosedur
administrasi pemerintahan (SOP
AP) bagi perangkat daerah
provinsi NTT dan bukti
dokumentasi
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BIRO ORGANISASI

BAGIAN TATALAKSANA

Nomor SOP Tahun 2021
Tanggal Pembuatan 30 Juli 2018
Tanggal Revisi 23 Agustus 2021
Tanggal Efektif
Disahkan oleh Kepala Biro Organisasi
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Judul SOP Asistensi Penyusunan SOP AP Perangkat Daerah Provinsi
Nusa Tenggara Timur.

Dasar Hukum :

Kualifikasi pelaksana :

1. Peraturan Presiden Nomor 81 Tahun 2010 tentang Grand Design Reformasi
Birokrasi 2010-2025.

2. Peraturan Menteri PAN dan RB Nomor 35 Tahun 2012 tentang Pedoman
Penyusunan dan Penerapan Standar Operasional Prosedur Administrasi
Pemerintahan.

3. Peraturan Gubernur Nusa Tengara Timur Nomor 44 Tahun 202 tentang
Perubahan Atas Peraturan Gubernur Nusa Tenggara Timur Nomor 28 Tahun
2017 tentang Petunjuk Teknis Penyusunan dan Pelaksanaan Standar
Operasional Prosedur Administrasi Pemerintahan di Lingkungan Pemerintah
Provinsi Nusa Tenggara Timur.

1. Pendidikan minimal Sarjana (S1).
2. Memahami petunjuk teknis penyusunan Standar Operasional Prosedur.
3 ASN.

Keterkaitan : Peralatan/perlengkapan :
1. SOP Penanganan Surat Keluar. 1. ATK

2. SOP Penanganan Surat Masuk. 2. Komputer. dan Printer
3. SOP Penyusunan Peraturan Gubernur Tentang Standar Operasional Prosedur 3. Infokus.

Administrasi Pemerintahan (SOP AP) bagi Perangkat Daerah Provinsi NTT di
Biro Organisasi.

Peringatan .

Pencatatan dan pendataan :

1. Apabila tidak dilakukan sesuai prosedur maka akan berdampak pada
penyusunan SOP yang tidak sesuai regulasi.

2. Apabila tidak dilakukan sesuai prosedur maka pelaksanaan tugas pokok dan
fungsi tidak terstandarisasi dengan baik.

Disimpan dalam bentuk Softcopy dan Hardcopy di Subbagian Tata Laksana
Pemerintahan.




—

notulen

I ? Disposisi dan dokumen SOP
dokumen SOP AP perangkat daerah, dan AP perangkat daerah SOP AP perangkat daerah
menugaskan analis pelaksana tatalaksana untuk|
mendjadwalkan pelaksanaan asistensi.

. |Menyiapkan pelaksanaan asistensi SOP AP meliputi| Disposisi dan dokumen SOP 2Jam  |Bahan kelengkapan
bahan SOP AP dari perangkat daerah, surat dan AP perangkat daerah asistensi SOP AP meliputi
jadwal asistensi dan menyampaikan kepada dokumen SOP AP dari
kasubag. |perangkat daerah, surat

dan jadwal asistensi.

. |Memeriksa kelengkapan/bahan asistensi SOP AP. Bahan kelengkapan 1 jam Bahan kelengkapan
Apabila setuju, menyampaikan kepada kabag. Jika ‘“ asistensi SOP AP meliputi asistensi SOP AP meliputi
|tidak setuju, dikembalikan kepada pejabat pelaksana dokumen SOP AP dari dokumen SOP AP dari
untuk diperbaiki. : perangkat daerah, surat dan perangkat daerah, surat

. |Memeriksa kelengkapan/bahan asistensi SOP AP. Bahan kelengkapan 30 Menit  |Bahan kelengkapan
Apabila setuju, menyampaikan kepada kepala Biro. Tidak 4 asistensi SOP AP meliputi asistensi SOP AP meliputi
Jika tidak setuju, dikembalikan kepada kasubag| » dokumen SOP AP dari dokumen SOP AP dari
|untuk diperbaiki. perangkat daerah, surat dan perangkat daerah, surat

h adwal asistensi. dan jadwal asistensi.
Memeriksa kelengkapan/bahan asistensi SOP AP. Tidak Bahan kelengkapan 20 Menit  |Bahan kelengkapan
setuju, menyampaikan kepada kabag untuk asistensi SOP AP meliputi asistensi SOP AP meliputi
melaksanakan asistensi. Jika tidak setuju, dokumen SOP AP dari dokumen SOP AP dari
dikembalikan kepada kabag untuk diperbaiki. perangkat daerah, surat dan perangkat daerah, surat
asistensi. dan jadwal asistensi.
Menyampaikan kepada kasubag tatalaksana untuk Bahan kelengkapan 20 menit  |Bahan kelengkapan
melaksanakan asistensi SOP AP bagi perangkat asistensi SOP AP meliputi asistensi SOP AP meliputi
daerah provinsi NTT sesuai jadwal. SOP AP dari dokumen SOP AP dari
perangkat daerah, surat dan perangkat daerah, surat
Melaksanakan asistensi SOP AP bagi perangkat Bahan kelengkapan 1Jam per |Dokumen SOP perangkat
daerahvahﬂNTTmuaijadwalyangditetapkanJ asistensi SOP AP meliputi daerah hasil asistensi dan
dan menugaskan analis tatalksana membuat laporan dokumen SOP AP dari daerah  |notulen
hasil asistensi. perangkat daerah, surat dan
Mendokumentasikan laporan hasil asistensi SOP AP Dokumen SOP perangkat 1 jam Laporan hasil asistensi
bagi Perangkat Daerah provinsi NTT. daerah hasil asistensi dan SOP AP perangkat daerah

Provinsi NTT
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Judul SOP Pelaksanaan Monitoring dan Evaluasi SOP AP Perangkat
Daerah Provinsi NTT

Dasar Hukum :

Kualifikasi pelaksana :

1

Peraturan Presiden Nomor 81 Tahun 2010 tentang Grand Design Reformasi
Birokrasi 2010-2025.

1. Pendidikan minimal SLTA
2. Memahami instrumen monitoring dan evaluasi

2. Peraturan Menteri PAN dan RB Nomor 35 Tahun 2012 tentang Pedoman 3. Memahami tata naskah dinas
Penyusunan dan Penerapan Standar Operasional Prosedur Administrasi
Pemerintahan
3. Peraturan Gubernur Nomor 80 Tahun 2019 tentang Pedoman Tata Naskah
Dinas di Lingkungan Pemerintah bProvinsi Nusa Tenggara Timur
4. Peraturan Gubernur Nusa Tenggara Timur Nomor 44 Tahun 2021 tentang
Perubahan Atas Peraturan Gubernur Nusa Tenggara Timur Nomor 28 Tahun
2017 tentang Petunjuk Teknis Penyusunan dan Pelaksanaan Standar
Operasional Prosedur Administrasi Pemerintahan di Lingkungan Pemerintah
Provinsi Nusa Tenggara Timur.
Keterkaitan : Peralatan/perlengkapan :
1. SOP Penanganan Surat Keluar 1. ATK
2. SOP Pembuatan laporan Monitoring dan Evaluasi 2. Komputer
3. SOP pencairan dana kegiatan di Biro Organisasi 3. Telepon/Faximile
4. SOP Penanganan surat masuk 4. Printer
Peringatan : Pencatatan dan pendataan :

Apabila melaksanakan Monitoring dan Evaluasi tidak sesuai prosedur akan
berdampak pada kualitas data yang diperoleh.

Data disimpan dalam bentuk Softcopy dan Hardcopy




. |Menugaskan Kasubag untuk mempersiapkan
draf instrumen monitoring dan evaluasi.

2. |Memerintahkan pejabat pelaksana untuk disposisi 15 menit  |disposisi
mengumpulkan bahan penyusunan instrumen
monitoring dan evaluasi.

3. |Mengumpulkan dan menyerahkan bahan disposisi 1jam bahan penyusunan
penyusunan instrumen monitoring dan evaluasi Instrumen monitoring dan
kepada Kasubag. evaluasi disposisi.

4. |Mengonsep instrumen monitoring dan evaluasi s bahan penyusunan 2 jam Konsep Instrumen
kemudian menyerahkan kepada Kabag. Instrumen monitoring dan monitoring dan evaluasi,

evaluasi,disposisi. disposisi.

5. |Memeriksa konsep instrumen monitoring dan Konsep Instrumen 1 jam Draf Instrumen
evaluasi. Jika setuju menyampaikan kepada Jmonihoring dan evaluasi, |monitoring dan evaluasi,
kepala biro organisasi. Jika tidak setuju disposisi. disposisi.
mengembalikan kepada Kasubag untuk
diperbaiki

6. |Memeriksa draft instrumen monitoring dan Draf Instrumen monitoring 1 jam Instrumen monitoring dan
evaluasi. Jika setuju memerintahkan kepada dan evaluasi, disposisi. evaluasi, disposisi.
Kabag untuk melaksanakan monitoring dan
evaluasi. Jika tidak setuju mengembalikan
kepada Kabag untuk diperbaiki.

7. |Memberi petunjuk kepada kasubag untuk |Instrumen monitoring dan | 30 menit  |Instrumen monitoring dan
melaksanakan monitoring dan evaluasi. evaluasi,surat tugas, evaluasi,surat tugas,

disposisi. SPPD, disposisi.

8. |Melaksanakan monitoring dan evaluasi SOP AP y
Perangkat Daerah #

9. |Menyusun laporan Monitoring dan Evaluasi SOP Instrumen monitoring dan 3 hari Melaksanakan Monitoring
AP Perangkat Daerah evaluasi,surat tugas, dan Evaluasi

SPPD, disposisi.




Nomor SOP Tahun 2021
Tanggal Pembuatan 30 Juli 2018
Tanggal Revisi 23 Agustus 2021
Tanggal Efektif
Disahkan oleh Kepala Biro Organisasi
Setda Provinsi Nusa Tenggara Timur,cw~
O~
%—
PEMERINTAH PROVINSI NUSA TENGGARA TIMUR Dra. Flouri|Rita Wuisan, M.M.
SEKRETARIAT DAERAH Pembthina Tingkat |
BIRO ORGANISASI NIP 196606241986022006
BAGIAN TATALAKSANA Judul SOP |Pelaksanaan Review Standar Operasional Prosedur Administrasi
Pemerintahan (SOP AP).
[Dasar Hukum : Kualifikasi pelaksana :

1. Peraturan Presiden Nomor 81 Tahun 2010 tentang Grand Design Reformasi Birokrasi
2010-2025.

2. Peraturan Menteri PAN dan RB Nomor 35 Tahun 2012 tentang Pedoman Penyusunan
Penyusunan dan Penerapan Standar Operasional Prosedur Administrasi
Pemerintahan

3. Peraturan Gubernur Nomor 80 Tahun 2019 tentang Pedoman Tata Naskah
Dinas di Lingkungan Pemerintah Provinsi Nusa Tenggara Timur

4. Peraturan Gubernur Nusa Tenggara Timur Nomor 44 Tahun 2020 tentang Perubahan
Atas Peraturan Gubernur Nusa Tenggara Timur Nomor 28 Tahun 2017 tentang Petunjuk
Teknis Penyusunan dan Pelaksanaan Standar Operasional Prosedur Administrasi
Pemerintahan di Lingkungan Pemerintah Provinsi Nusa Tenggara Timur.

1. Pendidikan minimal SLTA
2. Memahami formulir monitoring dan evaluasi SOP AP
3. Memahami tata naskah dinas

4. SOP Penanganan Surat Keluar

Keterkaitan : Peralatan/perlengkapan :
1. SOP Penyusunan Pergub tentang SOP AP bagi Perangkat Daerah Provinsi Nusa 1. ATK
Tenggara Timur di Biro Organisasi 2. Komputer
2. SOP Monitoring dan Evaluasi SOP 3. Telepon/Faximile
3. SOP Penanganan surat masuk 4. Printer

Peringatan :

Pencatatan dan pendataan :

Apabila pelaksanaan review SOP AP tidak mengikuti prosedur, akan berdampak pada
kualitas dokumen SOP AP yang dihasilkan.

Data disimpan dalam bentuk Softcopy dan Hardcopy
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SOP AP dari perangkat daerah.

Menugaskan Analis Tata Laksana untuk disposisi 15 menit |disposisi

mereview dokumen SOP AP dan *

menyampaikan kasubag.

Mengumpulkan bahan SOP AP perangkat disposisi 3 Hari |Konsep hasil review
daerah, mereview dokumen SOP AP, menyusun dokumen SOP AP
konsep hasil review dan menyerahkan kepada perangkat daerah.
Kasubag.

Memeriksa konsep hasil review SOP AP. Jika Konsep hasil review 2 Jam |Konsep hasil review
setuju menyampaikan kepada kabag. Jika tidak Ya Tidak dokumen SOP AP dokumen SOP AP
setuju, menyerakan kepada analis tata laksana : perangkat daerah. perangkat daerah.
untuk diperbaiki. p

Memeriksa konsep hasil review SOP AP. Jika _—— Konsep hasil review 1Jam |Konsep hasil review
setuju menyampaikan kepada karo. Jika tidak L dokumen SOP AP dokumen SOP AP
setuju, menyerakan kepada kasubag untuk perangkat daerah. perangkat daerah.
diperbaiki. Ya

Memeriksa konsep hasil review. Jika setuju Konsep hasil review | 15 menit |Nota dinas dan hasil
|menandatangani nota dinas dengan lampiran Tidak dokumen SOP AP review dokumen SOP
hasil review dan menyerakan kepada kabag. Jika perangkat daerah. AP

tidak setuju, menyerakan kepada kabag untuk

diperbaiki. Ya

Menyerakan nota dinas dan hasil review SOP AP Nota dinas dan hasil | 10 menit |Nota dinas dan hasil
kepada kasubag untuk ditindaklanjuti. review dokumen review dokumen SOP

SOP AP AP
Menyerakan nota dinas dan hasil review SOP AP Nota dinas dan hasil | 10 menit [Nota dinas dan hasil
kepada Analis Tata Laksana untuk ditindaklanjuti. review dokumen review dokumen SOP
SOP AP AP

Menyampaikan nota dinas dengan lampiran hasil Nota dinas dan hasil | 30 menit |Dokumentasi hasil
review SOP AP kepada perangkat daerah dan review dokumen review SOP AP
mendokumentasikan. SOP AP perangkat daerah dan

nota dinas.




Nomor SOP Tahun 2021
Tanggal Pembuatan 14 Juli 2021
Tanggal Revisi 23 Agustus 20
Tanggal Efektif
Disahkan oleh Kepala Biro Organisasi
Setda Provinsi Nusa Tenggara Timur,os~—
PEMERINTAH PROVINSI NUSA TENGGARA TIMUR
SEKRETARIAT DAERAH
BIRO ORGANISASI
BAGIAN TATALAKSANA Pembina Tingkat |
NIP 196606241986022006
Judul SOP Fasilitasi Pelaksanaan Survey Kepuasan Masyarakat

Dasar Hukum :

Kualifikasi pelaksana :

1

2,

3.

=

Peraturan Pemerintah Nomor 16 Tahun 2004 tentang Survei Kepuasan Masyarakat terhadap
penyelenggara pelayanan publik.

Peraturan Presiden Nomor 81 Tahun 2010 tentang Grand Design Reformasi Birokrasi 2010-
2025.

Peraturan Menteri PAN dan RB Nomor 35 Tahun 2012 tentang Pedoman Penyusunan dan
Penerapan Standar Operasional Prosedur Administrasi Pemerintahan.

Permendagri Nomor 15 Tahun 2014 tentang Pedoman Standar Pelayanan.

Peraturan Gubernur Nusa Tenggara Timur Nomor 44 Tahun 2020 tentang Perubahan Atas
Peraturan Gubernur Nusa Tenggara Timur Nomor 28 Tahun 2017 tentang Petunjuk Teknis
Penyusunan dan Pelaksanaan Standar Operasional Prosedur Administrasi Pemerintahan di
Lingkungan Pemerintah Provinsi Nusa Tenggara Timur.

Pendidikan minimal Sarjana.

Keterkaitan : Peralatan/Perlengkapan :

1. SOP Penanganan Surat Masuk. 1. ATK.

2. SOP Penanganan Surat Keluar. 2. Komputer.

3. SOP Nota Dinas Keluar Kepala Biro 3. Telepon / Faximili.

4. SOP Pelaksanaan Rapat 4. Printer.

5. SOP Penerbitan Surat Tugas

6. SOP Pembuatan Laporan Monitoring dan .

Peringatan : Pencatatan dan Pendataan :

Apabila fasilitasi dan pendampingan pelaksanaan SKM Perangkat Daerah tidak dilaksankan
dengan baik maka akan berdampak pada biasnya hasil SKM.

Disimpan sebagai data elektronik dan manual.




Pelaksana Mutu Baku
No. Tahap Kegiatan Kabag Kasubag " ::’;:‘:an Kepala Biro o s - Ket.
Tatalaksana Pelayanan Publik Pu{:pllk Organisasi e
1. |Menugaskan Kasubag untuk DPA Biro, Regulasi 20 menit Petunjuk dan
mempersiapkan Fasilitasi Pelaksanaan Terkait penugasan Kabag
SKM Unit Pelayanan Publik (UPP)
2. |Menugaskan analis  tata laksana DPA Biro, Regulasi 20 menit Petunjuk dan
pelayanan publik untuk mempersiapkan Terkait, petunjuk dan pebugasan Kasubag
rapat pelaksanaan SKM. penugasan Kabag
3. |Mempersiapkan rapat persiapan serta Petunjuk dan 3 hari TOR Kegiatan, Juknis
administrasi fasilitasi pelaksanaan SKM . Penugasan Kasubag. Pelaksanaan SKM,
DPA Biro, Regulasi Daftar hadir, materi
Terkait, petunjuk rapat, draft Tim SKM,
Kasubag Draft Kuesioner
4. |Rapat Persiapan membahas tahapan dan TOR Kegiatan, Juknis |2 jam Hasil Rapat, SK Tim | Terkait SOP
teknis pelaksanaan SKM bersama UPP. Pelaksanaan SKM SKM, Kuesioner Pelaksanaan
Daftar hadir, materi Rapat
rapat, draft Tim SKM,
Draft Kuesioner
5. |Menginformasikan secara tertulis kepada Draft Akhir Surat 1 hari Surat Keluar Perihal | Terkait SOP
UPP sasaran SKM perihal rencana Keluar Perihal Pemberitahuan Penanganan
pelaksanaan SKM. Pemberitahuan Pelaksanaan SKM Surat Keluar
Pelaksanaan SKM
6. |Turun ke UPP dalam rangka monitoring SPT/SPPD, Regulasi |@ 3 hari Hasil Monitoring dan | Terkait SOP
dan pendampingan pelaksanaan dan Pedoman SKM Jpendampingan Pengajuan
Penyusunan Hasil SKM. pelaksanaan dan SPT/SPPD.
Penyusunan Hasil
SKM
7. |Menyusun Rekapitulasi Hasil SKM dan Hasil SKM dan 3 hari Laporan Pelaksanaan |Terkait SOP
Laporan Pelaksanaan Survey Kepuasan Administrasi SKM Penyusunan
Masyarakat (SKM). pendukungpelaksanaa Naskah Dinas
n fasilitasi pelaksanaan
SKM




Pelaksana Mutu Baku
No. Tahap Kegiatan Kabag Kasubag P:;;““:ﬂ Kepala Biro Kelenainoan Waktu Output Ket.
Tatalaksana Pelayanan Publik Puy:lik Organisasi e
8. |Melaporkan Hasil Pelaksanaan Fasilitasi Nota Dinas 1 hari Laporan Pelaksanaan |Terkait SOP Nota
SKM Kepada Sekretaris Daerah — Penyampaian Laporan Fasilitasi SKM Dinas Kepala Biro

dan Laporan Tersampaikan
Pelaksanaan Fasilitasi
SKM,

9. |Mengarsipkan Dokumen Laporan Hasil Laporan Pelaksanaan Laporan Pelaksanaan

Pelaksanaan Fasilitasi SKM

Fasilitasi SKM

Fasilitasi SKM
Terdokumentasi/
terarsip




PEMERINTAH PROVINSI NUSA TENGGARA TIMUR

SEKRETARIAT DAERAH

BIRO ORGANISASI
BAGIAN TATALAKSANA

Nomoer SOP : Tahun 2021
Tanggal Pembuatan T 30 Juli 2018
Tanggal Revisi 23 Agustus 2021

Tanggal Efektif

Disahkan oleh Kepala Biro Organisasi

Setda Provinsi Nusa Tenggara Timur, (w2~

:/O'>/’
Dra. Flouri Fita Wuigan, M.M,
Pembina Tingkat |

NIP 198606241986022006

\

Judul SOP : Pengelolaan Pengaduan Masyarakat melalui LAPOR! - SP4N
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Dasar Hukum :

Kualifikasi pelaksana :

1. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2008 tentang Petayanan Publik

2 Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 96 Tahun 2012 tentang Pelaksanaan
Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan Publik

3. Peraturan Presiden Nomor 81 Tahun 2010 tentang grand Design Reformasi Birokrasi 2010 -
2025

4. Peraturan Presiden Nomor 76 Tahun 2013 tentang Pengelolaan Pengaduan Pelayanan

5. Peraturan Menteri PAN dan Reformasi Birokrasi Nomor 35 Tahun 2012 tentang Pedoman

Penyusunan dan Penerapan Standar Opersional Prosedur Administrasi Pemerintahan,

Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara Nomor 1 Tahun 2015tentang

Pedoman Evaluai Kinerja Penyelenggara Pelayanan Publik

7. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara Nomor 62 Tahun 2018 tentang
Pedoman Penyelenggaraan Pengelolaan Pengaduan Pelayanan Publik secara
Nasional.

8. Peraturan Presiden Nusa Tenggara Timur Nomor 44 Tahun 2020 tentang Perubahan Atas
Peraturan Gubernur Nusa Tenggara Timur Nomor 28 Tahun 2017 tentang Petunjuk Teknis
Penyusunan dan Pelaksanaan standar Opersional prosedur Administrasi Pemerintahan di
Lingkungan Pemerintah Provinsi Nusa Tenggara Timur.

1. Pendidikan minimal Sarjana
2. Memahami operasionalisasi Aplikasi LAPOR! - SP4N

Keterkaitan :

Peralatan/Periengkapan :

1. SOP Penanganan Surat Masuk
2. SOP Penanganan Surat Keluar

1. ATK

2. Komputer dan Printer

3. Jaringan Intemet WIFI, Telepon, Faximili, Email
4. Aplikasi LAPOR! - SP4N

Peringatan :

Pencatatan dan Pendataan :

Apabila SOP Pengelolaan Pengaduan Masyarakat melalui LAPOR! - SP4N ini tidak dipatuhi
maka akan menyebabkan ketidakpastian penanganan pengaduan masyarakat yang dapat
berdampak pada menurunnya kepercayaan masyarakat kepada Kinerja Pelayanan Publik
Pemerintah Provinsi NTT.

Disimpan sebagai data elektranik.




Mutu Baku

Pejabat Penghubung | Pimpinan Perangkat
No. Tahap Kegiatan Admin Istansi/ | (Perangkat Daerah / Daerah / Unit Keterangan
Admin Pemprov | UnitPelayanan | Pelayanan Publik Kelorghapen e Outpet
Publik Pemprov) Pemprov
1. |Mengakses, menerima, memverifkasi dan menelaah dan User ID dan Sandi, 1-3 hari |Pengaduan/ Laporan/ |Jika sesuai kewenangan
mendisposisi Pengaduan, Laporan, Aspirasi dan permintaan Pengaduan/ Laporan/ Aspirasi/ Permintaan  |maka mendisposis/
informasi yang masuk melalui Aplikasi LAPOR!: Aspirasi/ Permintaan informasi dan disposisi |mendistribusi kepada
informasi dan disposisi Pocanghat Dasrah / Unk
Pelayanan Publik lingkup
melalui Pejabat
Penghubung
Jika tidak sesuai
kewenangan maka
mengembalikan kepada
Admin LAPOR! Pusat
2. |Meneriama dan memverifikasi disposisi Pengaduan/ Laporan/ Pengaduan/ Laporan/ 1hari  |Pengaduan/ Laporan/
Aspirasi/ Permintaan informasi : v Aspirasi/ Permintaan Aspirasi/ Permintaan
a. Jika sesuai kewenangan maka memberikan jawaban sebagai informasi dan/atau informasi dan/atau
respon awal, selanjutnya menyampaikan kepada Pimpinan Tidak L] disposisi disposisi serta respon
Perangkat Daerah/ Unit Pelayanan Publik untuk dijawab/ awal
ditindaklanjuti.
b. Jika tidak sesuai kewenangan maka mengembalikan kepada
Admin Daerah / Admin Pemprov
3. |Menerima Pengaduan, Laporan, Aspirasi dan permintaan Pengaduan/ Laporan/ 8 hari Tindaklanjut/ jawaban
informasi dari Pejabat Penghubung, menindaklanjuti/ menjawab h Aspirasi/ Permintaan atas Pengaduan/
dan meneruskan kepada Pejabat Penghubung informasi dan/atau Laporan/ Aspirasi/ f
disposisi Permintaan informasi
4. |Memuat jawaban Pimpinan Perangkat Daerah/ Unit Pelayanan |User ID dan Sandi, 1 hari Tindaklanjut/ jawaban
Publik dalam aplikasi LAPOR! selanjutnya disampaikan kepada Tindaklanjut/ jawaban atas Pengaduan/
Pengadu/ Pelapor/ Penyampai Aspirasi/ yang meminta Informasi. atas Pengaduan/ Laporan/ Aspirasi/
Laporan/ Aspirasi/ Permintaan informasi

Permintaan informasi




PEMERINTAH PROVINSI NUSA TENGGARA TIMUR
SEKRETARIAT DAERAH
BIRO ORGANISASI
BAGIAN TATALAKSANA

Nomor SOP Tahun 2021
Tanggal Pembuatan 30 Juli 2018
Tanggal Revisi 23 Agustus 2021

Tanggal Efektif

Disahkan oleh Kepala Biro Organisasi

Setda Provinsi Nusa Tenggara Timur,ma

-

<+

Dra. Flourf Rita Wuisan, M.M.
Pembina Tingkat |
NIP 196606241986022006

Judul SOP Asistensi Penyusunan Standar Pelayanan Publik Perangkat

Daerah

Dasar Hukum :

Kualifikasi pelaksana :

1. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2009 Tentang Pelayanan Publik

2. Peraturan Presiden Nomor 81 Tahun 2010 tentang Grand Design Reformasi
Birokrasi 2010-2025.

3. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi
Nomor 15 Tahun 2014 tentang Pedoman Standar Pelayanan.

4. Peraturan Gubernur Nusa Tengara Timur Nomor 44 Tahun 202 tentang
Perubahan Atas Peraturan Gubernur Nusa Tenggara Timur Nomor 28 Tahun
2017 tentang Petunjuk Teknis Penyusunan dan Pelaksanaan Standar
Operasional Prosedur Administrasi Pemerintahan di Lingkungan Pemerintah
Provinsi Nusa Tenggara Timur.

1. Pendidikan minimal Sarjana (S1).
2. Memahami petunjuk teknis penyusunan Standar Operasional Prosedur.
3 ASN.

Keterkaitan : Peralatan/perlengkapan :

1. SOP Penanganan Surat Keluar. 1. ATK.

2. SOP Penanganan Surat Masuk. 2. Komputer. dan Printer
3. Infokus.

Peringatan :

Pencatatan dan pendataan :

1. Apabila tidak dilakukan sesuai prosedur maka akan berdampak pada
penyusunan Standar Pelayanan yang tidak sesuai regulasi.

2. Apabila Standar Pelayanan tidak disusun sesuai pedoman maka pelaksanaan
pelayanan publik dapat menyimpang dari standar/regulasi

Disimpan dalam bentuk Softcopy dan Hardcopy di Sub bagian Pelayanan Publik.




persiapan pelaksanaan penilaian kinerja UPP.

. |Rapat membahas persiapan atau rencana
pelaksanaan penilaian kinerja UPP

o
s

Draft FO1, F02 dan FO3

.|Mmsmndokuﬂ\snpendmungdmlapum

2 i surat pemberitahuan dan jadwal Draft FO1, FO2 dan F03 10 Menit  |Surat Pemeberitahuan
mmperﬁmUPPkepaleWaﬁm |jadwal pelaksana pelaksanaan penilaian UPP
dan Pimpinan UPP Lingkup Pemprov sesuai yang
telah ditetapkan dalam DPA.

—|Memerintahkan pejabat pelaksana mempersiapkan Surat Pemeberitahuan 5Menit |Form 01, FO2, dan F03. dan

Form 01, FO2 dan FO3.

—[Menyiapkan Form 01, FO2 dan FO3 dan surat tugas| \ [Form 01, FO2, dan F03. dan | 5 Menit  |rencana evaluasi, surat
kepada evaluator - surat tugas pemeberitahuan ke PD atau
Melakukan koordinasi dengan Bagian Organisasi rencana evaluasi, surat 2 Jam Bukti pengiriman dan
Kabupaten/ Kota, serta Melakukan kunjungan ke “ ‘WMMMPDM rencana evaluasi dalam
UPP sasaran dan berkoordinasi dengan pimpinan Pemerintah Kab/Kota bentuk Form 01 dan FO02.
UPP terkait pelaksanaan penilaian kinerja UPP
Melakukan observasi dokumen dan obeservasi
lapangan berdasarkan panduan formulir  penilaian
yanq ada
Membuat BA hasil observasi dan menyampaikan
kepada UPP untuk melengkapi kekurangan-
kekura i

— [Menyampaikan hasil penilaian dan perhitungan IPP \ Pelaksaan penilaian kinerja 1 Jam SOP surat keluar
serta rekomendasi perbaikan pelayanan publik - UPP
kepada UPP.

— |Membuat dan menyampaikan laporan pelaksaan Laporan pelaksaan penilaian 1 Jam Surat hasil penilaian dan
penilaian kinerja unit UPP tahun pelaksanaan secara UPP |rekomendasi Perbaikan
berjenjang kepada pimpinan.

=
Surat hasil penilaian dan 1jam  |Surat hasil penilaian dan
pelaksanaan |rekomendasi Perbaikan rekomendasi Perbaikan

-




Nomtor SOF Tahun 2021
Tanggal Pentbuatan © 23 Agustus 2021
Tanggal Revisi -
Tanggal Efektif
Disahkan QOleh
PEMERINTAH PROVINSI NUSA TENGGARA TIMUR Kepala Biro Organisasi
SEKRETARIAT DAERAH Setda Provinsi Nusa Tenggara Timur, tte
BIRO ORGANISASI
BAGIAN TATALAKSANA ".9»4,,——-
Dra, FlourtRita Wuisan, MM,
Pembina Tk, |
NIP 196606241986022006
Nama SOP . Pelaksanaan Evaluasi dan Penilaian Kinerja Unit Penyelenggara
Pelayanan Publik.
Dasar Hukum : Kualifikasi Pelaksana :

1. Undang- Undang Nomor 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan Publik
2. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformast Birokrasi No 35

Tahun 20212 tentang Pedoman Penyusunan dan Penerapan Standar Operasional
Proserdur Administrasl Pemerintahan,

Peraturan Gubernur Nomor 44 Tahun 2020 tentang Perubzhan Atas Peraturan Gubemur
Nusa Tenggara Timur Nomor 28 Tahun 2017 tentang Petunjuk Teknis Penyusunan dan
Peleksanaan Standar Operasional Prosedur Administrasi Pemerintahan di Lingkungan
Pemerintah Provinsi Nusa Tenggara Timur,

Peraturan Presiden Nomor 86 Tahun 2012 tentang Pelaksanaan Undang- Undang Nomor
25 Tahun 2009 tentang Pelayanan Publik.

5. Peraturan Pemerintah Nomor 80 Tahun 2008 tentang Sistem Pengendatian Intemn
Pemerintah.

Peraturan Menteri PAN dan RB Nomor 17 Tahun 2017 tentang Pedoman Peniiaian
Kinerja Unit Penyelenggara Pelayanan Publik;

1. Pendidikan minimal D4/ 81
2. Memahami tata cara penyusunan SOP AP

3. Memiliki pengetahuan tentang fata cara pelaksanazn evaluasi pelaksanaan
penyelenggaraan pelayanan publik.

Keterkaitan :

Peralatan/Perlengkapan :

1. S0P Penyusunan Tim Evaluasi Pelayanan Publik. 1. Surat Tugas

2. SOP Pelaporan Evaluasi Pelayanan Publik 2. Program Kerja

3. SOP Penanganan Surat Masuk 3. RKA

4. SOP Penanganan Surat Keluar 4. Komputer/ Laptop/ Printer
5. SOP Penerbitan Surat SPPD
Peringatan ; Pencatatan dan Pendataan ;

Apabila kinerja penyelenggaraan pelayanan publik tidak dilaksanakan sesuai pedoman, dapat
mengakibatkan unit penyelenggara pelayanan pubiik tidak mengetahui dengan pasti
kekurangan yang harus diperbaiki serta tindak lanjut perbaikan dalam rangka peningkatan
kualitas pelayanan publik,

Disimpan sebagal date/ arsip secara manual dan elekironik.




o Pelaksana Mutu Baku
Tahap Kegiatan Tim Evaluasi/ Keterangan
Kabag Tatalaksana | KasubagYanlik | KepalaBiro |Pejabat Pelaksana E“:':.::: Kelengkapan Waktu Output
1 2 3 4 5 " 10 11 12 13
1. |Menginisiasi rapat persiapan pelaksanaan penilaian kinerja UPP @ Daftar PD atau Kab/Kotayang| 20menit |Draft rencana penilaian
bersama Kepala Biro, Kasubag Pelayanan Publik dan Pejabat akan dilakukan EVALUASI UPP.
pelaksana dan memerintahkan kasubag untuk mempersiapkan
rapat persiapan pelaksanaan penilaian kinerja UPP.
2. |Rapat membahas persiapan atau rencana pelaksanaan penilaian Draft rencana penilaian UPP. 10 menit  |Draft FO1,FO2 dan FO3, |SOP
kinerja UPP E: 4 |f j ﬁ 3‘:& -9| I jadwal pelaksanaan.  |Pelaksanaan
Rapat
3. |Menyampaikan surat pemberitahuan dan jadwal pelaksanaan Draft FO1,FO2 dan FO03, jadwal 10 menit  |Surat Pemberitahuan  |SOP Surat Keluar
penilaian UPP kepada Bupati/ Walikota dan Pimpinan UPP hl I: pelaksanaan. Pelaksanaan Penilaian
Lingkup Pemprov sesuai yang telah ditetapkan dalam DPA. UPP.
4. |Memerintahkan pejabat pelaksana mempersiapkan administrasi V_l Surat Pemberitahuan S menit |Form 01, FO2 dan FO3.  |SOP Penerbitan
penilaian I | Pelaksanaan Penilaian UPP. dan surat tugas. Surat Tugas
Form 01, FO2 dan FO3
5. {Menyiapkan Form 01, FO2 dan FO3 dan surat tugas kepada y Form 01, FO2 dan F03. dan S menit rencana evaluasi, surat
evaluator | surat tugas. pemberitahuan ke PD
atau Pemerintah Kab/
kota.
6. | - Melakukan koordinasi dengan Bagian Organisasi Kabupaten/ rencana evaluasi, surat 2jam Bukti pengiriman dan
Kota, serta melakukan kunjungan ke UPP sasaran dan pemberitahuan ke PD atau rencana evaluasi dalam
berkoordinasi dengan pimpinan UPP terkait pelaksanaan ¥ | Pemerintah Kab/ kota. bentuk Form 01 dan 02
penilaian kinerja UPP.
- Melakukan observasi dokumen dan obeservasi lapangan
berdasarkan panduan formulir penilaian yang ada.
- Membuat BA hasil observasi dan menyampaikan kepada UPP
untuk melengkapi kekurangan-kekurangan.
Membahas hasil penilaian dan Perhitungan IPP
7. |Menyampaikan hasil penilaian dan perhitungan IPP serta Pelaksanaan penilaian kinerja |1 jam Laporan Pelaksanaan SOP Surat Keluar|
rekomendasi perbaikan pelayanan publik kepada UPP. '—Jj UPP. penilaian UPP.
8. |Membuat dan menyampaikan laporan pelaksanaan pennilaian \ Laporan Pelaksanaan 1jam Surat Hasil Penilaian
kinerja unit UPP tahun pelaksanaan secara berjenjang kepada penilaian UPP. dan Rekomendasi
pimpinan. Perbaikan
9. |Mengarsipkan dokumen pendukung dan laporan pelaksanaan. ¥ Surat Hasil Penilaian dan 1jam Surat Hasil Penilaian
Selesal Rekomendasi Perbaikan dan Rekomendasi
Perbaikan




2. SOP Penyusunan Perjanfian Kinerja Tahunan di Bire Organisasi.

Nomor SOP Tahun 2021
|Tanggal Pembuatan 30 Juli 2018
Tanggal Revisi 23 Agustus 2021
Tanggal Efektif
Disahkan oleh Kepala Biro Organisasi
Setda Provinsi Nusa Tenggara Timur <~
3
PEMERINTAH PROVINS] NUSA TENGGARA TIMUR
SEKRETARIAT DAERAH Dra. Flouri Rita Wuisan M.M.
BIRO ORGANISASI Pembina Tingkat |
BAGIAN REFORMASI BIROKRASI DAN AKUNTABILITAS KINERJA NIP 126606241986022006
Judul SOP Penyusunan Laporan Pengukuran Kinerja Pemerintah
Provinsi NTT.
Dasar Hukum : Kualifikasi pelaksana :
1. Peraturan Pemerintah Nomor 29 Tahun 2014 tentang Sistem Akuntabilitas 1. Pendidikan minimal 51.
Pemerintah. 2. Memahami sistematika penyusunarn laporan.
2. Peraturan Presiden Nomor 81 Tahun 2010 tentang Grand Design Reformasi 3. Memahami tata naskah dinas.
Birokrasi 2010-2025. ] 4 ASN.
3. Peraturan Menteri PAN dan RB Nomor 35 Tahun 2012 tentang Pedoman
Penyusunan dan Penerapan Standar Operasional Prosedur Administrasi
Pemerintahan.
4. Peraturan Menteri PAN dan RB Nomor 53 Tahun 2014 tentang Petunjuk Teknis
Perjanjian Kinerja, Pelaporan Kinerja dan Tata Cara Reviu atas Laporan Kinerja
tnstansi Pemerintah.
5. Peraturan Gubemur Nusa Tenggara Timur Nomor 44 Tahun 2020 tentang
Perubahan Atas Peraturan Gubemur Nusa Tenggara Timur Nomor 28 Tahun 2017
tentang Petunjuk Teknis Penyusunan dan Pelaksanaan Standar Operasional
Prosedur Administrasi Pemerintahan di Lingkungan Pemerintah Provinsi Nusa
. Tenggara Timur.
Keterkaitan : Peralatan/periengkapan :
1. SOP Penyusunan Rencana Kinerja Tahunan (RKT) di Biro Organisasi. 1. ATK.

2. Komputer, Printer.
3. Jaringan Internet.
4. lLembar Kerja, Rencana Kerja.

Peringatan :

Pencatatan dan pendataan :

Jika Penyusunan Laporan Pengukuran Kinerja Pem Provinst NTT tidak sesual
Prosedur , maka akan berdampak pada keterflambatan penyampaian LKIP Provinsi
KemenPAN dan RB, Kemendagri dan Beppenas

Disimpan dalam bentuk Sofcopy dan Hardcopy .




Rapat Verifikasi level 1 yang dipimpin kepala Biro
Organisasi untuk melakukan evaluasi dan kajian terhadap
hasil analisis tim serta menugaskan tim

2jam

3 jam per

Data dan informasi

agenda selama |indikator per agenda,

10 hari notulen rapat, berita acara
menyempurnakan sesuai hasil rapat. rapat
7. |Menyempumakan data dan informasi indikator per 3 hari Data dan informasi
agenda sesuai hasil rapat dan menyampaikan kepada ‘mwmm
kasubag. telah disempumakan
8. |Memeriksa data dan informasi indikator per agenda yang 1minggu |Konsep Laporan

Pengukuran kinerja Pem
Prov NTT

1 hari

Draf Laporan Pengukuran

Kinerja Pem Prov NTT
Biro Organisasi. Jiknﬁdakumju. dikembalikan kepada
il k oastal
B Mumumwmwm 1 han Draf Laporan Pengukuran
Kinerja Pem Prov NTT
tidak setuju, dlkwbaﬁkmkmwunmkw Ya
11. |Menyerahkan dokumen Laporan Pengukuran Kinerja 10menit |Dokumen Laporan
Pem Prov NTT kepada kasubag untuk diproses lebih Pengukuran Kinerja Pem
lanjut. Prov NTT
12. |Menyerahkan dokumen Laporan Pengukuran Kinerja 10 menit  |Dokumen Laporan
Pem Prov NTT kepada analis laporan akuntabilitas Pengukuran Kinerja Pem
kinerja untuk diproses lebih lanjut. Prov NTT
13. |Mendistribusikan dan mendokumentasikan dokumen 2 jam Dokumen Laporan
Laporan Pengukuran Kinerja Pem Prov NTT. Pengukuran Kinerja Pem
Prov NTT, bukti




PEMERINTAH PROVINSI NUSA TENGGARA TIMUR
SEKRETARIAT DAERAH

BIRO ORGANISASI
BAGIAN REFORMASI BIROKRASI DAN AKUNTABILITAS KINERJA

Nomor SOP Tahun 2021
Tanggal Pembuatan 30 Juli 2018
Tanggal Revisi 23 Agustus 2021

Tanggal Efektif

Disahkan oleh Kepala Biro Organisasi

Setda Provinsi Nusa Tenggara Timur,

¢

ita Wuisan, M.M.

Pembina tingkat |
NIP 19660624 1986022006

Judul SOP Penyusunan Perjanjian Kinerja (PK).

Dasar Hukum :

Kualifikasi pelaksana :

L

Peraturan Presiden Nomor 81 Tahun 2010 tentang Grand Design Reformasi Birokrasi
2010-2025.

1. Pendidikan minimal S1
2. Memahami sistematika penyusunan laporan

2. Peraturan Menteri PAN dan RB Nomor 35 Tahun 2012 tentang Pedoman Penyusunan 3. Memahami tata naskah dinas
Penyusunan dan Penerapan Standar Operasional Prosedur Administrasi 4. ASN
Pemerintahan.
3. Peraturan Menteri PAN dan RB Nomor 53 Tahun 2014 tentang Petunjuk Teknis
Perjanjian Kinerja, Pelaporan Kinerja dan Tata Cara Reviu atas Laporan Kinerja Instansi
Pemerintah.
4. Peraturan Gubernur Nusa Tenggara Timur Nomor 44 Tahun 2020 tentang Perubahan
Atas Peraturan Gubernur Nusa Tenggara Timur Nomor 28 Tahun 2017 tentang Petunjuk
Teknis Penyusunan dan Pelaksanaan Standar Operasional Prosedur Administrasi
Pemerintahan di Lingkungan Pemerintah Provinsi Nusa Tenggara Timur.
Keterkaitan : Peralatan/perlengkapan :
1. SOP Penanganan Surat Keluar 1. ATK
2. SOP Penyusunan Laporan Pengukuran Kinerja Pem Prov NTT di Biro Organisasi 2. Komputer
3. SOP Penanganan Surat Masuk 3. Peraturan Perundang-undangan terkait
4. SOP Penyusunan Rencana Kinerja Tahunan (RKT) di Biro Organisasi 4. Telephon/Faximile
5. Printer
Peringatan : Pencatatan dan pendataan :

Penyusunan Perjanjian Kinerja yang tidak sesuai prosedur maka akan mempengaruhi kualitas
dokumen Perjanjian Kinerja.

1. Data Capaian Indikator Kinerja Utama Provinsi Tahun Sebelumnya
2. Disimpan sebagai data elektronik dan manual




ugaskan kabag untuk menyusn

Kinerja (PK) Provinsi NTT
2. |Menugaskan kasubag untuk menyusun PK Provinsi |Disposisi 10 menit |Disposisi
NTT
3. |Menugaskan Tim Penyusun PK Provinsi NTT untuk |Disposisi 1jam  |Surat tugas,
mengumpulkan dan menganalisa data berdasarkan instrumen
indikator-indikator yang telah ditetapkan. pengumpulan data PK
Provinsi NTT
4. |Mengumpulkan dan menganalisa data PK Provinsi Surat tugas, 1 minggu |Data dan informasi
NTT sesuai indikator kinerja dan menyampaikan instrumen indikator kinerja
|kepada kasubag. pengumpulan data
PK Provinsi NTT
5. |Mendjadwalkan dan mengundang rapat bersama Data dan informasi 2jam |undangan dan jadwal
yang dipimpin kepala Biro Organisasi. ﬁ indikator kinerja
6 |Rapat verifikasi level 1 yang dipimpin kepala Biro undangan dan 2jam |Data dan informasi
Organisasi untuk melakukan evaluasi dan kajian :-_)-(— jadwal, Data dan indikator kinerja,
terhadap hasil analisis tim serta menugaskan tim informasi indikator notulen rapat, berita
menyempurnakan sesuai hasil rapat. kinerja acara rapat
7 |Menyempurnakan data dan informasi indikator Data dan informasi 2 hari |Data dan informasi
kinerja sesuai hasil rapat dan menyampaikan indikator kinerja, indikator kinerja yang
kepada kasubag. notulen rapat, berita telah disempurnakan
acara rapat
8 |Memeriksa data dan informasi indikator kinerja yang Data dan informasi | 1 minggu |Konsep PK Provinsi
telah disempurnakan, menyusun konsep PK indikator kinerja
Provinsi NTT dan menyampaikan kepada kabag. yang telah
disempurnakan
9 |Memeriksa konsep PK Provinsi. Apabila setuju Konsep PK Provinsi | 2 jam |Draf PK Provinsi
menyampaikan kepada kepala Biro Organisasi. Jika
tidak setuju, dikembalikan kepada kasubag untuk
diperbaiki.




10 |Memeriksa Draf PK Provinsi. Apabila setuju |Draf PK Provinsi 1 jam WDokumen PK Provinsi
menandatangani nota dinas untuk pengiriman
dokumen PK dan menyampaikan kepada kabag. Tidak
Jika tidak setuju, dikembalikan kepada kabag untuk
diperbaiki. #

a

11 |Menyerahkan dokumen PK kepada kasubag untuk Dokumen PK 10 menit |Dokumen PK Provinsi
diproses lebih lanjut. i_ Provinsi

12 [Menyerahkan dokumen PK kepada analis Dokumen PK 10 menit |Dokumen PK Provinsi
akuntabilitas kinerja aparatur untuk diproses lebih Provinsi
lanjut.

13 |Mendistribusikan dan mendokumentasikan Dokumen PK 2jam  |Dokumen PK
dokumen PK Provinsi. Provinsi Provinsi, bukti

dokumentasi

—p———




PEMERINTAH PROVINSI NUSA TENGGARA TIMUR

SEKRETARIAT DAERAH
BIRO ORGANISASI

BAGIAN REFORMASI BIROKRASI DAN AKUNTABILITAS KINERJA

Nomor SOP Tahun 2021
Tanggal Pembuatan 30 Juli 2018
Tanggal Revisi 23 Agustus 2021
Tanggal Efektif
Disahkan oleh Kepala Biro Organisasi
Setda Provinsi Nusa Tenggara Timur, ées—
L3
Dra. Flou® Rita Wuisan,M.M.
Pembina Tingkat |
NIP 196606241986022006
Judul SOP Penyusunan Rencana Kinerja Tahunan (RKT).

Dasar Hukum :

Kualifikasi pelaksana :

1. Peraturan Presiden Nomor 81 Tahun 2010 tentang Grand Design Reformasi
Birokrasi 2010-2025.

2. Peraturan Menteri PAN dan RB Nomor 35 Tahun 2012 tentang Pedoman
Penyusunan dan Penerapan Standar Operasional Prosedur Administrasi
Pemerintahan.

3. Peraturan Menteri PAN dan RB Nomor 53 Tahun 2014 tentang Petunjuk Teknis
Perjanjian Kinerja, Pelaporan Kinerja dan Tata Cara Reviu atas Laporan Kinerja
Instansi Pemerintah.

4. Peraturan Gubernur Nusa Tenggara Timur Nomor 44 Tahun 2020 tentang
Perubahan Atas Peraturan Gubernur Nusa Tenggara Timur Nomor 28 Tahun 2017
tentang Petunjuk Teknis Penyusunan dan Pelaksanaan Standar Operasional
Prosedur Administrasi Pemerintahan di Lingkungan Pemerintah Provinsi Nusa
Tenggara Timur.

1. Pendidikan minimal S1

2. Memahami sistematika penyusunan laporan
3. Memahami tata naskah dinas

4. ASN

Keterkaitan :

Peralatan/perlengkapan :

1. SOP Penanganan Surat Keluar
2. SOP Penyusunan Laporan Pengukuran Kinerja Pem Prov NTT di Biro Organisasi
3. SOP Penanganan Surat Masuk

1. ATK

2. Komputer

3. Peraturan Perundang-undangan terkait
4. Telephon/Faximile

5. Printer

Peringatan :

Pencatatan dan pendataan :

Penyusunan RKT yang tidak sesuai prosedur maka akan mempengaruhi kualitas
dokumen RKT.

1. Data Capaian Indikator Kinerja Utama Provinsi Tahun Sebelumnya
2. Disimpan sebagai data elektronik dan manual




1. Memgmkmurmknmmm

2. |Menugaskan kasubag untuk menyusun RKT Provinsi NTT
3. [Menugaskan Tim Penyusun RKT Provinsi NTT untuk Tospodu Tjam  |Surat tugas, instrumen
mengumpulkan dan menganalisa data berdasarkan pengumpulan data
indikator-indikator yang telah ditetapkan. RKT Provinsi NTT
2. [Mengumpulkan dan menganalisa data RKT Provinsi NTT Surat tugas, 1minggu _ |Data dan informasi
sesuai indikator kinerja utama per agenda dan instrumen indikator utama per
menyampaikan kepada kasubag. data agenda
RKT Provinsi NTT
S. pmmmmmm v Data dan informasi 2 jam undangan dan jadwal
dipimpin kepala Biro Organisasi. indikator utama per
6. |Rapat verifikasi level 1 yang dipimpin kepala Biro undangan dan 2jamper |Data dan informasi
Immmmmmm I :’.::'- Datadan | agenda selama [indikator per agenda,
hasil analisis tim serta menugaskan tim menyempurnakan informasi indikator 7 hari notulen rapat, berita
sesuai hasil rapat. utama per agenda acara rapat
- mmmkmmmmmmmuww Data dan informasi 3 hari Data dan informasi
F notulen rapat, berita yang telah
acara rapat disempurnakan
8. Memeriksa data dan informasi indikator per agenda yang Data dan informasi 1minggu |Konsep RKT Provinsi
telah disempumakan, menyusun konsep RKT Provinsi indikator per agenda NTT
NTT dan menyampaikan kepada kabag. yang telah
", i disempurnakan |
9. |Memeriksa konsep RKT Provinsi. Apabila setuju Ya Tidak Konsep RKT Provinsi 1 hari Draf RKT Provinsi NTT
menyampaikan kepada kepala Biro Organisasi. Jika tidak ’ NTT
setuju, dikembalikan kepada kasubag untuk diperbaiki. A
10. |Memeriksa Draf RKT Provinsi. Apabila setuju Draf RKT Provinsi 1 hari Dokumen RKT
menandatangani nota dinas untuk pengiriman dokumen Tidak NTT Provinsi NTT
LKIP dan menyampaikan kepada kabag. Jika tidak setuju,
dikembalikan kepada kabag untuk diperbaiki.
11. |Menyerahkan dokumen RKT kepada kasubag untuk Dokumen RKT 10 menit Dokumen RKT
diproses lebih lanjut. Provinsi NTT Provinsi NTT
12. |Menyerankan dokumen RKT kepada analis akuntabilitas = Dokumen RKT 10menit |Dokumen RKT
kinerja aparatur untuk diproses lebih lanjut. Provinsi NTT Provinsi NTT
13 |Mendistribusikan dan mendokumentasikan dokumen RKT Dokumen RKT 2 jam |Dokumen RKT
Provinsi NTT. Provinsi NTT Provinsi NTT, bukti
dokumentasi




PEMERINTAH PROVINSI NUSA TENGGARA TIMUR
SEKRETARIAT DAERAH
BIRO ORGANISASI
BAGIAN REFORMASI BIROKRASI DN AKUNTABILITAS KINERJA

Nomor SOP Tahun 2021
Tanggal Pembuatan 30 Juli 2018
Tanggal Revisi 23 Agustus 2021

Tanggal Efektif

Disahkan oleh

Kepala Biro Organisasi

Setda Provinsi Nusa Tenggara Timur,ve_

Dra. Flouri Rita Wuisan M.M.
Pembina Tingkat |
NIP 196606241986022006

Judul SOP

Penyusunan Road Map Reformasi Birokrasi Pemerintah Provinsi NTT.

Dasar Hukum :

Kualifikasi pelaksana :

1. Peraturan Presiden Nomor 81 Tahun 2010 tentang Grand Design Reformasi
Birokrasi 2010-2025.

2. Peraturan Menteri PAN dan RB Nomor 35 Tahun 2012 tentang Pedoman
Penyusunan dan Penerapan Standar Operasional Prosedur Administrasi
Pemerintahan.

3. Peraturan Gubernur Nusa Tenggara Timur Nomor 23 Tahun 2013 Tentang Road
Map Reformasi Birokrasi Pemerintah Provinsi NTT Tahap Il tahun 2010-2022.

4. Peraturan Gubernur Nusa Tenggara Timur Nomor 44 Tahun 2020 tentang
Perubahan Atas Peraturan Gubernur Nusa Tenggara Timur Nomor 28 Tahun
2017 tentang Petunjuk Teknis Penyusunan dan Pelaksanaan Standar
Operasional Prosedur Administrasi Pemerintahan di Lingkungan Pemerintah
Provinsi Nusa Tenggara Timur.

1. Pendidikan Minimal S1.
2. Memahami tugas pokok dan fungsi biro organisasi.

3. ASN.

Keterkaitan :

Peralatan/perlengkapan :

1. SOP Penanganan Surat Keluar.
2. SOP Penanganan Surat Masuk.

1. ATK.

2. Komputer.

3. Telepon/Faximile.
4. Printer.

Peringatan :

Pencatatan dan pendataan :

Apabila tidak dilakukan sesuai prosedur maka akan berdampak pada penyusunan
Road Map Reformasi Birokrasi Pemerintah Provinsi NTT yang tidak sesuai regulasi.

Disimpan dalam bentuk Softcop dan Hardcopy .




Memerintahkan analis organisasi dan tata laksana Disposisi 10 Menit Pw
mmmmmw

Identifikasi Kondisi Umum, Penentuan Fokus Sasaran dan

Penyusunan Rencana Aksi Road Map Reformasi birokrasi

Pemerintah Provinsi NTT,

3 Mewiapkanbahankmnld«ﬁﬂ:uikondhwmum, |Disposisi 1 jam Bahan
Penentuan Fokus Sasaran dan Penyusunan Rencana Aksi 4 Identifikasi Kondisi Umum,
Road Map Reformasi birokrasi Pemerintah Provinsi NTT Fokus Sasaran dan
dan menyampaikan kepada kasubag. Penyusunan Rencana Aksi

4. |Menyusun Konsep Identifikasi Kondisi Umum, Penentuan Bahan Identifikasi 1 jam Konsep Identifikasi Kondisi
Fokus Sasaran dan Penyusunan Rencana Aksi road map E Kondisi Umum, Fokus Sasaran Umum, Fokus Sasaran dan
reformasi birokrasi Pemerintah Provinsi NTT dan dan Penyusunan Rencana Aksi Penyusunan Rencana Aksi
menyampaikan kepada Kabag.

5. |Memeriksa Konsep Identifikasi Kondisi Umum, Penentuan Konsep Identifikasi Kondisi 15menit  [Draft identifikasi Kondisi
Fokus Sasaran dan Penyusunan Rencana Aksi. Jika setuju Tidak Umum, Fokus Sasaran dan Umum, Fokus Sasaran dan
diserahkan kepada Kepala Biro, dan jika tidak Penyusunan Rencana Aksi Penyusunan Rencana Aksi
dikembalikan kepada Kasubag untuk diperbaiki. Ya

6. [Memeriksa Draft Identifikasi Kondisi Umum, Penentuan F o Draft Identifikasi Kondisi Umum,| 15 menit lomnldmun_uTiKondm

Tidak Fokus Sasaran dan Umum, Fokus Sasaran dan
Penyusunan Rencana Aksi Penyusunan Rencana Aksi
7. Draft Identifikasi Kondisi Umum, 2 jam Draft Identifikasi Kondisi
Fokus Sasaran dan Umum, Fokus Sasaran dan
Penyusunan Rencana Aksi Penyusunan Rencana Aksi

8. |MerwempumkanDraﬂmuaihasirapetdm Draft Identifikasi Kondisi Umum, 30 Menit Draft Identifikasi Kondisi

menyampaikan kepada Kabag Ketatalaksanaan. Fokus Sasaran dan Umum, Fokus Sasaran dan
Penyusunan Rencana Aksi Penyusunan Rencana Aksi

9. [Memeriksa Draft Hasil Rapat Identifikasi Kondisi Umurn, Draft Identifikasi Kondisi Umum,| 30 Menit _|Draft identifikasi Kondisi
Penentuan Fokus Sasaran dan Penyusunan Rencana Aksi. Fokus Sasaran dan Umum, Fokus Sasaran dan
Jika setuju diserahkan kepada Kepala Biro, dan jika tidak Tidak Penyusunan Rencana Aksi

dikembalikan kepada Kasubag untuk diperbaiki.

Ya

WPamnsunan Rencana Aksi




10. |Memeriksa Draft hasil Rapat Identifikasi Kondisi Umum, Draft Identifikasi Kondisi Umum, 30 Menit  |Dokumen Identifikasi Kondisi
Penentuan Fokus Sasaran dan Penyusunan Rencana Aksi. Fokus Sasaran dan Umum, Fokus Sasaran dan
Jika setuju memerintahkan Kabag untuk membuat konsep Penyusunan Rencana Aksi Penyusunan Rencana Aksi
penyusunan road map , dan jika tidak dikembalikan kepada
Kabag untuk diperbaiki.
Tidak
11 |Menugaskan Kasubag untuk menyusun konsep Road Map Dokumen Identifikasi Kondisi Dokumen Identifikasi Kondisi
dan diserahkan ke Kabag. Umum, Fokus Sasaran dan Umum, Fokus Sasaran dan
Penyusunan Rencana Aksi Penyusunan Rencana Aksi
12. |Menyusun Konsep Road Map dan diserahkan kepada Dokumen Identifikasi Kondisi 1 minggu |Konsep Penyusunan Road
Kabag Ketatalaksanaan. Umum, Fokus Sasaran dan |Map Reformasi Birokrasi.
Penyusunan Rencana Aksi
13. meammmm i. Jika W Konsep Road Map Reformasi 1 hari Draf Road Map Reformasi
setuju memaraf dan menyampaikan kepada Karo. Jika Tidak Birokrasi. Birokrasi.
tidak setuju dikembalikan kepada Kasubag untuk
f . Ya
14. |Memeriksa Draf Road Map Reformasi Birokrasi. Jika setuju L Darf Road Map Reformasi 3 Jam Draf Dokumen Road Map
memerintahkan Kabag untuk mempersiapkan rapat Birokrasi. Reformasi Birokrasi.
pembahasan Road Map Reformasi Birokrasi. Jika tidak Tidak
setuju, mengembalikan kepada Kabag untuk memperbaiki.
Ya
15, |Menugaskan Kasubag untuk mempersiapkan pelaksanaan Draf Road Map Reformasi 15 Menit Draf Road Map Reformasi
rapat pembahasan Road Map Reformasi Birokrasi. Birokrasi. |Birokrasi.
16 |Rapat Penyusunan Road Map Reformasi Birokrasi |DrafRnadMapRefommsi 2 jam Draf Road Map Reformasi
Pemerintah Provinsi NTT yang dihadiri oleh Tim Reformasi Birokrasi. |Birokrasi.
Birokrasi. Tim penyusun dan Perangkat Daerah terkait A 4
yang dipimpin oleh Karo serta menugaskan Kasubag untuk ‘ﬂ
menyempumakan Draf rancangan Road Map sesuai hasil
rapat.
17 |Menyempurmnakan Draf Dokumen Road Map Reformasi |Draf Road Map Reformasi 1jam Draf Road Map Reformasi
Birokrasi dan menyampaikan kepada Kabag. Birokrasi. Birokrasi.
18. |Memeriksa Draf road map reformasi birokrasi pemerintah ¢ Draf Road Map Reformasi 30 Menit Draf Road Map Reformasi
provinsi NTT. Jika setuju draft road map diserahkan Tidak Birokrasi. Birokrasi.
kepada kepala biro organisasi. Jika tidak setuju
dikembalikan kepada kasubag untuk disempurnakan.
Ya
19. |Memeriksa Draf Road Map Reformasi Birokrasi Jika setuju Draf Road Map Reformasi 30 Menit Dokumen Road Map
menandatandatangani dan diteruskan kepada kasubag. Tidak Birokrasi. Reformasi Birokrasi.
Jika tidak setuju mengembalikan kepada kabag untuk
diperbaiki.
Ya
20. |Menugaskan analis dan tata laksana reformasi birokrasi Dokumen Road Map Reformasi 10 Menit Dokumen Road Map
untuk mendistribusikan menggandakan dan mengarsipkan Birokrasi Pemerintah Provinsi Reformasi Birokrasi
Dokumen Road Map Reformasi Birokrasi Pemerintah NTT. NTT. Pemerintah Provinsi NTT.
21. |Mengagendakan, mendistribusi dan mengarsipkan Dokumen Road Map Reformasi 1 jam Dokumen Road Map
Dokumen Road Map Reformasi Birokrasi Pemerintah Birokrasi Pemerintah Provinsi Reformasi Birokrasi
Provinsi NTT. NTT. Pemerintah Provinsi NTT.




PEMERINTAH PROVINSI NUSA TENGGARA TIMUR
SEKRETARIAT DAERAH
BIRO ORGANISASI
BAGIAN REFORMASI BIROKRASI DAN AKUNTABILITAS KINERJA

Nomor SOP Tahun 2021
Tanggal Pembuatan 30 Juli 2018
Tanggal Revisi 23 Agustus 2021
Tanggal Efektif
Disahkan oleh Kepala Biro Organisasi
Setda Provinsi Nusa Tenggara Timur e
Dra. Flouri Rita Wuusan.
Pembina Tingkat |
NIP 196606241986022006
Judul SOP Pengusulan Perangkat Daerah Menuju Wilayah Bebas
Korupsi (WBK)

Dasar Hukum :

Kualifikasi pelaksana :

1. Peraturan Presiden Nomor 81 Tahun 2010 tentang Grand Design Reformasi
Birokrasi 2010-2025.

2. Peraturan Menteri PAN dan RB Nomor 35 Tahun 2012 tentang Pedoman
Penyusunan dan Penerapan Standar Operasional Prosedur Administrasi
Pemerintahan.

3. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi
Republik Indonesia Nomor 52 Tahun 2014 tentang Pedoman Pembangunan
Zona Integritas menuju WBK WBBM di Lingkungan Instansi Pemerintah.

4. Peraturan Gubernur Nusa Tenggara Timur Nomor 3 Tahun 2018 Tentang Road
Map Reformasi Birokrasi Pemerintah Provinsi NTT Tahap Il tahun 2018-2022.

5. Peraturan Gubernur Nusa Tenggara Timur Nomor 44 Tahun 2020 tentang
Perubahan Atas Peraturan Gubernur Nusa Tenggara Timur Nomor 28 Tahun
2017 tentang Petunjuk Teknis Penyusunan dan Pelaksanaan Standar
Operasional Prosedur Administrasi Pemerintahan di Lingkungan Pemerintah
Provinsi Nusa Tenggara Timur.

1. Pendidikan Minimal S1.
2. Memahami tugas pokok dan fungsi biro organisasi.
3. ASN.

Keterkaitan :

Peralatan/perlengkapan :

1. SOP Penanganan Surat Keluar.
2. SOP Penanganan Surat Masuk.

1. ATK

2. Komputer.

3. Telepon/Faximile.
4. Printer.

enngatan

Pencatatan dan pendataan :

Identifikasi Perangkat Daerah yang akan diusulkan harus memperhatikan Syarat
dalam Permen PANRB RI Nomor 52 Tahun 2014.

2. Usulan Perangkat Daerah harus disampaikan kepada Tim Penilai Internal (TPI)
untuk selanjutnya dilakukan Penilaian Mandiri (Self Assessment).

Disimpan dalam bentuk Softcopy dan Hardcopy .




Daerah dalam rangka Pembangunan Zona Integritas
Perangkat Daerah Menuju WBK, Membuat Laporan Awal
Kesiapan Perangkat Daerah dalam rangka Pembangunan
ZI menuju WBK/WBBM dan menyampaikan kepada Kabag
Tatalaksana.

3. |Mengoreksi Laporan Awal Kesiapan Perangkat Daerah
dalam rangka Pembangunan ZI menuju WBK/WBBM, Jika
benar maka menyampaikan Laporan kepada Kepala Biro,
Jika Tidak dikembalikan ke Kasubag Tatalaksana RB untuk
diperbaiki.

Tidak

Ya

Laporan Awal Kesiapan
Perangkat Daerah

4. |Memeriksa Laporan Awal Kesiapan Perangkat Daerah
dalam rangka Pembangunan ZI menuju WBK/WBBM, jika
benar maka Memerintahkan Kepala Bagian Tatalaksana
bersama Kasubag Tatalaksana RB untuk memfasilitasi
Perangkat Daerah dalam melengkapi persyaratan usulan
Perangkat Daerah dalam rangka Pembangunan ZI menuju
'WBK/WBBM, Jika tidak maka dikembalikan kepada Kepala
Bagian Ketatalaksanaan Untuk dikoreksi.

Laporan Awal Kesiapan
Perangkat Daerah

20 Menit

Laporan Awal Kesiapan

5. |Bersama Kasubag Tatalaksana RB memfasilitasi
Perangkat Daerah dalam melengkapi persyaratan usulan
Perangkat Daerah dalam rangka Pembangunan ZI menuju
Wdﬂ\mﬂmﬂmhﬂmmm

Ya

Laporan Awal Kesiapan
Perangkat Daerah

1 Hari/
Perangkat
Daerah

Laporan Akhir Kesiapan
Perangkat Daerah

6. 'MWMMWWKMM
dalam rangka Pembangunan ZI menuju WBK/WBBM, jika

setuju maka memerintahkan Kepala Bagian Tatalaksana
untuk menyelenggarakan Rapat Penentuan usulan
Perangkat Daerah dalam rangka Pembangunan ZI menuju
WEK/WBBM yang dihadiri Tim Reformasi Birokrasi, Kepala
Biro Organisasi, Kabag Tatalaksana, Kasubag Tatalaksana
RB dan Pejabat Pelaksana, Jika Tidak maka dikembalikan
kepada Kepala Bagian Ketatalaksanaan dan Kasubak
Tatalaksana RB untuk dikoreksi.

Tidak

Laporan Akhir Kesiapan

20 Menit *lapomnAkhirKasiapan

Perangkat Daerah

7. |Rapat Penentuan Calon Usulan Perangkat Daerah menuju
\WBK/WBBM yang dihadiri Tim Reformasi Birokrasi, Kepala
Biro Organisasi, Kabag Tatalaksana, Kasubag Tatalaksana
RB dan Pejabat Pelaksana, Kepala Biro Memerintahkan
Kasubag Tatalaksana RB untuk membuat Konsep Usulan
Perangkat Daerah dalam Rangka Pembangunan ZI menuju
WBK/WBBM.

|

Laporan Akhir Kesiapan
Perangkat Daerah

2 jam

Konsep Usulan Perangkat




8. [Membuat Konsep Usulan Perangkat Daerah dalam rangka Konsep Usulan Perangkat 20 Menit Konsep Usulan Perangkat
Pembangunan Zona Integritas menuju WBK/WBBM dan Daerah dalam rangka Daerah dalam rangka
menyampaikan kepada Kepala Bagian Tatalaksana untuk Pembangunan ZI menuju Pembangunan ZI menuju
dikoreksi. WBK/WBBM WBK/WBBM

9. |Memeriksa dan mengoreksi Konsep Usulan Perangkat Konsep Usulan Perangkat 15 menit Konsep Usulan Perangkat
Daerah dalam rangka Pembangunan Zona Integritas Daerah dalam rangka Daerah dalam rangka
menuju WBK/WBBM. Jika setuju memaraf dan Pembangunan ZI menuju |Pembangunan ZI menuju
menyerakan kepada Kepala Biro untuk ditandatangani, Jika Tidak WBK/WBBM WBK/WBBM
tidak dikembalikan kepada Kasubag Tatalaksana RB untuk
diperbaiki.

10. |Memeriksa dan mengoreksi Konsep Usulan Perangkat T e Konsep Usulan Perangkat 15 menit Usulan Perangkat Daerah
Daerah dalam rangka Pembangunan Zona Integritas Tidak |Daerahdahmlangkl dalam rangka Pembangunan
menuju WBK/WBBM. Jika setuju menandatangani dan Pembangunan ZI menuju Z1 menuju WBK/WBBM
menyerahkan kepada Kasubag Tatalaksana RB untuk WBK/WBBM
didistribusi, Jika tidak dikembalikan Kepala Bagian
Tatalaksana untuk diperbaiki. Ya

11. |Menugaskan analis organisasi dan tata laksana reformasi y Usulan Perangkat Daerah 10 Menit Usulan Perangkat Daerah
birokrasi untuk mengagendakan, mengarsipkan dan dalam rangka Pembangunan ZI dalam rangka Pembangunan
mendistribusikan Usulan Perangkat Daerah dalam rangka menuju WBK/WBBM ZI menuju WBK/WBBM
Pembangunan Zona Integritas menuju WBK/WBBM ke Tim
Penilai Intemnal (Inspektorat Provinsi).

12. |[Mengagendakan, mengarsipkan dan mendistribusi Usulan Usulan Perangkat Daerah 1jam Usulan Perangkat Daerah
Perangkat Daerah dalam rangka Pembangunan Zona dalam rangka Pembangunan ZI dalam rangka Pembangunan
Integritas menuju WBK/WBBM ke Tim Penilai internal menuju WBK/WBBM ZI menuju WBK/WBBM
(Inspektorat Provinsi).




PEMERINTAH PROVINSI NUSA TENGGARA TIMUR

SEKRETARIAT DAERAH
BIRO ORGANISASI

BAGIAN REFORMASI BIROKRASI DAN AKUNTABILITAS KINERJA

Nomor SOP Tahun 2021
Tanggal Pembuatan 30 Juli 2018
Tanggal Revisi 23 Agustus 2021

Tanggal Efektif

Disahkan oleh Kepala Biro Organisasi

Setda Provinsi Nusa Tenggara Timur,ms—

“

<

Dra. Floul Rita Wuisan, M.M.
Pembina Tingkat |
NIP 196606241986022006

Judul SOP Penyelenggaraan Budaya Kerja.

Dasar Hukum :

Kualifikasi pelaksana :

1. Peraturan Presiden Nomor 81 Tahun 2010 tentang Grand Design Reformasi Birokrasi
2010-2025.

2. Peraturan Menteri PAN dan RB Nomor 35 Tahun 2012 tentang Pedoman Penyusunan
Penyusunan dan Penerapan Standar Operasional Prosedur Administrasi
Pemerintahan

3. Peraturan Menteri PAN dan RB Nomor 39 Tahun 2012 tentang Pedoman
Pengembangan Budaya Kerja.

4. Peraturan Gubernur Nusa Tenggara Timur Nomor 44 Tahun 2020 tentang Perubahan
Atas Peraturan Gubermnur Nusa Tenggara Timur Nomor 28 Tahun 2017 tentang
Petunjuk Teknis Penyusunan dan Pelaksanaan Standar Operasional Prosedur
Administrasi Pemerintahan di Lingkungan Pemerintah Provinsi Nusa Tenggara Timur.

1. Memiliki pemahaman tentang proses penyelenggaraan budaya kerja.
2. Memahami tugas dan fungsi biro organisasi.
3. Pendidikan minimal SLTA.

Keterkaitan :

Peralatan/perlengkapan :

1. SOP pembentukan kelompok budaya kerja di Biro Organisasi.
2. SOP penanganan surat keluar.

3. SOP penanganan surat masuk.

1. ATK
2. Komputer.

3. Telepon/Faximile.
4. Printer.

Peringatan

Pencatatan dan pendataan :

Penyelenggaraan budaya kerja memerlukan upaya yang terarah dan terencana.
Sehingga apabila penyelenggaraan budaya kerja tidak sesuai prosedur maka output
yang dihasilkan tidak berdampak pada peningkatan budaya kerja aparatur.

Data disimpan dalam bentuk Softcopy dan Hardcopy .

——



| o bk SIS
. |Menugaskan sekertaris untuk menyiapkan pelaksanaan

nda Kerja

P;uk
kegiatan budaya kerja di biro organisasi.
, IMenyiapkm:l konsep kegiatan budaya kerja dan [Petunjuk 2Jam |Konsep kegiatan budaya
menyampaikan kepada ketua. kerja
. |Mempelajari konsep kegiatan pelaksanaan budaya kerja. Konsep kegiatan budaya 1Jam |Konsep kegiatan budaya
Apabila setuju menyampaikan kepada kepala biro dan kerja kerja
apabila tidak setuju mengembalikan kepada sekertaris
kelompok budaya kerja untuk melengkapi. s
. |Mempelajari konsep kegiatan pelaksanaan budaya kerja. Konsep kegiatan budaya 30 menit |Kegiatan budaya kerja
Apabila setuju menyampaikan kepada ketua untuk kerja yang disetujui
melaksanakan kegiatan budaya kerja di biro organisasi. Tidak
Apabila tidak setuju mengembalikan kepada ketua KBK Ya
untuk memperbaiki. [
: Menugaska.n sekertaris KBK untuk melaksanakan kegiatan Kegiatan budaya kerja 15menit |Kegiatan budaya kerja
budaya kerja. yang disetujui yang disetujui
: Meiaksanakpn kqgiatan budaya kgrja dan menyiapkan Kegiatan budaya kerja 3 jam Terlaksananya kegiatan
laporan hasil kegiatan budaya kerja. ‘ yang disetujui budaya kerja, notulen
kegiatan budaya kerja
. |Membuat Iaporar_: pelaksanaan kegiatan budaya kerja dan Terlaksananya kegiatan 1hari  |Terlaksananya kegiatan
mendokumentasikan. budaya kerja, notulen budaya kerja, laporan
kegiatan budaya kerja budaya kerja,bukti
dokumentasi
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